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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DJSKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

1. Luas Wilayah dan Letak GeograflS 

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km2 terdiri dari 

6 (enarn) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kurnai, Kotawaringin 

Lama, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua 

kecamatan terakhir adalah basil pernekaran dari Kecamatan Kurnai. Luas 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat rnenurut Kecamatan dapat dilihat 

pada gambar 4.1 dan Tabel4.1 pada halaman berikut ini : 

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Kotawaringin Barat 

"""" .. ,, ... ----·· -···-·· 

Sumber : Kobar Dalam Angka 
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Tabel4.1. 

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 

Luas JmLDesa/ 
Kecamatan 

Km1 "· Kelttraltaa 

l. Arut Selatan 2.400 22,Jl 20 
2. Kwnai 2.921 27,15 18 
3. Kotawaringin Lama 1218 11,32 17 
4. ArutUtara 2.685 24,96 ll 
5. Pangkalan Lada 229 3,08 11 
6. Pan&kalan Banteng 1.306 10,21 17 

KTW. BARAT 10.759 100 94 

Swnber. Kotawanngm Barat Dalam Angka 2010 

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 1\0°25'26" -

ll2°50'36 Bujur Timur (Bn dan antara 1°19'35" - 31}36'59 Lintang 

Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau 

- Sebelab Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

- Sebelab Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

- Sebelab Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara 

2. Topografi 

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar 

berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang 

terdiri dari 

• Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan 

terhadap erosi. 

• Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan 

terhadap erosi. 
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• Sebelah Selatan terd:iri dari danau dan mwa-mwa Alluvial/ Organosal 

banyak mengandung air. 

3. Geomorfologi 

Keadaan geomorfologilbentuk lahan terhadap ketinggian dari 

permukaan air !aut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan 

di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabe! 4. 2. 
Data Ketinggian dan Kemiringan di Kab. Kotawaringin Bamt. 

KecamatJta 
Ketiaggiao Kemiriogio 
(MDPL) (%) 

I. Arut Selatan 0-500 0-40 
2. Kumai 0-500 0-40 
3. Ktw. Lama 7-100 0-2 dan 15-40 
4. ArutUtara 25-(>500) 2-(>40) 
5. Pangkalan Lada 0-500 0-40 
6. P. Banteng 0-500 0-40 

Somber: Kotawanngm Barat Daiam Angka 2010 

4.11dim 

Faktor pembentuk ik1im adalah cumh hujan, suhu udara, 

kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau 

dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan 

September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan 

bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C- 33,8 °C dan suhu minimum 

antam 21,3 °C- 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %. 
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5. Potensi LahBB 

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayab sangat berpengaruh 

terhadap pengalokasian laban yang dialokasikan penggunaannya oleh 

Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti 

pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam 

penggunaan tanab yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan 

Penggunaan tanab yang kompleks akan menunjukkan intensitas 

pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

tampilan laban (land cover) masih didominasi oleh corak alamiab yaitu 

berupa hutan. Penggunaan laban didominasi oleh perkebunan rakyat, 

perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan 

lain-lain. Berikut data potensi laban pada tabel4.3 berikut : 

Tabel4.3. 
Potensi laban di wilayab Kobar 

No Peruntukan Luas (Ha) % 

I J(onsesikehutwnan 565.028 52,52 
2 Konsesi transmigrasi 28.641 2,66 
3 Kawasan pengembangan 
A - Konsesi perkebunan 

+ Cadangan 120.807 11,23 
+ Tertanam 160.973 14,96 

B - Konsesi non perkebunan 191.309 17,78 
4 Danau dan sungai 9.142 0,85 

Jumlah 1.075.900 100,00 
Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka 2010. 

Tanab merupakan unsur penting dalam rangka budidaya 

pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 

2011) babwa keadaan tanah di wilayab Kotawaringin Barat kondisinya 

sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas. 
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Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk 

klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah 

yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari 

tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar 

didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus. Data 

Penyebaran Tekstur Tanah sebagaimana tabel 4.4 berikut : 

Tabel4.4. 

Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Kecamatan Tekstur (ha) 
Halos Sedang Kasar Lain-lain Jumlab 

I Arut selatan 139.704 34.320 65.976 - 240.000 
2 Arut Utara 266.271 - 2.229 - 268.500 
3 Ktw.Lama 79.468 25.152 17.186 - 121.800 
4 Kumai 83.639 193.168 79.183 89.610 445.600 
5 P. Lada 
6 P. Banteng 

Jumlah 569.076 252.640 164.574 89.610 1.075.900 
% 52,89 23,48 15,30 8,33 100,00 

Somber : Kanwil BPN Provms1 Kalimantan Tengah, 2008 

Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai 

berikut: 

• Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang 

berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar 

terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa. 

• Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik 

yang terdapat di daerah dataran rendah. 

• Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak 

terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan 

lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian. 
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Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan 

dominan Podsolik Merah Kuning ( 51,51% ) yaitu 

- Podsolik Merah Kuning 554.242 ha 

- Laterit 59.012 ha 

- Regosol Podsol 110.206 ha 

- Latosol 50.230 ha 

- Alluvial 85.680 ha 

-Organosol 112.669 ha 

- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol 97.247 ha 

- Rawa 6.614 ha 

Jumlah 1.075.900 ha 

Faktor pembatas kemampuan laban di Kabupaten Kotawaringin 

Barat adalah laban gambut dan pasir seluas 120.753 ha, sekitar 11,22% 

dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang 

terperinci seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut ini 

Tabel4.5. 

Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Laban 

No. Kecamatan Tekstnr (hal 
Gambut Pasir Datu Jumlab 

I Arut selatan 17.040 1.229 - 18.268 
2 Arut Utara - 813 - 813 
3 Ktw. Lama 16.553 4.980 - 21.513 
4 Kumai 68.865 11.273 - 80.138 
5 P. Lada 
6 P. Banten11: 

Jumlab 102.458 18.295 - 120.753 
Sumber: Kantor WJlayah BPN Provms1 Kalunanten Tengah, 2010 
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Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalarn proses pertumbuhan sejalan dengan dinarnika 

pembangunan. Sarnpai dengan akhir Desember 2010 penduduk Kabupaten 

Kotawaringin Barat berjumlah 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana 

tabel 4.6. berikut ini : 

Tabel4.6. 

Jumlah Penduduk Per Kecarnatan Tahun 2010 

No. Keeamatan Laki-Laki Perempuan JUMLAH 

I. Arut Selatan 52.246 48.115 100.361 
2. Kumai 24.617 22.544 47.461 
3. Ktw. Lama 9.062 8.o38 17.100 
4. ArutUtara 9.654 7.055 16.709 

5. Pangkalan Lada 15.158 13.335 28.493 

6. P. BantenR 17.012 14.547 31.559 
Jumlah 127.746 I 13.634 241.383 

Sumber: Kotawarmgm Barat Dalam Angka 2010 

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi 

pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas 

umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan 

penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat 

usahalbekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah 

penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilihat pada tabel4. 7 dan dan tabel 4.8 pada halarnan 62 berikut ini : 
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Tabel4.7. 

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

Kecamatan 
Rum all Penduduk 
Tangga Laki Wanlta Jumlab 

Arut Selatan 26.956 52246 48.115 100361 
Kumai 10.827 24.617 22.544 47.461 
Ktw.Lama 4.729 9.062 8.038 17.100 
Arut Utara 4.710 9.654 7.055 16.709 
P.Lada 7.868 15.158 13335 28.493 
P. Banteng 9,014 17.012 14.547 31.559 
Tahun 2010 64,104 121.749 I 13.634 241.383 
Tahun 2009 60,209 121.650 109334 230.984 
Tahun 2008 58,553 119.440 107.943 227.383 

Sumber : Kotawanngm Barat Dalam Angka 2010 

Tabel4.8. 

Sex 
Ratio 
108,59 
109,20 
112,74 
136,84 
113 67 
I 16,95 
112,42 
I 10,63 
110,65 

Kepadatan Penduduk Krn2 dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga di 
tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat 

Luas Rata-Rata 
Kecamatan (Km1

) Kepadatan 
(Kml) PerRT 

I. Arut Selatan 2.400 41,82 3,72 
2. Kumai 2.921 16,15 4,36 
3. Kotawaringin Lama 1.218 14,04 3,62 
4. ArutUtara 2.685 6,22 3,55 
5. Pangkalan Lada 229 124,62 3,62 
6. Pangkalan Banteng 1.306 24,16 3,50 
Tahun 2010 10.759 22,44 3,77 
Tahun 2009 10.759 21,47 3.84 
Tahun 2008 10.759 21,13 3,88 

Sumber : Kotawanngm Barat Dalam Angka 20 I 0 

7. Kondisi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

komoditi strategis di Kabupaten Kotawringin Barat adalah padi dan jagung. 

Capaian produksi tanaman pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 

periode 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 4.9 pada halaman 63 

berikut ini : 
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Tabel4.9. 

Capaian Produksi TPH di Kab. Kotawaringin Barat tahun 2009-2011 

No. Komoditas 
Taboo Rata-rata 

2009 2010 20ll Pertumbubao 

I. Padi Sawab 7.307,81 10.707,01 11.176,60 25,45 

2 Padi Ladang 3.405,48 7.490,94 13.872,96 102,58 

Jumlah Padi /0.713.29 18.197,95 25.049,56 53,76 

3 J8j!;Ung 4.127,57 4.930,14 3.679,13 (2,97) 

4 Kedelai 7086 5460 307,40 22003 

5 Kacang Tanab 219,66 212,26 442,49 52,55 

6 Kacang Hijau 18,17 26,98 37,91 44,50 

7 Ubikayu 7.470,08 7.355,17 10.924,55 23,50 

8 Ubi Jalar 1.162,70 1.347,54 1.458,18 12,05 

9 Sayuran 5.884,94 5.219,00 6.105,57 2,84 

10 Buab-buahan 11.578,00 12.125,20 12.309,52 3,12 

Kobar Dalam Angka 2010. 

Produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 25,45% pertahUilllya 

Hal ini karena adanya kegiatan cetak sawah dan SLPTT padi laban kering dan 

SLPTT padi sawah. Produksi padi tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding 

tahun 2009 sebesar 18.197,95 Ton GKG. Kemudian di tahun 2011 mengalami 

peningkatan lagi sebesar 25.049,56 Ton GKG. 

Produksi Jagung pada tahun 201 I mengalami penunman 

dibandingkan tahun 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3.679,13 ton Pipilan Kering 

atau mengalami penunman rata-rata sebesar 2,97%. Penunman produksi ini 

teljadi akibat tidak adanya program yang dilakukan oleh PD. Agrotama 

Mandiri yang menyebabkan petani enggan untuk menanam jagung, 

sedangkan keadaan sebaliknya teljadi pada tahun 2009 dan 2010. 
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Produksi kedelai tahun 20 I I mencapai 307,40 ton biji kering, terjadi peningkatan 

sebesar 220,03% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang hanya 

mencapai 54,60ton. 

B. Hasil Penelitisn 

1. lmplementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program 
Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Berdasarkan basil penelitian melalui pengamatan langsung maupun 

basil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti selama melakukan 

penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan fokus 

penelitian maka peneliti akan menyampaikan beberapa basil penelitian dan 

pembabasan lebih rinci akan dituangkan pada anak bah selanjutnya. 

Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat 

merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 

mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dari ketersediaan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, 

aman, merata, terjangkau dan merupakan hal yang penting dan strategis. 

Dasar kebijakan ketahanan pangan daerah adalah sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang No. 7 tahun I998 dan diubah dalam Undang-

undang no I 8 tahun 20 I 2 tentang pangan dan secara khusus diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. 

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Di Kahupaten Kotawaringin 

Barat sebelumnya ditangani oleh Subdin Ketahanan Pangan yang berada di 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pejabat 

yang berwenang menangani urusan Ketahanan Pangan adalah Kepala Sub 
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Dinas Ketahanan Pangan setingkat dengan Eselon III. Dengan adanya 

perubahan struktur organisaasi dan perangkat daerah di Kabupaten 

Kotawaringin Barat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Pemturan 

Pemerintah Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bamt Nomor 19 Tahun 

2008 Tanggal I Juni 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Struktur 

Organisasi sebagai berikut : 

a Kepala Kantor. 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Ketahanan Pangan. 

d. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan 

Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 

e. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan 

Perkebunan dan Kehutanan. 

Dengan Penetapan Perda Nomor 19 tahun 2008 tersebut maka 

tanggal 1 Agustus Tahun 2008 kewenangan urusan Ketahanan Pangan 

disemhkan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditangani oleh Seksi Ketahanan 

Pangan (Eselon IV). 

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan daerah di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan 
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pangan daerah maim dirumuskan visi dan misi dan strategi kebijakan 

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat yaitu : 

Visi " Terwujudnya Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketaltan11n 

Pangan sebagai Lembaga yang handal dalam rangka 

Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemantapan ketahanan pangan 

yang berkel11njutan sampai ketingkat rumah tangga. ". 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka, misi yang dirumuskan oleh Kantor 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

- Mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka 

meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis. 

- Menguatkan fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. 

- Mengembangkan wawasan dan profesionalisme penyuluh pertanian. 

- Mengembangkan kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaan petani 

serta masyarakat pelaku agribisnis. 

- Mengembangkan metodologi dan model model penyuluhan pertanian 

sistem partisipatif dan usaha agribisnis. 

- Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan 

produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, 

perkebunan dan kehutanan serta penganekaragaman konsumsi pangan. 

- Membangun kemandirian kelembagaan petani- nelayan melalui 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia anggota kelompok. 

Meningkatkan kemampuan kewirausahaan petani!kelompok tani -
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nelayan lllltuk memperkuat posisi tawar dan permodalan petani 

nelayan. 

Adapun strategi kebijakan lllltuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Mengoptimalkan peran penyuluh lapangan sebagai UJung tombak 

t~udnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka 

meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis. 

- Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan stakeholder untuk 

menguatkan ftmgsi dan peran kelembagaan ketahanan penyuluhan 

pertanian dan otonomi daerah. 

- Mengupayakan peningkatan /mengembangkan wawasan dan 

profesionalisme penyuluh pertanian melalui dildat teknis sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

- Menerapkan dan mengembangkan metodologi dan model - model 

penyuluhan pertanian sistem partisipatif dan usaha agribisnis. 

- Mendorong tumbuhnya kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaan 

petani serta masyarakat pelaku agribisnis. 

- Meningkatkan Produksi pangan dengan tehnologi spesifik lokasi, 

pengembangan dan penyediaan bibit llllggul dan jasa alsintan serta 

penyediaan layanan kredit yang mudah diakses petani melalui dinas 

teknis daerah. 

- Pengembangan percepatan keragaman konsumsi pangan berbasis pangan 

lokal. 

- Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan melalui peningkatan 
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kualitas dan peningkatan infrastruktur distribusi. 

- Peningkatan efektifitas fungsi koordinasi dinas terkait di bidang pangan 

dan gizi sehingga teryaminnya keamanan, mutu dan hiegine pangan yang 

dikonsomsi masyarakat. 

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi dibidang ketahanan pangan 

dan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan kepada masyarakat. 

- Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan berdasarkan programa penyuluhan. 

- Peningkatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evalnasi terhadap 

penyuluh. 

- Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan dengan 

meningkatkan produksi pangan daerah, pengembangan cadangan pangan 

dan penetapan laban abadi untuk produksi pangan. 

- Peningkatan kemudahan mengakses pangan dengan meningkatkan daya 

beli dan menurunkan kemiskinan serta meningkatan efiktifitas dan 

efisiensi sistem distribusi pangan. 

- Peningkatan kuantitas dan kualitas konsomsi pangan menuJU giZI 

seimbang dengan meingkatkan kemampuan rumab tangga mengakses 

pangan, pengembangan program perbaikan gizi. 

Dari uraian struktur organisasi, visi, misi dan kebijakan Kantor 

Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin 
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Barat menunjukan bahwa pernn Kantor Penyuluhan Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan 

Koordinator/sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan lembaga yang 

mendukung peningkatan produksi beras dilihat dari sisi pernn penyuluh. 

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan 

Daerah yang langsung d.ipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan 

melibatkan 29 ( dua puluh sembilan) Dinas/instansi/lembaga dan dibantu 

oleh sekretariat yang berada pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dasar pembentukan 

Dewan Ketahanan pangan tersebut adalah sebagai berikut ; 

Undang - undang Nomor 7 tahun 1996 dan telah diperbarui dengan 

Undang- undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. 

Peraturnn Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1N/2010 

Tanggal I Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut diatas maka Dewan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjad.i 3 (tiga) 

kelompok kerja yang meliputi : 

a. Kelompok KeJja Ketersed.iaan. 

b. Kelompok Kerja Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi 

c. Kelompok Kerja Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan 
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Adapun kebijakan dari Dewan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya kebijakan ketahanan pangan daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan 

Propinsi Kalimantan Tengah. 

b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan 

pangan. 

c. Terjaminnya ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, keamanan 

dan kewaspadaan pangan. 

d. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. 

e. Terselenggaranya rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun 

atau sewaktu- waktu sesuai keperluan. 

f. Tersedianya laporan basil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap satu 

bulan sekali atau sewaktu- waktu sesuai keperluan. 

Implementasi dari tugas Dewan Ketabanan Pangan tersebut maka 

Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah 

menetapkan target capaian sebagai berikut : 
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a. Terbentuknya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dananya 

bersumber dari APBD Kotawaringin Barat tahun 2014 yaitu sebesar 50 

ton (50%) dari target SPM. 

b. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas SKPD terkait bersinergi 

dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam 

mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung, 

daging sapi dan ikan tahun 2014 dengan mengalokasikan sumber dana 

c. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan 

pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP 

sekurang-kurangnya I kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang

kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan. 

d. Meningkatkan ketersediaan pangan wilayah kabupaten untuk 

mengantisipasi dampak perubahan iklim berbasis produksi pangan 

Iokal. 

e. Penguatan kelembagaan sosial masyarakat. 

f. Meningkatnya luas areal melalui penataan pola tanam, perbaikan 

infrastruktur pertanian di desalkelurahan. 

g. Penyediaan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna. 

h. Peningkatan akses terhadap modal dan pasar. 

1. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan 

pemerintah yang tidak terbatas pada komoditi beras saja tetapi juga 

komoditi pangan pokok lainnya yang berbasis pada potensi sumber 

daya lokal sebagai upaya mengembangkan diversifikasi produksi. 

J. Percepatan dan pemasyarakatan diversifikasi konsumsi pangan. 
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Hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa target capaian 

kebijakan ketahanan pangan sebagian besar sudah dilaksanakan namun ada 

beberapa target capaian yang dilaksanakan belum optimal. Berikut 

beberapa basil penelitian yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian 

di lapangan : 

a. Aspek Ketersediaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek ketersediaan pangan 

menunjukan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman dengan resiko tinggi hal 

ini karena 55 % dari kebutuhan pangan dipenuhi dari pasokan dari luar 

daerah terutama dari pulau jawa dan propinsi Kalimantan Selatan dan 

hanya 45 % yang dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Kondisi seperti 

ini akan menimbulkan kerawanan pangan di Kabupaten Kotawaringin 

Barat apabila jalur distribusi terganggu. Penyebab utama kondisi rawan 

adalah dari indeks ketersediaan yang sangat erat hubungannya dengan 

luas tanam dan luas panen komoditas pangan terutama beras. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Kotawaringin Barat lr. H. Akhrnad Y adi ( Wawancara tanggal 

4 April 2014) sebagai berikut : 

"Kebutuhan pangan daerah yang mampu dipenuhi dari produksi 
daerah, saat ini baru 45 % dari total kebutuhan ". 

b. Aspek distribusi, cadangan Pangan dan Stabilisasi menunjukan bahwa 

aspek distribusi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat lancar dan 

merata. Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat 
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melalui pelabuhan Kumai dan selanjutnya di distribusi ke seluruh 

kecamatan dan desa dengan frekuensi bongkar muat barang 2 kali dalam 

seminggu. Sedangkan untuk cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang 

dananya bersumber dari APBD Kotawaringin Barat tahun 2014 sudab 

terealisasi sebesar 50 ton (50%) dari target SPM yaitu 100 ton. 

c. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan menunjukan bahwa 

program penganekaragaman pangan dan mutu pangan di Kahupaten 

Kotawaringin Barat baru sebatas promosi penganeka ragaman pangan 

dan belum ada program - program nyata untuk penganekaragaman dan 

peningkatan mutu pangan. Promosi penganekaragaman pangan 

ditempuh dengan kegiatan : 

- Pemasangan dan pembuatan baliho, banner, poster dan leafet, light 

box. 

- Himbauan penggunaan pangan lokal pada acara resmi melalui 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat 

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan. 

- Penyediaan KIT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

Hal ini seperti ungkapan Ir. Abed Nego (Wawancara Tangggal 7 April 

2014) berikut: 

"Dari sisi penganekaragaman pangan masih baru slogan, kalau pun ada 
sangat kecil, dan baru da/am bentuk model". 
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d. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas terkait bersinergi dengan 

Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam 

mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung, daging 

sapi dan ikan tahlUl 2014 dengan mengalokasikan sumber dana. Dari 

basil observasi dan data - data lapangan menlUljukan bahwa tidak semua 

SKPD aktif pada lembaga Dewan Ketahanan Pangan. Hal ini 

dilUlgkapkan oleh Ir. Abed Nego (wawancara Tangggal 7 April 2014) 

sebagai berikut : 

"Dalam kebifakan ketahanan pangan baru tiga /embaga yang saling 
koordinasi yaitu pelemakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum 
dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah 
yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh 
bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan ". 

Dari basil observasi menunjukan bahwa kondisi diatas disebabkan 

karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah merupakan 

organisasi lintas sektor dengan melibatkan 16 Kementerian untuk di 

Pusat lUltuk di Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas /lnstansi yang 

mendukung ketahanan pangan sebanyak 26 Dinas /instansi!Lembaga. 

Dengan demikian Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mampu menggerakkan organisasi 

sehingga implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah belum 

berjalan sesuai dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena 

organisasi pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah 

terlalu besar sementara sekretariat dewan terkendala dengan rendahnya 

eselonering sehingga koordinasi pada dewan ketahanan pangan daerah 

sangat lemah. Di\ain pihak dukungan sumber daya manusia sangat minim 
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yang di tunjukan adanya jwnlah personil yang menangani ketahanan 

pang an sangat terbatas yang terdiri dari I ( satu) orang Kepala Seksi dan 7 

(tujuh ) orang staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang 

yaitu : (I) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang 

distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsurnsi dan keamanan 

pangan. 

e. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan 

pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP 

sekurang-kurangnya I kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang

kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan. 

Hasil konfirmasi dengan aparatur pada Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa untuk mendukung 

kebijakan ketahanan pangan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras 

Nasionai/P2BN yang merupakan program yang diluncurkan oleh 

Pemerintah Pnsat guna mendukung kebijakan ketahanan pangan 

Adapun pelaksanaan program P2BN di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.I40/8/2011 tentang Tata Hubungan 

Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan 

Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras 

Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan 

program peningkatan produksi beras nasionat (P2BN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan 
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Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a!II/2012 tanggal 26 

Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat 

Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di 

Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan, bahwa pelaksanaan program 

peningkatan produksi beras nasional menjadi kewenangan dari 3 (tiga) 

instansi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian 

dan Ketahanan Pangan serta Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi 

Kalimantan Tengah. Disamping ketiga lembaga tersebut pelaksanaan P2BN 

di dukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekeljaan Umum, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bulog Sub Devisi Reg III dan 

HKTI Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras 

Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil penelitian maka 

diperoleh informasi sebagai berikut: 

a. Ruang Lingkup. 

Dikutip dari rencana strategis 2011-2016 bahwa Kebijakan 

Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan 

kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup 

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, teljangkau. 

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan daerah di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan 
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pangan daerah ruang lingkup kebijakan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek 

yang meliputi : 

a. Aspek Ketersediaan. 

b. Aspek Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi 

c. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan 

Untuk mendukung aspek ketersediaan pangan dan mencapru 

swasembada pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

mencanangkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). 

b. Dasar Hukum 

Landasan hukum pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada 

program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin 

Barat adalah : 

1). UUNO. 7 Tahun 1996 dandiubahdalam UUNo.18tahun2012 tentang 

Pangan 

2). PP No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan 

3). PP 28 2004 tentang k<'llmanan, mutu dan gizi pangan 

4). Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 

5). Kebijakan umum Ketahanan Pangan 2006-2009 . 

6). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

45/Permentan/OT.l40/8/2011 tentang Tats Hubungan Kelja Antar 

Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan 

Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional 

7). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1N/2010 
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Tanggal I Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

8). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: SEK.DKP/154/III/2012 

Tanggal 06 Maret Tabun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 

(Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. 

9). Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 

PPP.020/87.a/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana 

Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos 

Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat. 

c. Tujuan 
Adapun tujuan dari Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

/P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 

I).Mewujudkan ketabanan pangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

melalui program peningkatan ketersediaan beras. 

2). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan 

pangan terutama dalam peningkatan produksi beras. 

d. Organisasi P2BN 

Untuk menunjang ketersdiaan pangan melalui peningkatan produksi 

beras maka dibentuk organisasi pelaksana Program Peningkatan Produksi 

Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Susunan sebagai 

berikut: 
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a Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten 

Susunan Tim pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN) Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut : 

Penanggung Jawab : Bupati Kotawaringin Barat 

Koordinator 

Anggota 

: Assisten Perekonomian dan Pembangunan. 

: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. 

Kepala Bappeda 

Kepala Dinas Pekerjaan Umurn. 

Kepala Dinas Perkebunan. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan. 

Kepala Bulog Sub Devisi Regional III 

Kepala Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan 

Tim Pelaksana Tingkat Kebupaten dibantu oleh sekretariat yang terdiri 

dari: 

Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan. 

Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian. 

Kepala Bidang Pengembangan Sapras Distanak. 

Kepala Bidang Perlintan dan Keswan Distanak. 

Kepala Bidang Surnber Daya Air Dinas PU. 

Kepala Seksi SDM, Kelembagaan dan Penyuluhan. 

Kepala Seksi Pengembagan Produksi TPH. 

Kepala Seksi Perbenihan dan Perbibitan. 

Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Tani. 

Kepala Seksi Perencanaan dan pengendalian Program. 
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b. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan. 

Susunan Tim Posko peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat 

Kecamatan terdiri dari : 

Penanggung Jawab : Camat 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

: Mantri Tani/Koordinator BPP. 

: KJF Tanaman Pangan. 

: Kasi yang membidangi Tanaman Pangan Kec. 

Petugas POPT Kecamatan. 

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa. 

Tim Posko P2BN Tingkat Desa terdiri dari : 

Ketua merangkap anggota : Kepala Desa/Lurah 

Sekretaris merangkap Anggota : PPL setempat 

Anggota : Gapoktan setempat. 

e. Uraian Tugas Tim P2BN 

l).Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupten mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

a). Menyusun rencana kelja peningkatan produksi padi tingkat kabupaten. 

b). Mendampingi/mengawal penerapan tehnologi spesifik Iokasi di lokasi 

P2BN. 

c). Menyusun Programa Penyuluhan mendukung P2BN Tingkat 

Kabupaten. 

d). Menyediakan kebutuhan sarana prasarana mendukung P2BN tingkat 

Kabupaten. 
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2). Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kecarnatan adalah sebagai berikut : 

a). Meningkatkan produksi padi tingkat kecamatan sesuai dengan 

target dan rencana kerja yang ditetapkan. 

b). Menerapkan rekomendasi tehnologi spesifik lokasi. 

c). Melaksanakan programa penyuluhan tingkat kecamatan 

d). Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada 

secara efektif dan efesien. 

3). Tim pelaksana tingkat desa mempunyai tugas sebagai berikut : 

a). Memfasilitasi dan mendarnpingi, melaksanakan musyawarah 

/rembung desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD 

pertanian kecarnatan dalarn rangka penyiapan CP/CL, penyusunan 

RDK dan RDKK di tingkat Desalkelurahan. 

b). Menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanarnan padi, 

penerapan tehnologi spesifik lokasi dan pemeliharaan jaringan 

irigasi, pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan 

air, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di 

wilayahnya masing - masing. 

c). Memfasilitasi para petani untuk menwnbuhkembangkan 

kelembagaan petani dan kelembagaan petani serta penwnbuhan 

pos penyuluhan desa/kelurahan. 

d) Memfasilitasi petani dalarn mengakses sarana produksi, 

permodalan dan informasi pasar. 
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e). Menyelesaikan perrnasalahan yang dihadapi petani dan 

rnernberikan urnpan balik penerapan tehnologi spesifik lokasi 

yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti. 

f. Pelaksanaan Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian rnelalui pengarnatan langsung 

rnaupun hasil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti selarna 

rnelakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat diternukan 

bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada prpgram 

peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat 

rnelalui program - program antara lain : 

l ). Program peningkatan produktivitas tanarnan pangan 

2). Peningkatan koordinasi dan harrnonisasi dengan stakeholder untuk 

rnenguatkan fungsi dan peran kelernbagaan ketahanan Pangan. 

3). Meningkatkan Produksi pangan dengan tehnologi spesifik lokasi, 

pengernbangan dan penyediaan bibit unggul dan jasa alsintan serta 

penyediaan layanan kredit yang rnudah diakses petani rnelalui dinas 

teknis daerah. 

Untuk rnendorong upaya pencapaian peningkatan produksi beras 

nasional, kornitrnen/sikap pernerintah pusat rnaupun pernerintah daerah 

sudah ada narnun belurn berjalan secara optimal hal ini didukung 

adanya kegiatan - kegiatan yang dibiayai oleh APBN rnelalui kegiatan 

SLPTT, dukungan kegiatan yang dilakukan pernerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat rnelalui APBD Kabupaten adalah Pengernbangan 

Padi Tabela Jajar Legowo seluas 500 Ha, penangkaran seluas 40 ha 
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Disamping kegiatan kegiatan tersebut Pernerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat sudah rnenetapkan strategi pencapaian produksi 

padi dan sasaran program peningkatan produksi padi sebagairnana 

gambar 4.2 dan grafik 4.1 pada halaman 84 sebagai berikut : 

Gambar4.2 
Strategi Percepatan Peningkatan Produksi Padi 2012-2016 

Surnber Distanak Kobar 
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Grafik 4.1 
Sasaran Produksi 2012 -2016 

2013 2014 2015 2016 

Sumber Distanak Kobar. 

Realisasi pencapaian luas tanam/luas panen dapat dilihat pada 

tabel 4.1 I. berikut : 

Tabel4.l0. 

Realisasi Pencapaian Luas Tanam dan Luas Panen 

URAIAN MT.OKMAR MT ASEP2013 JUMLAH 
201212013 

LUASTANAM 6.989 315 7.304 
LUASPANEN 6.237 117 6.354 
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Sasaran tanam pada musim tanam April- September 2013 dan 

musim tanam Oktober -Maret 2013/2014 dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut ini : 

Tabel 4.11. 
Sasaran Luas Tanam dan Luas Panen 

URAl AN 
MT.ASEP MT OKMAR 2013-

JUMLAH 
2013 2014 

LUASTANAM 3.559 7.520 11.079 
LUASPANEN 525 9.835 10.360 

Realisasi produksi pada tahun 2012 sebesar 27.424 ton dan 

mengalami peningkatan sebesar 9,477 % dibanding dengan realisasi 

produksi pada tahun 2011 sebesar 25.050 ton. Realisasi Produksi tahun 

2012 sebagaimana tercantum pada tabel4.13 berikut: 

Tabel4.12. 
Realisasi Produksi tahun 2012 

NO URAIAN JUMLAH 
I. Luas Panen 10.283 
2. Produktivitas 2,62 
3. f7oduksi 27.424 

Sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Kotawaringin Barat sasaran produksi padi tahun 2013 sebesar 29.554 ton 

dengan rincian sebagaimana tabel 4.14 berikut : 

Tabe\4.13. 
Sasaran Produksi Tahun 2013 

NO URAIAN JUMLAH 

I. Luas Panen 10.386 

2. Produktivitas 2,86 

3. Produksi 29.554 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pengembangan Produksi 

Padi tahun 2013 diirnplementasikan dalam berbagai program dan 

kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang terdiri 
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dari 4 (empat) program utama dan 2 (dua) program pendukung yang 

bersumber dari pusat/ APBN. 

Program utama terdiri dari : 

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

1. Kegiatan Pengembangan Intensiflkasi Padi dan Palawija 

2. Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan. 

3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 

Pertanian. 

4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 

1. Kegiatan Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis. 

2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. 

c. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian. 

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian 

TepatGuna. 

2. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi 

Pertanian T epat Guna 

3. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin 

Pertanian. 

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian 

1. Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman. 

2. Kegiatan Pengembangan Laban dan Tata Guna Air Pertanian. 

Program Pendukung sumber dana Pusat!APBN terdiri dari: 

a. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman 

Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada 

Berkelanjutan. 
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I. Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia. 

2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. 

3. Dukungan Manajemen dan Teknis Tanaman Pangan. 

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian 

1. Kegiatan Perluasan Areal. 

2. Pengembangan Jaringan Irigasi di Wilayah Baru. 

3. Optimasi Lahan. 

4. Pengembangan SRI 

g. SosiaHsasi 

Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program 

Peningkatan Produksi Beras Nasional dilakukan melalui kegiatan -

kegiatan sebagai berikut : 

l) Rapat Koordiuasi 

Rapat Koordinasi P2BN dengan melibatkan selutuh stake holder 

pelaksana program. 

2). Media 

Sosialisasi media dilaksanakan dengan media masa, media 

elektronik, penerbitan buklet, leaflet, spanduk, brosur, pemasangan 

/pembuatan balibo, banner, poster dan , light box. 
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h. Iodikattlr Kinerja 

Implementasi Kebijakan ketahanan pangan daerah melalui 

program P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat telab menetapkan target 

capaian. Dari basil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten 

Kotawaringin Barat infonnasi dan konfinnasi dari pelaksana program 

Peningkatan Produksi Beras Nasional menunjukan bahwa program 

dilaksanakan untuk pencapaian 3 (tiga) target utarna yang mendasar 

yang untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi daerah. Dalam 

penelitian ini fokus penelitian Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada 

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional akan dilihat dari 

pencapaian target yang ditetapkan dari instrumen yang digunakan dan 

faktor- faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adapun target dari 

implementasi kebijakan ketahanan pangan pada program peningkatan 

produksi beras nasional adalab sebagai berikut : 

I). Peningkatan Luas Areal 

Instrumen meningkatnya !uas areal tanaman padi merupakan 

instrumen dari program peningkatan produksi beras nasional. 

Perluasan areal dilakukan melalui pembukaan laban sawab baru, 

optimasi laban, dan peningkatan indeks pertanaman. 

a). Pembukaan Laban Sawab Baru 

Pembukaan laban sawah baru merupakan kegiatan penambahan 

luas baku laban untuk areal pertanaman. 
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b).Optimasi Lahan 

Optimasi laban adalab kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 

kemampuan laban untuk dapat meningkatkan produksi maupun 

produktifitas. 

c).Peningkatan lndeks Pertanaman 

Kegiatan peningkatan indeks pertanaman adalab kegiatan yang 

dilakukan untuk menambab kemampuan laban agar dapat ditanami 

lebih dari satu kali. Kegiatan ini dilakukan melalui penambahan 

jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun pengembagan tata air 

rnikro. 

Berikut Data Peningkatan Luas Areal sebagairnana tercanturn pada tabel 

4.14 berikut ini : 

No Uraian 

1. Cetak Sawab 

2. Optirnasi 
Laban 

Tabel4.14 
Peningkatan Luas Areal 

Tabun/Ha 

2006 2007 2008 2009 2010 

30 - - 50 -
- 890 295 386 -

2011 2012 

25 575 

300 200 

Dari kegiatan peningkatan luas areal ini sudah dilakukan namurn 

pencapaiannya belum optimal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

"Pertanian banyak membuka Jahan tetapi tidak maksimai, tidak sesuai 
dengan regulasi dan tidak kontinyu, artinya membuka kawasan 
harusnya sampai jadi ". 
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Dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan 

Produksi Pertanian juga diperoleh infonnasi bahwa dalarn kegiatan 

perluasan areal terutama kegiatan pernbukaan lahan sawah bam belwn 

bisa dimanfaatk:an secara maksimal. Berikut petikan wawancaranya : 

" Dari hasil pembukaan lahan sawah baru belum sepenuhnya dapat 
dimarifaatkan secara maksimal karena pembukaan lahan tersebut 
belum dilengkapi dengan sarona yang lain seperti irigrasi dan lain -
lain". 

Pemyataan senada juga dikatak.an oleh kepala bidang 

pengembangan sarana dan prasarana sebagai berikut : 

"Kegiatan pembukaaan lahan sawah memang belum sepenuhnya dapat 
dimanfaatkan untuk pertanaman padi karena .padi memang 
memer/ukan kondisi lahan yang ideal sementara lahan hasil bukaan 
baru proses pelapukan belum sempurna sehingga masih memerlukan 
proses lebih lanjut ". 

Kepala Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama 

menyatak.an bahwa dari sisi peningkatan perluasan areal pemerintah 

kurang serius dalarn mepersiapkan lahan - lahan baru untuk peningkatan 

produksi beras. Berikut ungkapan kepala Desa Rungun tersebut : 

"Pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk meningkatkan produksi 
beras namun, dalam perjalanannya masih belum berjalan secara 
optimal. pemerintah kurang serius kalau memang serius kenapa tidak 
dimaksimalkan dulu /ahan yang sudah ada, tidak perlu pembukaan 
/ahan baru". 

Selain pennasalahan pembukaan lahan sawah baru, kegiatan 

optimasi lahan yang seharusnya dapat meningkatk:an indeks pertanarnan 

(IP) narnun dalarn pelaksanaannya belwn berjalan secara optimal Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Distanak Ir. H. Akhmad Yadi 

sebagai berikut : 
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"Kegiatan optimasi memang sudah dilakukon namun apabila jaringan 
pengairan masih sangat terbatas ya lahan belum bisa berfimgsi dengan 
baik". 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh lr. Abed Nego, M.Si 

sebagai berikut : 

"Optimasi seharusnya dapat meningkatkan indeks pertanaman yang 
biasanya IP I 00 metifadi IP 200 dan yang IP 200 menjadi IP 300 tetapi 
di Kobar walaupun sudah dioptimasi ya tetap aja lpnya kalaupun naik 
ya hanya sedikit". 

b). Peningkatan Produktivitas. 

Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator 

keberhasilan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui 

program peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktifitas 

merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan tehnologi 

pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganngu tanaman 

rnaupun tehnologi pasca panen. Upaya ini sesuai hasil penelitian sudah 

diterapkan namun belum mencapai target. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Ir. H. Akhrnad Yadi dalam wawancara tanggal 4 April 2014 sebagai 

berikut: 

"Untuk peingkatan produktivitas dinas pertanian berkewajiban 
menyediakan sarana dan prasarana seperti pupuk, benih, tehno/ogi namun 
tugas yang menyampaikan kepada petani adalah penyuluh sebagai agen 
transfor tehnologi dan ini yang belum bisa berjalan sesuai harapan ". 

Hasil wawancara dan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa penyediaan sarana produksi pertanian 

yang dilaksanakan oleh dinas pertanian sangat terbatas. Sarana produksi 

pertanian yang disediakan oleh Dinas Pertanian hanya berupa bantuan 
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benih, Bantuan kapur dilaksanakan satu kali pada tahun 20 II sebesar 

71.1 00 kg. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.15 berikut ini ; 

Tabel 4.15 
Bantuan Saprodi 

1. Pengadaan Pupuk /Kapur 

2006 Kg. 

2007 Kg. 

2008 Kg. 

2009 Kg 

2010 Kg. 

2011 Kg. 71.100 

2012 Kg. 

2. Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian 

2006 Unit 15 

2007 Unit 43 
2008 Unit 70 

2009 Unit 179 

2010 Unit 70 

2011 Unit 

2012 Unit 18 

3. Bantuan Benih 

2006 Kg 30.500 

2007 Kg 8.000 

2008 Kg 82.500 BansosAPBN 

2009 Kg 72.500 BLBU 

2010 Kg 80.000 BLBU 

2011 Kg 113.750 BlBU 

2012 Kg 133.125 BLBU 

Sedangkan menurut Kepala Kantor KP2KP dalam wawancara 

tanggal 7 April 2014 sebagai berikut ; 
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"Tugas penyululum dalan program plbn menyampaikan tehnologi akan 
tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan 
tersebut. " 

Demikian juga yang dikatakan Kepala Bidang Pengembangan 

Produksi Pertanian dalam wawancara tanggal 10 April 2014 sebagai 

berikut: 

" Untuk peningakatan produktivitas Dinas Pertanian bertugas menyediakan 
sarana dan tehnologi tinggal bagaimana petani menerapkan tehnologi 
tersebut sangat tergantung dengan peran penyuluh dilapangan ". 

Dari wawancara dengan Kepala Desa Berambai Makmur dalam 

wawancara tanggal Maret 2014 diperoleh informasi sebagai berikut: 

" Dalam hal peningkatan produktifitas dalam penerapan tehnologi pasca 
panen yang kurang maksimal". 

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Desa 

Rungun Ir. M Bahriwan dalam wawancara tanggal 14 April 2014 sebagai 

berikut: 

"Yang ada baru sarana prasarana walaupun belum sempurna seharusnya 
dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada petani 
bagaimana memanfaatkan lahan tersebut , sedangkan kehadiran penyuluh 
tidak rutin setiap hari o/eh karena itu desa sudah menyiapkan /ahan untuk 
lokasi balai penyuluhan desa sehingga kedepan diharapkan kehadiran 
penyuluh bisa rutin artinya siap untuk menyediakan fasilitas untuk 
menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh berada di tempat maka 
petani mudah untuk mengakses tehnologi tidak perlu harus ke kecamatan 
atau ke kabupaten. ". 

Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat juga 

mengungkapkan bahwa peran penyuluh dalam peningkatan produksi dan 

produktivitas beras belum maksimal. Hasil wawancara dengan Ketua KTNA 

Kabupataen Kotawaringin Barat tanggal 5 Mei 20 I 4 sebagai berikut : 
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"Peran ketiga lemhaga dalam peningkatan produksi padi memang sudnh 
jalan namum be fum maksimal salah satunya peran penyuluh '. 

3). Rekayasa Tehnologi dan Sosial 

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen 

penerapan rekayasa tehnologi dan sosial merupakan indikator penting 

dalam merubah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupaka 

kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi 

Kalimantan Tengah. Dari wawancara dengan Dr. Susilawai, SP. M.Si 

Wawancara tangga\30 April2014 sebagai berikut: 

" Kami sebagai LO Kegiatan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat 
semua tugas tugas kami sudnh kami implementasikan dengan baik " 

Data dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi 

Kalimantan Tengah melalui LO kegiatan SLPTT bahwa peneiapan dan 

rekomendasi tehnologi dilakukan melalu, kegiatan Denfarm, Display 

varietas, uji adaptasi varietas unggul baru, pelatihan, penyebaran 

informasi dan supervisi penerapan tehnologi. 

Dalam pelaksanaan SLPTT di kabupaten Kotawaringin Barat, 

penerapan rekomendasi teknologi mengacu kepada petunjuk teknis 

pelaksanaan SLPTT juga hasil-hasil pendampingan dan pengawalan 

SLPTT yang dilaksanakan melalui kegiatan Demplot dan Display 

beberapa varietas baru. Selarna pelaksanaan pendampingan, BPTP 

Kalimantan Tengah telah mengaplikasikan Demplot/Gelar Teknologi 

sebanyak 4 lokasi dengan masing-masing luasan 3 ha. Adapun untuk 

kegiatan dilah display telah dilaksanakan sebanyak 75 unit display 
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varietas dengan luasan masing-masing 0,25 ha. Sebanyak Iebih dari 15 

varietas unggul padi telah dikenalkan dan mendapat respon dan 

preferensi yang berbeda di tingkat petani. 

Adapun Rekomendasi komponen teknologi yang 

direkomendasikan oleh LO Kabupaten Kotawaringin Barat dari BPTP 

Prop di lokasi SLPTI adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.16 

pada halaman 95 sampai dengan 96 berikut: 

Tabel4.16 

Rekomendasi Tehnologi Dari BPTP Kalimantan Tengah 

Komponeo Peoerapao Di Tingkat Keterangao 
Telmologi La pang 

1 2 3 

Penggunaan BPTP Telah mengirimkan Sosialisasi dan verifikasi kalender 
Kalender Tanam poster Kalender Tanam ke tanam ke tingkat lapang perlu 

BPP-BPP, namun belum dilakukan 
populer di tinggallapang. 

Penggunaan Telah diaplikasikan varietas Hampir semua varietas mampu 
V arietas Unggul lnpari 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berproduksi tinggi 3,0-6,5 tlha. 

13, 14, 15, 18, 19, dan 20; Varietas yang ban yak diminati 
varietas Inpara 3, 4, 5; Inpari 9. Varietas yang kurang 
varietas lnpago 6, Inpara-3, karena rasa nasi tidak 
Situbagendit, dan Towoti disenangi 

TanamJajar lmplementasi tanamjajar Implementasi jajar legowo di 
Legowo 2 : I dan Iegowo 2 : I dan 4 : I telah masyarakat tidak semuanya 2 : I 
4: I diaplikasikan di sebagian dan 4: I, tetapi ada yang 6: I, 8: I 

kelompok tan~ namun bahkan 10 : I. Kendala 
belum selurubnya sesuai pelaksanaan tanam jajar legowo 
dengan petunjuk teknis. adalah biaya tanam. 
Sebagian besar aplikasi jajar 
legowo banya mengurangi 
ruang tetapi tidak 
menyisipkan tanaman ke 
sela tanaman pinggir, 
kecuali di lokasi-lokasi 
denfarm 
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l 2 3 

Pemupukan Berdasarkan basil analisis Dalam pelaksanaan SLPIT di kab. 
tanah di beberapa lokasi di Kobar sebagian besar petani telah 
Kab. Kobar dan hasil-hasil pemupuk tanaman nya, namun 
anal isis sebelumnya yang bel urn banyak yang marnpu 
dilalrukan BPTP, maka memenuhi sesuai rekomendasi. 
untuk rekomendasi 
pemupukan adalah : dolomit 
500-1000 kg!ha, Urea I 00-
200 kg!ha, SP-36 100 kg!ha, 
KCL 50 kg!ha atau 25 kg + 
jerarni sebanyak 2.500 kg. 

Panen Petani menggunakan sabit -
sebagai alat panen yang 
dimiliki. Bel urn ada 
kelompok tani yang 
melakukan panen dengan 
menggunakan alat panen. 
Tingkat kehilangan hasil 
masih tinggi. 

PascaPanen Teknologi pasca panen Pasca panen khususnya 
masih rendah. pengangkutan, pengeringan dan 

penyimpanan hasil masih sesuai 
keinginan petani. Belum banyak 
petani yang memahami bagaimana 
cara penjemuran yang baik 
sehingga diperoleh kadar air yang 
baik. mengarungan dan 
pengangkntan agar kebilangan basil 
dapat ditekan, dan cara 
penyimpanan yang kadang hanya 
ditumpuk di teras dan ditutup 
dengan terpal. 

Rekomendasi Pemupukan 

No. Lokasi Urea SP-36 KCl Kapur 

I Kumpai Batu 200 100 50 Atau25+ 500 
Bawah, Kobar jerami 2.500 

2 Natai Kerbau, 100 100 50 atau -
Kobar 25+jerami 

2.5000 

Hal yang berbeda dengan DR Susilawati, SP.M.Si bahwa 

rekayasa tehnologi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum menunjukan 
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peran yang maksimal dalam penerapan tehnologi hal ini seperti 

diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Ir. H. 

Ahmad Yadi (Wawancara Tanggal4 April2014 sebagai berikut: 

"Penelitian dan pengembangan dolam rangka mendukung PlBN memang 
dalam imp/ementasinya be/um optimal betul kita sadar betul dukungan 
penelitian yang sangat dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian 
k:hususnya dalam peningkatan sdm dan penguatan ke/embagan petani 
termasuk penerapan teknologi di tingkat /apangan ". 

Pendapat senada juga di ungkapkan oleh Ir. Abed Nego, M.Si 

Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Wawancara tanggal 7 

April 2014 ) se bagai berikut : 

"Komoditas padi mempunyai ni/ai harapan rendah dengan resiko tinggi, 
resiko gaga/ bencana a/am serangan HPT, peran BPTP sangat 
diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut tetapi 
apa yang lain punya peran untuk menangani itu, tidak pernah mendapat 
perhatian bagaimana yang lain ada BPTP, tidak pernah melakukan 
pengkajian ". 

Kurangnya peran BPTP dalam rekayasa tehnologi juga 

diungkapkan Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat Syahrian 

(Wawancara tanggal 5 Mei 2014) sebagai kerikut: 

"Apalagi peran BPTP sangat kecil sekali dan tidak dirasakan oleh 
masyarakat ". 

2. Faktor - Faktor Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada 
Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai 
berikut: 

a. Struktur Birokrasi 

Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan 

Pangan Daerah merupakan faktor yang menghambat dalam 

implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah belum beqalan sesuai 

dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelak.sana 
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implementasi kurang mampu menggerakkan orgamsas1, hal ini 

disebabkan karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah banyak 

melibatkan dinas/atau instansi sementara sekretariat dewan terkendala 

dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi pada dewan 

ketahanan pangan daerah sangat lemah. 

Dari uraian diatas peneliti menemukan bahwa kondisi 

organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belum mampu 

mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya 

ditangani oleh pejabat setingkat eselon IV hal rm sesuai dengan 

pemyataan Ir. Abed Nego, M.Si sebagai berikut : 

"Da/am kebijakan ketahanan pangan baru tiga /embaga yang saling 
lwordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum 
dengan /embaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah 
yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh 
bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan, 
seharusnya dinas instasi terkait seperti dinas perkebunan, dinas 
perdagangan dinas yang lain duduk bersama dalam satu wadah supaya 
kita membangun ketahanan pangan. Sementara kami sekretariat hanya 
eselon IV dan yang harus digerakkan adalah eselon II jadi sulit. 

Sesuai data dari Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bahwa 

Keadaan dan masalah yang dibadapi dalam menangani Program 

Ketahanan Pangan di daerah adalah bahwa Eseloneering Kantor KP2KP 

masih di bawah setingkat dengan Dinas/Badan lainya sehingga dalam 

pelaksanaan koordinasi kurang maksimal. Kualitas maupun kuantitas 

SDM yang menangani Ketahanan Pangan relatif baru /sedikit sehingga 

beban tugas yang diemban tidak seimbang. 

Menurut pendapat Kasubag Tata Usaha (Kambali, SP) adalah sebagai 

berikut: 
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"Begini antara beban tugas dengan institusi yang ada tidak imbang 
sehingga pe/aksanaan program pincang. terutama SDM yang menangani 
kalau dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distanak yang 
menangani kan ese/on Ill dengan tiga seksi, namun sete/ah berdiri 
sendiri dengan status kantor justru yang menangani malah turon ke 
ese/on IV nah otomatis kalau dulu yang menangani tiga seksi sekarang 
hanya satu seksi, betapa beratnya. Dari sisi anggaran ada karelasi 
walaupun diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai 
maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan 
pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM 
yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah ". 

Kondisi organisasi leading sektor pelaksana implementasi 

kebijakan ketahanan pangan daerah yang hanya setingkat eselon III 

sementara anggota tim setingkat lebih tinggi yaitu eselon II hal ini sangat 

berpengaruh dalam pergerakan organisasi. 

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan 

ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan 

tidak ter!aksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu 

Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan 

Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi 

satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan 

Propinsi Kalimantan Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2013 adalah 

sebesar Rp. 442.800.000,- Realisasi pelaksanaan pencapaian fisik 93% 

dan keuangan Rp. 399.869.900,- ( 90,3%),- sisanya Rp. 42.931.000,-

(9,7%). 

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 untuk 

Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu : 
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Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pagu 

Rp.70.300.000,- terealisasi sebesar Rp.40.932.000 (58,2%) sisa 

sebesar Rp. 29.368.000,- (41,8%). 

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pagu Rp. 30.300.000,-

terealisasi sebesar Rp. 9.845.000,- (32,5 %) sisa sebesar Rp. 

20.455.000,- (67,5 %). 

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pagu 

Rp. 51.525.500,- terealisasi sebesar Rp. 35.867.500,- (69,6%) sisa 

sebesar Rp. 15.657.500,- (30,4%). 

Berikut penyerapan anggaran pada program Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kotawaringin Barat seperti terlihat pada Tabel 4.17 berikut 

ini : 

No 

I. 

I. 

2. 

3. 

Tabel 4_17_ 
Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi APBN & 

APBD Propinsi! Kabupaten Tahun 2013 

APBN 

Pagu 
Realis 

Realisasi Sisa Nama asi 
Kegiatan 

Anggaran 
Fisik 

Keuaogan 
(%) 

Anggaran 
(Rp) 

(%) 
(Rp) (Rp) 

DPAKPPKP 
442.800.000 93 399.869.000 90,3 42.931.000 

Kab.Kobar 

APBD 
Laporan 
Berkala 
Kondisi 

70.300.000 100 40.932.000 58,2 29.368.000 
Ketahanan 
Pangan 
Daerah 
Monitoring 
Evaluasi, 30.300.000 100 9.845.000 32,5 20.455.000 
Pelanoran 
Analisis& 
Penyusunan 
Pola 

51.525.500 100 35.867.500 69,6 15.657.500 
Konsumsi 
&Suplai 
PanJZan 

("lo) 

9,7 

41,8 

67,5 

30,4 
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Untuk program P2BN berdasarkan konfirmasi dan observasi 

diperoleh data bahwa Implementasi Program Peningk:atan Produksi Beras 

Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 45/Permentan/OT.I40/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar 

Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan 

Pertanian Dalam Mendukung Peningk:atan Produksi Beras Nasional serta 

untuk meningk:atkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program 

peningk:atan produksi beras nasional (P2BN) Kabupaten Kotawaringin 

Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan Bupati 

Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/IU2012 tanggal 26 Januari 

2012 tentang Tim Pelaksana Tingk:at Kabupaten, Tingk:at Kecamatan dan 

Tingk:at Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Dari uraian diatas dapat dilibat bahwa organisasi pelaksana P2BN 

sudah terbentuk mulai dari tingk:at kebupaten sampai ke tingk:at desa 

dengan rincian tugas masing - masing secara jelas, namun dari uraian 

tugas tersebut belum dijalankan secara maksimal, secara umum telah 

dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masib 

banyak aktor - aktor implementor yang tidak menjalankan perannya 

sesuai dengan tugas yang diberikan, berdasarkan basil wawancara dengan 

lr. H. Ahmad Y adi (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai berikut: 
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"Kebijakan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat sudnh adn dasar 
hukum pelaksanaannya seperti Permentan nomor 45 tentang Tala 
Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dnn 
Pengembagan dnn Penyuluhan serta sudnh ada Surat Keputusan Bupati 
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Posko P2BN Tingkat Kabupaten 
sampai tingkat Desa, namun dnlam implementasinya belum optimal, hal 
ini kita sadar betul dukungan penyuluhan dnn penelitian yang sangat 
dibutuhkan dilapangan kurang dirasakan di tingkat lapangan" 

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Warjoko Kepala 

Desa Berambai Makmur sebagai berikut : 

" Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari kabupaten 
sampai ke desa sangat terlalu jauh sednngkan salah satu unsur pelaksana 
tidak terla/u aktif, POPT kurang aktif, pe/aksana tingkat kecamatan tidak 
fokus merifalankan perannya untuk memberikan motivasi kepadn petani, 
ya petani kurang semangat, walaupun dnri masing - masing sudnh adn 
pembagian tugasnya tetapi tidnk dilaksanakan sepenuhnya masak Kades 
yang harus hendel, saya yakin apabila semua petugas dnpat menjalankan 
tugasnya dengan baik tingkat keberhasilan tinggi dalam mendukung 
ketahanan pangan ". 

Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas yang diberikan terhadap 

pelaksana program P2BN juga diungkapkan oleh Suprapti (Penyuluh 

Pertanian WKPP Desa Burni Harjo sebagai berikut : 

" Tugas - tugas kami sebagai penyuluh dalam mendukung P2BN sudnh 
jelas sebagaimana tercantum dalam SK Tim P2BN, namum belum ada 
SOP sebagai pegangan penyuluh sehingga tugas - tugas yang diberikan 
kepada kami baru sebagian yang kami laksanakan misalnya 
pendnmpingan dalam penyusunan RDKIRDKK sedangkan bimbingan 
tehnologi spesifik lokasi, fasilitasi sarana produksi, permodnlan dnn 
informasi pasar belum kami laksanakan ". 

Aina Penyuluh Pertanian Lapangan WKPP Desa Purbasari 

mengakui bahwa tugas yang diberikan belurn semuanya dilaksanakan 

seperti ungkapannya sebagai berikut : 

" Kami sebagai P P L sudnh melaksanakan tugas - tugas yang 
dibebankan kepada kami walaupun belum semuanya kami laksanakan 
seperti fasilitasi informasi pasar dnn melakukan umpan batik penerapan 
tehnologi spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani untuk disalurkan 
kepadn peneliti belum pernah kami laksanakan ". 
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Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Rungun sebagai 

berikut: 

"Tugas masing - masing tim pelaksana sudah ada namun tingkat 
keseriusan dari masing- masing tim yang masih kurang ". 

Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan 

bahwa struktur birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten 

Kotawaringin Barat terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan 

sebagai pedoman, hal ini di dukung oleh pemyataan sebagai berikut : 

Wrujoko, Kepala Desa Berambai Makmur : 

"Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari 
Kabupaten kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila 
salah satu unsur tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak 
fokus tidak pernah memberi motivasi ya petani kurang semangat ". 

Suprapti, PPL Desa Bumihrujo mengungkapkan sebagai berikut : 

"Dalam pelaksanaan program P2BN tugas - tugas suda terinci seperti 
yang sudah tertuang da/am SK Bupati tentang P2BN namun belum ada 
SOP sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota 
tim pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas - tugas yang diberikan 
baru sebagaian yang sudah dilaksanakan misa/ dalam hal penyusunan 
RUKIRDKK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifik lokasi, 
memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan 
dan informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum 
dilaksanakan ". 

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi 

nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan 

pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa menyebabkan rentang 

kendali sangat panjang sehingga pengambilan keputusan memerlukan 

waktu yang cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi 

sangat penting dalam implementaasi kebijakan. Mekanisme implernentasi 

yang ditetapkan dengan standart operasinal prosedur tidak ditetapkan 
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dalam pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini 

berakibat pelaksana program tidak memahami tugas - tugas dan bahkan 

ada tugas - tugas yang bel urn dilaksanakan. 

b. Sumberdaya 

Jumlah personil yang menangani ketahanan pangan sangat 

terbatas yang terdiri dari I ( satu) orang Kepala Seksi dan 7 ( tujuh ) orang 

staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang yaitu : (I) bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang distribusi dan akses 

pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sarana dan 

prasarana untuk operasional di Kantor masih belum memadai bahkan 

sarana untuk operasional ke lapangan tidak ada sehingga pembinaan ke 

lapangan belum optimal. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten 

tidak konsisten bahkan turun naik setiap tahunnya sehingga banyak 

kegiatan-kegiatan pokok yang tidak terfasilitasi. 

Hal ini seperti dikemukaan oleh pemyataan Kambali, SP 

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan) berikut ini : 

"Dari sisi anggaran ada korelasi antara SDM dan anggaran walaupun 
diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai maka tidak 
bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan pangan bisa 
jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM yang mumpuni, 
jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah ". 

Sumber daya yang dikerahkan untuk mendukung kebijakan 

ketahanan pangan daerah terutama program P2BN dirasakan masih 

sangat kurang seperti kutipan basil wawancara dengan Ir. H. Akhmad 

Y adi berikut : 
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"Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita alcui bahwa petani 
kita sdmnya masih lemah, kemampuan elwnominya masih lemah, 
kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangal terbatas jaringan 
yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, /olwsinya 
terpencar pencar,kualitas lahan yang cuk:up rendah.lwndisi - lwndisi 
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya lwndisi 
alamnya infrastruktur masih sangat terbatas .itu/ah kondisi yang kita 
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lak:ukan kegiatan 
kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan - bantuan 
stimulan, ada perbaikan sarana prasarana ". 

Kemampuan sumber daya manusia khususnya petani yang masih 

lemah karena proses taransfer telmologi yang lambat hal ini karena 

perbandingan antara kelompok tani dan petani yang tidak imbang seperti 

tercantum dalam grafik 4.2 berikut ini : 

Grafik4.2 
Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Jumlah Kelompok Tani 

191 

Sumber Distanak Kobar 

lOO ·--(724} 
180 • .....,_(116) 

160 

.... 
120 

lOll 

II& 

60 

Ir. Abed Nego, M.Si menjelaskan bahwa kekurangan sumber daya 

sangat dirasakan seperti ungkapan sebagai berikut : 
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"Agar kebijalran ini bisa berlwsil maka setiap daerah yang mempunyai 
protensi adakah sarona dan prasarana sebagai misa/ bendungan, tetapi 
untuk Ktw. Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa 
dimarifaatkan ". 

Syahrian Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten 

Kotawaringin Barat mengungkapkan : 

"Begini bu kita membangun pertanian 1m berarti tidak hanya 
menyediakan sarona dan prasarana tetapi membangun manusianya 
juga, dari sisi ini pemerintah agak lemah keterkaitanya dengan 
sosialisasi, penyuluhan agak kurang, sarana be/ajar petani sangat 
minim sebagai contoh kalau di pulau jawa ada saung tani sebagai 
tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau kita disini tidak ada. 
lbu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarona tersebut kecuali di 
Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana be/ajar para petani. 
Kalau kita hanya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena 
kadang - kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa. 
Artinya dalam mencapai suatu program horus secara terintegrasi baik 
penyediaan sarona prasarana maupun pembangunan manusianya ". 

Berdasarkan data - data diatas menunjukan bahwa dalam 

pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di 

Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan bahwa faktor yang 

menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program adalah 

kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia sumberdaya sarana 

dan prasarana maupun fmansial. 

c. Disposisi 

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan 

pangan masih sangat rendah. Program Ketahanan Pangan merupakan 

program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang 

dibuat oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi 

daerah hal ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah, 

menurut pendapat Jr. M. Bahriwan (Kepala Desa Rungun) 
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"Setahu saya sebenarnya pemerintah daerah punya komitmen untuk 
meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam perjalanann:ya 
pemerintah tidak serius menjalankan program ini, hal ini terbukti bahwa 
program- program yang dicanangkan hangat dibicarakan pada saat 
awal namun makin lama makin hilang. " 

Lebih lanjut dikatakan oleh Syahrian (Ketua KTNA Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

" Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 
propinsi juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi kalau ada 
yang mengatakan di Kobar kurang komitmen ya semuarrya kurang 
komi/men. Ya kalau memang komitmen pemerintah itu kuat ya 
seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan jangan harrya sepotong -
sepotong, jadi masyarakat yang berusaha tani padi bisa 
menganggantungkan hidupnya pada usaha terse but". 

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 

merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, oleh 

karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat wajib 

mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan 

program komitmen dari pelaksana kegiatan sangat menentukan 

keberhasilan kebijakan narnun komitmen pejabat sudah ada dengan 

ditetapkanya strategi pencapaian namun komitmen tersebut dirasakan 

masyarakat masih sangat kurang seperti yang dinyatakan oleh informan 

sebagai berikut : 

Ir. M. Bahriwan menyatakan: 

"Komitmen pejabat ada tetapi tingkat keseriusanrrya kurang, kalau 
memang serius tidak perlu membuka lahan baru lebih baik 
memaksimalkan potensi - potensi yang ada sampai dimana tingkat 
keberhasilann:ya, sehingga petani dapat berharap dari penghasilan 
budidaya padi . kalau memang pemerintah itu serius jangan petani 
disuruh memimjam uang ke bank seperti KUT, sebaikrrya uangnya 
diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau perjanjian, 
jangan sampai pet ani dibebani dengan program ini kalau memang pet ani 
tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau 
hanya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses 
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permodalan di bank terlalu jauh dan memakan biaya ya petani tidak 
mampu untuk melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan 
karena resiko sangat besar dan sarana yang disediakan pemerintah 
masih sangat minim hanya berupa benih kadang kadang hanya pupuk 
seadanya" 

"Rinda Rumpel, SPKP mengemukakan bahwa Komitmen pejabat 
terhadap program ketahanan pangan maupun program P2BN masih 
sangat rendah dan belum dilaksanakan samapai tingkat bawah sehingga 
ketepatan alokasi waktu dana masih jauh dari sasaran ". 

d. Kebijakan Top Down 

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan 

yang menggunakan pendekatan Top Down yaitu kebijakan yang 

diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tinggal 

melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. 

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan pangan 

daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tingkat 

kecukupan pangan dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada tahun 2013 berjumlah 251.050 jiwa yang tersebar di 6 

kecamatan. Kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2013 sebanyak 30.567,87 ton. 

Kebutuhan bahan pangan pokok secara umum Kabupaten 

Kotawaringin Barat masih mendatangkan dari luar daerah (pulau Jawa). 

Untuk memenuhi kebutuhan beras daerah (sebelum ditambah PSB) baru 

memberikan kontribusi sebesar 60,53%, (18.503,87 ton), protein hewani 

daging 19,33% (1.062,51 ton), telur 11,36% (208,12 ton). Khusus ikan 

Kabupaten Kotawaringin Barat mengalarni kenaikan dibandingkan 
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dengan tahun 2012 mencapai 141,35% (11.411,28 ton) sedangkan tahun 

2013 mencapai 163,46% (13.480,65 ton) atau surplus 5.233,66 ton 

(63,46%). Untuk komoditas kacang-kacangan terutama kedelai, kacang 

tanah, kacang hijau dan holtikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) 

terutama bawang merah, bawang putih, wortel, kubis, cabe dan aneka 

buah-buahan seperti ape!, salak, anggur, jeruk, semangka dan mangga 

sebagian besar masih mendatangkan dari Iuar (pulau Jawa). 

Berdasarkan perhitungan produksi pangan daerah tahun 2013 

Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman 

dengan resiko tinggi (wama merah). Hasil perhitungan nilai beras dan 

palawija (B + NB) beras yang dihasilkan baru mencapai 60,53 % 

(18.503,87 ton) dan non beras 10,22% (3.125,79 ton),jumlah 21.629,66 

ton (70,76%). Sedangkan kebutuhan pangan beras dengan jumlah 

penduduk 251.050 jiwa dengan memakai standar konsumsi Badan 

Ketahanan Pusat (BKP) pusat sebesar 121,76/orang/tahun mencapai 

30.567,85 ton maka kekurangan/defisit pangan beras sebesar 8.938,19 

ton. Kekurangan pangan beras di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dipenuhi dari penyaluran Bulog sebagai buffer stock sebesar 4.61 0,17 ton 

ditambah penyaluran dan stock importir (pedagang) beras sebanyak 

35.185,20 ton dan produksi (B+NB) 21.629,66 ton, sehingga total 

penyediaan tahun 2013 sebesar 61.425,03 ton berarti masih ada sisa stock 

30.857,18 ton untuk ± 12 bulan**). 
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Kondisi Pemenuhan kebutuhan pangan kbusunya beras di 

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 4.18. 

berikut ini : 

Tabel4.18. 
Ketersediaan Pangan (beras) di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tabun 2013 

Produksi beras + 

N Penduduk Kebutuhan Non beras 
0 

(jiwa) (ton) (ton) 

I. 251.050 30.567,85 18.503,8T' 

3.125,79") + 

21.629,66 

Keterangan . 
Total stock : 21.629,66 + 39.795,37 = 61.425,03 Ton 
Konsurnsi :121,76 orangltahun = 30.567,85 Ton 

Penyaluran beras 
Bulog+lmportir 

beras 

(ton) 

4.610,17 

35.185,2,0*0 } + 

39.795,37 

Sisa :30.857,18 ton (cukup untuk 12 bulan I hari ke depan .. ) 
Somber :Data diolah Kantor KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat 
"l : Angka produksi sementara data Distanak Kab.Kobar 

Sisa 

(ton) 

Ketersediaan 
dikurangi 
konsumsi 

30.857,111 

••) : Khusus pengadaan lmportir Penyalurannya sebagian ke kabupaten tetangga 
(Lamandau, Sukamara, & Seruyan) dan propinsi tetangga (Kalimantan Barat I 
Kab. Ketapang). 

Sehingga Kab. Ktw. Barat merupakan pintu masuk akses pangan 

(beras) bagi daerah-daerah tersebut. Penyaluran tersebut terjadi melalui 2 

cara, yaitu : secara Iangsung di wilayah Kab. Ktw Barat (penduduk luar 

daerah membeli langsung di wilayah Kab. Ktw. Barat), dan penyaluran oleh 

importir ke luar daerah. 

Dari data ketersediaan pangan menunjukkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat tergantung 

dengan daerah pemasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga 

berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat 

menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Zona Merah 
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artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat rawan apabila jalur distribusi 

terhambat. 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat kurang berhasil karena menggunakan pendekatan Top 

Down yaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan 

Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh 

Pemerintah Pusat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Abed Nego, M.Si 

( Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kab. 

Kotawaringin Barat) sebagai berikut : 

"Bahwa dalam Kebijakan Ketahanan Pangan ada sistem yang dibuat 
Pemerintah yang saya rasa belum mengena lrepada pelakulpetani dan belum 
berjalan dengan baik karena kita di daerah hanya disuruh menerapkan 
aturan - aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat tanpa memikirkan 
nasib para pelaku utama yaitu petani. Petani hanya menjadi obyek lrebijakan 
pemerintah sementara nasib mereka tidak pernah dipikirkan dari sisi 
pendapatan yang dibawah UMR, sedangkan menanam padi resiko lregagalan 
tinggi dan stelah mereka gaga/ tidak diperhatikan sehingga mereka beralih 
Ire komoditas lain yang lebih menguntungkan dan mungkin menanam padi 
haya pilihan terakhir dan hanya yang tua- tua yang mau melaksanakan . " 

e. Identifikasi Pennasalahan 

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor aktor 

implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal maupun 

eksternal. Faktor ekstemal adalah kondisi alam dan laban di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal sehingga permasalahan 

sangat sulit dikendalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jr. Akhmad 

Y adi sebagai berikut : 

" Faktor lrendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani 
kita sdmnya masih lemah ,lremampuan ekonominya masih lemah, 
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kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan 
yang sudah dibangun juga belum berfimgsi dengan bailc, /okasinya 
terpencar pencar, kua/itas lahan yang cukup rendah.kondisi - kondisi 
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi 
a/amnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita 
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan 
kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan - bantuan 
stimulan, ada perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan 
pengawalan ada kegiatan penyuluhan dan ini kita /akukan ada kegiatan 
pengkajian bersama - sama o/eh BPTP dalam menemukan tehnologi 
yang spesifik lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini 
yang kita /akukan dan banyak lagi pada intinya foktor yang 
menghambat ini kalau kita mengatasi bersama soma secara perlahan 
akan bisa teratasi . kalau bicara masalah hambatan sangat komplekslah 
kalau dipertanian tetapi itulah tugas kita bersama kalau tidak ada 
masalah dibidang pertanian dalam produksi beras tidak perlu ada 
P2BN". 

Disamping kond.isi alam yang sulit d.ikendalikan fuktor ekonomi sangat 

berpengaruh lr. Abed Nego, M.Si mengungkapkan seperti di bawah ini : 

"Dari kebijakan plbn dinas sudah merencanakan 70% dari kebutuhan 
tercukupi dari produksi sendiri, seharusnya masing - masing lembaga 
menerapkan tugas masing - masing, seperti BPTP bagaimana 
tehnologinya, kemudian penyuluhan yang menyampaikan tehnologi akan 
tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan 
kebijakan tersebut, karena nilai harapan rendah , Sasaran kurang respon 
karena membangun itu take and give dimana antara pengambil kebijakan 
dan pelaku sasaran tidak saling menguntungkan maka sasaran kurang 
respon. Sehingga penerapan kebijakan tidak perlu dipoksakan. Karena 
daerah hanya menjalankan program dari pusat tetapi pemerintah tidak 
pernah memikirkan kesejahteraan petani, seharusnya ada subsidi 
produksi untuk merifamin petani dapat sejahtera, sehingga program ini 
merupakan program pemiskinan. Agar kebijakan ini bisa berhasil maka 
setiap daerah yang mempunyai protensi adakah sarona dan prasarana 
sebagai misal bendungan , tetapi untuk ktw. Barat irigrasi yang dibuat 
PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya keterpaduan atar lembaga 
kurang. Karena daerah hanya menerima program dari pusat tetapi 
inticya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah dipikirkan '. 

Dari uraian diatas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan 

program pemerintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa 

memperhatikan kond.isi permasalahan pada masing - masing daerah hal ini 

akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjad.i jawaban 
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atas pennasalahan yang dialami oleh masyarakat. Identifikasi 

pennasalahan dari masing - masing daerah tidak semua terakomodir pada 

program dan kebijakan. Berbagai pennasalahan tidak diperhitungkan pada 

saat pebuatan kebijakan sehingga pennasalahan - pennasalahan akan 

timbul pada saat implementasi kebijakan. 

f. Komunikasi dan Koordinasi 

Tim Pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di 

Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dibentuk sejak tabun 2012, dengan 

pembentukan posko P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat kegiatan -

kegiatan yang dilakukan Tim Posko P2BN Tahun 2012 sebagai berikut; 

1 ). Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintab Kabupaten 

Kotawaringin Barat dengan Pemerintab Kecamatan se- kabupaten 

Kotawaringin Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN) sesuai dengan sasaran masing - masing kecamatan di 

laksanakan 1 (satu) kali pada awal program tahun 2012. 

2). Rapat Kordinasi Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat 

Kabupaten Kotawaringin Barat di laksanakan 1 (satu) kali pada 

awal program tahun 2012. 

3). Melaksanakan pengawalan, pendampingan pembinaan dan 

pemantauan peningkatan produksi beras ke wilayah kecamatan dan 

de sa. 

4 ). Melakukan koordinasi dengan tim tingkat propinsi dan pusat. 

Dari uraian kegiatan Tim P2BN Tingkat Kabupaten koordinasi 

dan komunikasi antara para aktor implementasi kebijakan masih belurn 
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beJjalan secara optimal, hal ini seperti dikemukaan oleh Ir. H. Akhmad 

Y adi sebagai berikut : 

" Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara 
fembaga terkait seperti yang diatur dnfam Permentan masih perlu 
sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas sehingga antara lembaga yang 
satu dengan yang lain saling mendukung, karena bagaimanapun dalam 
membangun pertanian tidak mungkin Dinas Pertanian bekerja sendiri 
perlu ada dukungan dari semua stakeholder mulai dari hulu sampai ke 
hi/ir". 

Kurangnya koordinasi antara para implementor kebijakan juga di 

kemukakan oleh Ir. Abed Nego, MSi sebagai berikut : 

"Dalam Kebijakan P2BN koordinasi, integritasi mulai dari pusat sampai 
ke daerah sangat lemah sehingga sinergi antar lembaga pelaksana 
kurang" 

Hal serupa seperti diungkapkan oleh WaJjoko sebagai berikut: 

"Program P2BN seharusnya begitu dicanangkan terus dilakukan 
koordinasi, pembinaan, pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi 
dari pada dicanangkan kemudian ditinggalkan atau dipantau lewat HP 
kan sekarang modelnya begitu sehingga program ini lidak jalan, 
sebenarnya komunikasi HP ini sangal menolong lelapi ketidakhadiran 
petugas membuat masyarakat lengah terhadap pelaksanaan program". 

g. Keterpaduan 

Dalam malaksanakan program Peningkatan Produksi Beras 

Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang sudah 

diatur dalam Permentan 45 keterpaduan program antar ketiga lembaga 

teknis sangat kurang seperti yang diungkapkan beberapa informan 

berikut: 

"/r. Akhmad Yadi mengatakan bahwa keterkaitan masalah keterpaduan 
antar lembaga lerkait dengan masalah P2BN Distanak punya program 
kemudian tehnologinya ada Ieman - Ieman dari BPTP, sarana 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 114 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUI<A 

penyuluhan, pendampinganl pengawalan yang dilaksanak.an Ieman -
Ieman KP2KP yang sampai saat ini masih dirasak.an kurang efektij" 

" Jr. M Bahriwan menyebutk.an bahwa sebetulnya program ketiga 
lembaga sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih sulit k.arena 
baru sarana dan prasarana dari dinas walaupun belum sempurna 
seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberik.an pendampingan 
kepada pelani bagaimana memanfaatk.an lahan dan dari BPTP bisa 
menciptak.an lehnologi yang sesuai dengan kondisi sehingga lahan bisa 
dimanfaatk.an secara optimal". 

Kurang terpadunya program peningkatan produksi beras nasional 

di Kabupaten Kotawaringin Barat juga diungkapkan oleh Bapak Syahrian 

Ketua KlNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

"Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu 
antara Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum 
ada sinkron sebagai contoh pengembangan tehnologi menjadi tugas 
BPTP yang menyampaikan ke rnasyarakat pet ani adalah penyuluh, kalau 
dari BPTP tidak ada lehnologi jadi apa yang akan disampaikan oleh 
penyuluh", 

h. Kondisi EkstemaL 

Dalam implementasi kebijakan Peningkatan Produksi Beras 

Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat peneliti menemukan bahwa 

kondisi ekstemal sangat mempengaruhi pelaksanaan, dari hasil 

wawancara dengan Y an Arfm (Kades Natai Raya) sebagai berilrut : 

" Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan k.arena 
dilapangan yang dihadapi oleh petani adalah kondisi a/am kondisi lahan 
yang marjinal sehingga perlu ada bimbingan yang serius dari bidang 
teknologi dan penyuluhan. Bagaimana kita mengatasi benluran dengan 
musim yang tidak menentu sehinngga sulit untuk menyesuaikan dengan 

. .. 
mus1m. 

Syahrian Ketua KlNA Kabupaten Kotawaringin Barat mengungkapkan 

sebagai berikut : 
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"Dalam melaksanakan program seharusnya pemerintah fokus dan 
tuntas, misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi 
kawasan pertanian tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul 
memperhatikan seperti bagaimana tehnologinya, penyuluhannya, 
sarana prasarananya, kemudian pasar juga harus disiapkan hal ini 
bukan berarti menghilangkan yang lain tetapi perhatian perlu perhatian 
khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil orang tidak tertarik dengan 
budidaya padi, coba lihat seperti sawit karena pasarnya jelas orang 
berbondang - bondong menanam sawit padahal harga cuma seribu 
rupiah per kilo, apalagi padi ini harganya jauh lebih tinggi daripada 
sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat 
menguntungkan ". 

Rinda Rumpel, SPKP Koordinator BPP Pangkalan Banteng 

menyebutkan sebagai berikut : 

"Kendala kendala yang dihadapi yaitu : petani masih kurang respon 
dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya 
masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha 
tani padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan 
dibanding padi sawah ". 

C. Pembahasan 

1. lmplementasi Kebijakan Ketahanan Pangan 
Peningkatan Produk.si DeniS Nasionai/P2BN 
Kotawaringin Barat . 

Pad a 
di 

Program 
Kabupaten 

Melihat gambaran pelaksanaan program Ketahanan Pangan Daerah 

Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diatas 

dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan Ketahaman Pangan Daerah 

khususnya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di 

Kabupaten Kotawaringin Barat kurang berhasil diimplementasikan. 

Keberhasilan implementasi Program Peningkatan Produksi 

Beras Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah tolok ukur kinerja bidang peningkatan produksi 

khususnya padi untuk mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan dari aspek 
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ketersediaan. Tolok ukur kebijakan tersebut harus dicapai sesuai dengan 

target yang telab ditetapkan. Dari ketiga tolok ukur yang telab ditetapkan 

sudah dilaksanakan namun dampak yang diharapkan belum memberikan 

kepuasan kepada target group. 

a).Meningkatnya luas areal 

Instrumen meningkatnya luas areal tanaman padi merupakan instrumen 

dari program peningkatan produksi beras nasional. Perluasan areal 

dilakukan melalui pembukaan laban sawab baru, optimasi laban, dan 

peningkatan indeks pertanaman. Berbagai program yang telab 

dilaksanakan untuk meningkatkan luas tanamn telah dilaksanakan namun 

program tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan produksi beras. Perluasan yang telab dilaksanakan belum 

dapat dimanfaatkan secara maksirnal karena kelengkapan belum 

sempurna. 

b). Peniugkatan Produktivitas. 

Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator keberhasilan 

dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program 

peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktifitas 

merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan tehnologi 

pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganngu tanaman 

maupun tehnologi pasca panen. Upaya ini sesuai basil penelitian sudab 

diterapkan namun belum mencapai target. Proses peningkatan 

T ugas Akhlr Program Magister (TAPM) 117 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

produktifitas memerlukan peran peneliti dan penyuluh agar proses 

transfer tehnologi berjalan sesuai harapan. 

~).Rekayasa Teb.nologi dan Sosial 

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen penerapan 

rekayasa tehnologi dan sosial merupakan indikator penting dalam 

merubah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupakan 

kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi 

Kalimantan Tengah. Rekayasa tehnologi dan sosial diharapkan dapat 

merubah prilaku dari petani 

2. Faktor - Faktor lmplementasi Kebijakan Ketabanan Pangan Pada 
Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai 
berikut: 

a. Struktur Birokrasi 

Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan 

Pangan Daerah merupakan faktor yang menghambat dalam 

implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah belum berjalan sesuai 

dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana 

implementasi kurang mampu menggerakkan organisasi karena organisasi 

Dewan Ketahanan Pangan Daerah terlalu besar sementara sekretariat 

dewan terkendala dengan rendahnya ese\onering sehingga koordinasi 

pada dewan ketahanan pangan daerah sangat lemah. 

Dari uraian diatas peneliti menemukan bahwa kondisi 

organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belurn mampu 

mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya 
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ditangani oleh pejabat setingkat eselon IV. Kondisi organisasi leading 

sektor pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerab yang 

hanya setingkat eselon III sementara anggota tim setingkat Iebih tinggi 

yaitu eselon II hal ini sangat berpengaruh dalam pergerakan organisasi. 

Sesuai dengan teori Edward III dimana struktur Organisasi yang bertugas 

mengiplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. 

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan 

ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan 

tidak terlaksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu 

Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan 

Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi 

satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan 

Propinsi Kalimantan Tengah. 

Dari sisi organisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan multi organisasi yang 

melibatkan 29 Dinas/Instansi llembaga setingkat eselon II dan Kantor 

Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebagai organisasi yang 

diberi kewenangan untuk menjadi koordinator (lead agency) dengan 

eselon setingkat eselon Ill tidak mampu menggerakkan Dewan 

Ketahanan Pangan Daerab . Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R 

(2012 : 144) bahwa organisasi yang diberi kewenangan sebagai 

koordinator (lead agency) melakukan peran koordinasi (integrasi) sebagai 
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output yang dihasilkan berbagai organisasi yang terlibat dalarn 

implementasi dapat diintegrasikan. Integrasi berbagai output ini menjadi 

kunci agar tujuan dapat diwujudkan. Tentu meskipun sudah ada lead 

agency hal ini tidak akan selalu menjarnin bahwa implementasi suatu 

kebijakan atau program akan berjalan lancar. Perasaan setara yang 

dimiliki oleh pimpinan organisasi yang lain yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan akan membuat koordinasi merupakan tantangan 

yang terus menerus harus dipecahkan oleh orang yang menduduki posisi 

pimpinan dalam lead agency. Demikian pula dengan Dewan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung di Ketuai oleh 

Bupati Kotawaringin Barat dan Sekretariat pada Kantor Penyuluhan 

Pertanian dan Ketahanan Pangan dimana Kepala Kantor sebagai 

koordinator atau lead agency dengan eselon lebih rendah dengan 

pimpinan organisasi lain. Dengan demikian dari uraian diatas dapat 

diarnbil kesimpulan bahwa implemnetasi kebijakan ketahanan pangan 

daerah belum dapat diimplementasi dengan baik karena Kantor 

Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan kurang mempunyai 

kapasitas sebagai lead agency. O,Toole dan Montioy dalam Purwanto 

E.A dan Sulistyastuti D.R (2012:146) mengindentifikasi realitas terkait 

dengan penggunaan pendekatan yang bersifat interorganizational atau 

multi organisasi tersebut antara lain : 

- Proses implementasi yang melibatkan multi organisasi akan 

mengalami banyak harnbatan karena banyak kepentingan yang 

terlibat. 
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- Aktifi1as koordinasi pada implemen1asi yang melibatkan multi 

organisasi akan lebih kompleks. 

- Peningkatan Kompleksi1as hubungan kelja antar multi organisasi antar 

multi organisasi akan menurunkan peluang delegasi tugas yang 

diberikan kepada organisasi untuk dikembangkan menjadi rencana 

yang lebih detail. 

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai 

birokrasi yang mengiplementasikan kebijakan publik memiliki posisi 

yang dominan dibanding organisasi yang lain. Sebagai tulang punggung 

bagi tercapainya tujuan kebijakan publik dalam mengimplemen1asikan 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. Hal ini berdasar 

pendapat Amstrong dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 : 

128) bahwa " Organizational capacity is the capacity of organization 

to function effictivety. It is about is ability to guarantee high level of 

perfomance, achieve its purpuse (sustained competitive advantage in a 

commercial business), deliver result and, importanlly, meet the needs of 

stakeholder" 

Sedangkan lmplementasi Program Peningkatan Produksi Beras 

Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 45/Permentan/OT.l40/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja 

Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan 

Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras 

Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi 

pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) 
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Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan 

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 

PPP.020/87.aiii/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana 

Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos 

Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari 

basil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan bahwa struktur 

birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat 

terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan sebagai pedoman. 

Berdasar teori Edward ill bahwa struktur birokrasi menjadi 

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi 

mencakup dua aspek yaitu mekanisme dan struktur organisassi 

pelaksana. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program peningkatan 

produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat standar 

operasional prosedur belum ditetapkan sehingga implementasi di tingkat 

lapangan kurang maksimal. Struktur Organisasi Program P2BN yang 

melibatkan aparat dari tingkat pusat sampai tingkat desa mengakibatkan 

rentang kendali antara pucuk pimpinan dan organisasi pelaksana di 

bawah mengakibatkan semakin rumit birokrasi dan semakin lambat 

pelaksana implementasi merespon perkembangan program. 

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi 

nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan 

pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dengan menggunakan 

mekanisme keJja koordinatif sehingga menyebabkan rentang kendali 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 122 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS lERBUKA 

sangat panjang dan pengambilan keputusan memerlukan waktu yang 

cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi sangat penting 

dalam implementaasi kebijakan. Mekanisme implementasi yang 

ditetapkan dengan standart operasinaJ prosedur tidak ditetapkan dalam 

pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini berakibat 

pelaksana program tidak mernaharni tugas - tugas dan bahkan ada tugas 

- tugas yang belum dilaksanakan. 

Nursalam, 2010 mengungkapkan bahwa tidak adanya mekanisme 

dan prosedur keija berimplikasi pada tugas operasionaJ dari aparatur. 

Organisasi yang tidak memiliki SOP (standart operaionaJ prosedur) 

sebagai pedoman keija seringkali dilapangan kegiatan - kegiatan 

berdasarkan selera atau keinginan masing - masing personil yang 

menangani bidang tugasnya. 

Program P2BN dalam implementasinya melibatkan banyak dinas 

sehingga struktur organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan 

memiliki karateristik multi organisasi. Menurut Purwanto E.A dan 

Sulistyastuti D.R (2012 : 153) menyebutkan bahwa jenis implementasi 

yang menggunakan struktur multi organisasi merniliki konsekwensi 

bahwa koordinasi antar unit dan aspek keijasarna antar aktor menjadi 

sangat penting. Koordinasi dipahami sebagai proses pemanduan sasaran 

kegiatan dari unit - unit keija yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan 

organisasi secara efektif. Agar proses keijasarna dapat dilakukan secara 

baik 0 Toole dan Montjoy dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R 

(2012 : 153) mengemukakan bahwa tiga faktor pendukung untuk 
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tetjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi adalah authority, 

common interest dan exchange. Ketiga faktor tersebut diperlukan untuk 

proses memadukan berbagai kegiatan dari unit - unit kerja yang 

berlainan. 

b. Sumberdaya 

Hasil penelitian ditemukan bahwa jurnlah personil yang 

menangani ketahanan pangan sangat terbatas yang terdiri dari I (satu) 

orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh ) orang staf, sementara bidang yang 

ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan 

pangan, (2) bidang distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsurnsi 

dan keamanan pangan. Sarana dan prasarana untuk operasional di Kantor 

masih belurn memadai bahkan sarana untuk operasional ke lapangan 

tidak ada sehingga pembinaan ke lapangan belum optimal. Dukungan 

anggaran dari APBD Kabupaten tidak konsisten bahkan turun naik setiap 

tahunnya sehingga banyak kegiatan-kegiatan pokok yang tidak 

terfasilitasi. 

Widodo (2011) menyatakan bahwa: Jika pelaksana kebijakan 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang 

mempunyai surnber daya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif 

maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Surnber daya disini berkaitan 

dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung 

keberbasilan implementasi kebijakan. Surnberdaya ini mencakup surnber 

daya manusia, anggaran, fasilitas, inforrnasi dan kewenangan. 
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Menurut Edward HI, sebagai organisasi publik yang 

melaksanakan kebijakan ketahanan pangan perlu memiliki staf yang 

cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan. 

Dengan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah personil 

yang bertugas menangani ketahanan pangan kurang memadai sehingga 

proses implementasi kebijakan ketahanan pangan tidak maksimal. 

Berdasarkan data - data pelaksanaan program P2BN 

menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi 

beras nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan 

bahwa faktor yang menyebahkan kurang maksimalnya pelaksanaan 

program adalah kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia 

sumberdaya sarana dan prasarana maupun finansial. Edward III 

menyebutkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya 

yang memadai baik sumber daya manusia maupun financial. Sumber 

daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun knantitas 

implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber 

daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 

prograamlkebijakan . Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi 

program.kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan 

menjadi kurang energik dan berjalan lambat serta seadanya. Sedangkan 

sumber daya finansial menjamin keberlangsungan programlkebijakan. 

Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tidak dapat 

berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran. 
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c. Disposisi 

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan 

pangan masih sangat rendah. Rendahnya komitmen pemerintah daerah 

ini ditunjukan dengan program program yang hanya berbentuk stimulan 

dan tidak konsisten. Program Ketahanan Pangan merupakan program 

yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang dibuat 

oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi daerah hal 

ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah. 

Menurut Teori Sebatier dan Mazmaniar dinyatakan bahwa 

tingkat kornitmen aparat terhadap tujuan kebijakan merupakan salah satu 

faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan. Adanya 

komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 

Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu 

aturan ataupun kebijakan bisa beljalan dengan baik dan diterima serta 

dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut. 

Purwanto, E.A dan Sulistyastuti (2012 :151) menyebutkan 

bahwa Kornitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personil untuk 

melaksanakan implementasi (will and skill) merupakan dua persyaratan 

penting yang hams dimiliki pelaksana implementasi. Kornitmen merujuk 

pada kesungguhan pelaksana implementasi untuk menjalankan tugas 

yang dibebankan kepadanya dan menganggap bahwa pencapaian tujuan 

organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya. 

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah Kabupaten 
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Kotawaringin Barat belum dapat beljalan dengan baik karena faktor -

faktor yang mempengaruhi proses implementasi yaitu komitmen 

pelaksana kebijakan masih sangat rendah. 

Sebagai upaya pencapaian peningkatan produksi beras nasional, 

komitmen/sikap pemerintah pusat rnaupun pemerintah daerah sudah ada 

namun belum beljalan secara optimal. 

Demikian juga dengan Program Peningkatan Produksi Beras 

Nasional (P2BN) merupakan program yang diluncurkan oleh 

Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian 

dari pemerintah pusat wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan 

tersebut. Dalam pelaksanaan program komitmen dari pelaksana 

kegiatan sangat menentukan keberhasilan kebijakan namun komitmen 

pejabat sudah ada dengan ditetapkanya strategi pencapaian namun 

komitmen tersebut dirasakan masyarakat masih sangat kurang. 

Menurut teori Edward ID bahwa tingkat komitmen pelaksana 

implementasi kebijakanl program dapat diukur dengan tingkat 

konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah 

ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline sernakin tinggi tingkat 

komitmennya. Data yang diperoleh dalam pelaksanaan program 

peningkatan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) 

diatas menunjukan bahwa komitmen pelaksana implementasi belum 

ditunjukan dengan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program. Hal 

ini ditunjukan dalam penyediaan sarana produksi yang tidak menentu 

seperti bantuan yang tidak tetap setiap program. Tingkat demokrasi 
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dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing 

dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari rnasalah yang dan 

rnelakukan diskresi yang berbeda dengan guidelinenya untuk rnencapai 

tujuan dan sasaran program. 

d. Kebijakan Top Down 

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan 

yang menggunakan pendekatan Top Down yaitu kebijakan yang 

diluncurkan oleh Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah tinggal 

rnelaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pernerintah Pusat. 

Kurang berhasilnya irnplernentasi kebijakan ketahanan 

pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari data 

ketersediaan pangan rnenunjukkan bahwa pernenuhan kebutuhan 

pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat rnasih sangat tergantung 

dengan daerah pernasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat 

sehingga berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat 

berada pada Zona Merah artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat 

rawan apabila jalur distribusi terharnbat. 

Irnplernentasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat kurang berhasil karena rnenggunakan pendekatan 

Top Down yaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pernerintab Pusat, 

sedangkan Pernerintah Daerah tinggal rnelaksanakan apa yang sudab 

dicanangkan oleh Pernerintah Pusat seperti 
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fmplementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sangat di pengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan 

Ketabanan Pangan dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu proses mewujudkan 

kecukupan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 

daerab. Sebagai suatu proses banyak tabapan implementasi yang 

dipegaruhi oleh banyak variabel. Menurut teori model Mazmaniar dan 

Satier bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel bebas 

yaitu : (1) mudah tidaknya masalah dikendalikan. (2) Kemarnpuan 

Kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi dan (3) 

variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa kebijakan ketahanan pangan yang 

diluncurkan oleh pemerintab pusat belum mampu menstrukturkan proses 

implementasi kebijakan karena atruran aturan yang terkait dengan 

kebijakan ketahanan pangan kurang memperhatikan kondisi obyektif 

secara keseluruhan sehingga kebijakan tersebut kurang maksimal 

diimplementasikan. 

e. Identifikasi Permasalahan P2BN. 

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor 

aktor implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal 

maupun ekstemal. Faktor eksternal adalah kondisi alam dan laban di 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal sehingga 

permasalahan sangat sulit dikendalikan. 
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Dari uraian diatas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan 

program pemerintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa 

memperhatikan kondisi pennasalahan pada masing - masing daerah hal 

ini akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjadi 

jawaban atas pennasalahan yang dialami oleh masyarakat. ldentifikasi 

pennasalahan dari masing - masing daerah tidak semua terakomodir 

pada program dan kebijakan. Berbagai pennasalahan tidak 

diperhitungkan pada saat pebuatan kebijakan sehingga permasalahan -

pennasalahan akan timbul pada saat implementasi kebijakan. Mazmanian 

dan Sabatier menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi 

kesuksesan implementasi adalah karateristik dari masalah yang terdiri 

dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada. 

f. Komunikasi dan Koordinasi 

Dari data - data diatas menunjukan bahwa koordinasi komunikasi 

antar pelaksana implementasi kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari 

prosses komunikasi dilaksanakan hanya I (satu) kali pada saat 

pencanangan setelah itu tidak lagi dilakukan evaluasi maupun rapat -

rapat koordinasi. Komunikasi yang kurang maksimal menyebabkan 

pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten 

Kotawaringin Barat kurang optimal . berdasarkan teori Van Meter dan 

Van Hom dalam Indiahono D (2009:59) menyebutkan bahwa 

komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme 

prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. 

Komunikasi harus ditetapkan sebagai acuan seperti : seberapa sering 
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rapat rutin diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi 

menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan 

dengan program dan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana 

memiliki hub\mgan yang saling mempengaruhi dengan karateristik badan 

pelaksana. Komunikasi antar badan pelaksan juga dapat mempengaruhi 

sikap pelaksana 

g. ~erpaduan 

Data diatas menunjukan bahwa antara pelaksana implementasi 

progTan\ peningkatan produksi beras belum menunjukan keterpaduan 

antara program. Dari ketiga lembaga Dinas Pertanian dan Peternakan, 

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Balai Penelitian 

Tehnologi Pertanian bahwa Dinas Pertanian berperan sebagai penyedia 

sarana dan prasarana, Kantor KP2KP sebagai lembaga yang bertugas 

mentransfer tehnologi yang di hasilkan oleh BPTP. Keterpaduan progfan\ 

dari ketiga lembaga tersebut sangat mendukung keberhasilan program. 

Teori W. Hogwood dan Lewis A. Gunn berpendapat bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi program !kebijakan dapat diimplementasikan 

dengan baik diperlukan syarat - syarat antara lain perpaduan swnber -

sumber yang diperlukan benar - benar tersedia. Kebijakan publik adalah 

kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu 

implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai swnber yang 

diperlukan baik dalam konteks sumber daya maupun aktor. 
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h. Kondisi Ekstemal 

lmplementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai data basil penelitian 

diatas menunjukan bahwa kebijakan tersebut banyak menghadapi 

kendala - kendala diluar faktor - faktor administrasi rnaupun faktor 

pelaksana implementasi. Faktor eksternal seperti kondisi laban, 

pengaruh cuaca atau iklim yang kurang mendukung. Brian W. Hogwood 

dan Lewis A.Gunn berpendapat bahwa kebijakan negara dapat 

diimplementasi dengan baik diperlukan syarat - syarat antara lain 

adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga 

/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 
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Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada 

bah sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

I. Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program Peningkatan 

Produksi Beras Nasional telah dilaksanakan namun dalam 

implementasinya kurang berhasil dalam meningkatkan produksi beras 

dan dampak yang diharapkan agar Kotawaringin Barat mampu 

mencukup kebutuban pangan dari produksi daerah sendiri masih jauh 

dari harapan. Kebijakan dilaksanakan hanya dari sisi on farm saja 

belurn mencakup sisi of farm sehingga kurang memberikan harapan 

bagi peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan Ketahanan Pangan 

kurang mengakomodir kepentingan petani /isi kebijakan belurn bisa 

menjawab seluruh permasalahan dilapangan seperti jaminan harga atau 

jaminan pasar sehingga respon petani terhadap kebijakan sangat rendah. 

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi 

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Struktur Birokrasi. 

Struktur Birokrasi pelaksana kebijakan kurang mampu 

menggerakan organisasi karena struktur organisasi pelaksana 

kebijakan melibatkan multi organisasi . 
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b. Surnber Daya. 

Swnberdaya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan 

kurang memadai. Swnberdaya ini mencakup swnberdaya manusia, 

swnberdaya finansial mauptm surnberdaya pendukung seperti 

kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat yang kurang 

mendukung keberhasilan program. 

c. Disposisi 

Disposisi ini menyangkut komitmen pemerintah yang rendah hal ini 

ditunjukan dengan program - program yang kurang kontinyu dan 

tingkat pemahaman terhadap program yang rendah. 

d. Kebijakan Top Down 

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program P2BN 

merupakan Kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat 

sehingga Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas yang diatur 

olehpusat. 

e. Identifikasi Permasalahan. 

Dalam pelaksanaan program P2BN merupakan program yang 

digeneralisir tanpa memperhatikan kondisi masing - masing 

wilayah sehingga permalahan yang timbul tidak semua terakomodir 

atau kurang diperhitungkan. 

f. Komunikasi dan Koordinasi. 

Komunikasi dan koordinasi antar implementor kurang sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan program kurang terpadu. 
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g. Kondisi Ektemal. 

Dalam pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada 

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten 

Kotawaringin Barat meghadapi kondisi ektemal yang kurang 

mendukung keberhasilan seperti kondisi lahan yang marjinal, 

Cuaca, serangan hama penyakit dan laju alih ftmgsi lahan ke non 

pertanian yang cepat. 

b. SARAN 
Dalam rangka implemnetasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada 

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Untuk memperoleh basil yang sesuai dengan harapan 

maka hal -hal yang harus dilakukan adalah : 

I. Kebijakan di dilaksanakan secara komprehensif untuk dapat 

menyelesaikan semua permasalahan di lapangan. 

2. Dalam Implementasi Kebijakan perlu ada evaluasi secara berkelanjutan 

untuk memastikan apakah kebijakan dapat dilaksanakan sekaligus 

identifikasi permasalahan- permasalahan yang teljadi di lapangan. 

3. Agar sebuah kebijakan dapat di implementasikan dengan baik maka 

kebijakan harus memperhitungkan kondisi masing- masing daerah. 
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Form. I. Pett1gas Kabupaten 

Pedoman Wawancara Penelitian 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 

PeningkatanProduksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

In forman 

Asal Instansi 

Peneliti SuryatiJNIM. 018788364 

Tanggal/Hari Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakah Kebjjakan Ketahanan 
·-

p~n. Daerah di Kabupaten 
Kotawarin_ginBarat ?. 

2. Dalam mendukung kebijakan 
Ketahanan Pangan Daerah apakah 

Program Peningkatan Produksi 
Beras Nassional (P2BN) di Kab. 
Kota~IJ!i!Jgin Barat sudah dilaksana- ··----------·-··--· --------
kan sesuai dengan Permentan No. 
45/Pennentan.OT.l40/8/2011 tgl 
23 ~~-~Q!_l_tentang Tata -- ------------···--····-·---------------------- ------
Hubungan Ketja Antar Lembaga 
Teknis, Penelitian dan Pengembang-
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi 
Beras Nasional (P2BN) 
(Apabila Sudah atau belurn berikan 
Alasannya/penjelasan) 

3. Apabila Program P2BN sudah dilak-

san~ll:!!.'!L~~~l'aten Ktw. Bara!_ _ _ -------------.. --.--.. ----------.. ·-·-· ............... ,_ -------··-·-· 
Apakah kendala- kendala yang di-
hadapi dalam melaksanakan program 
P2BN dilihat dari sisi : 

-· 
akeragaman prilaku sasaran 
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan 
c.Ketepatan alokasi sumberdana 

d.~:!t~~~~~~=a dan 
-------------------

e.Apakah ada dukungan publik? 
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f.Apakah kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dan tehnologi men-
dukung J>rogram P2BN? 

4. Bagaimana komitmen pejabat/ 
pemerintah terhadap Program 
P2BN? 

5 Bagaimanakah pandangan anda 
terhadap Program Ketahanan 
Pangan Daerah dan Program P2BN 
yang ada di Kab. Ktw. Barat? 

6. Dalam pelaksanaan program --
ketahanan pangan daerah 
Apakah pemerintah daerah sudah 
cukup memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil 
maupun waktu? 

7. Dalam melaksanakan program 
Program P2BN apakah sudah dilaku-
kan__l~oord~i baik antar Pusat, 

·--·"· 
Propinsi, Kabupaten. kecam"tan 
dan Desa ? (apabila Y A) berapa 
kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi 

----------~---------------· - ---------·-·--
dilaksanakan dan apa hasil 
koordinasi tersebut 
a.Antara pusat dengan propinsi 
b.Antara pusat dg Kab~aten 
c.Antara Kabupaten dan Kec. 
d.Antara Kecamatan dan Desa 
e. Antara Desa dan masyarakat 

8. Dalam melaksanakan 
ketahanan P8llgllll dan program ____ ,,. _______________ 

- --·-
P2BN diantara ketiga lembaga 
teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 
BPTP apakah sudah ada keterpaduan 
program (apabila SUDAH) berikan 
Alasannya 

9. Apakah Tugas- tugas yang dibeban 
kan ~_lllasint ma;;ing instansi ·r---·-------··---
sudah terperinci secara tepat ? 

10. Aoakah ada tuntutan dari Pusat 
kewajiban yang harus dijalankan 
oleh daerah dalam melaksanakan 
program? 
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11. Apakah Saudara mcmahami 
maksud dan tujuan dari Program 

----
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN '? 
(Mohon dijelaskan) 

12. Mcnurut Saudara a""Ic"h tujuan 
dan sasaran program tersebut 
jelas '? (Berikan a1asan) 

13. Anakah ada manfaat dari Program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 

- --
Program P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manfaat 
Yang didapat masyarakat dari 
Program tersebut . 

14. Apakah saudara sudah merencana SUDAHIBELUM (coret salah Satu 

kan dan menetapkan target produksi 
yan_&_!idak sesuai) 

padi? 

15. Dalam melaksanakan program 

------ .. . tiiict<Jrapll ~illYli'IS:_cl_li!'llt meng- __ _ ---------- .. ..... -·- --------------- ··---·-------·-·-----
hambat pelaksanaan program ? 
(Sebutkan) 

16. Dalam melaksanakan program 
ketahanan pangan daerah faktor-
faktor apa S!!ia yang dapat mendo-
rong pelaksanaanprognun ? 
(Sebutkan) 

Pangkalan Bun, ......................... 2014 

Narasumber/Informan 

( ....................................................... ) 
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Form 2. Petugas Kecamatan. 

Pedoman Wawancara Penelitian 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 

Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

In forman 

Asal Instansi 

Peneliti Surya~.018788364 

Tanggal!Hari Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 
l. 

. 
Kebijakan Ketahanan 

Pangan Daerah di Kabullaten -------
Kotawaringin Barat ?. 

2. Dalam mendukung kebijakan 
Ketahanan Pangan Daerah apakah 

-
ProJWcUD. Pe · Produksi 
Beras Nassional (P2BN) di Kab. 

-
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-
kan sesuai dengan Permentan No. 
45/Permentan.OT.l40/8/2011 tgl 
23 .Agustus 20 11 tentiUi.g T ata 

--· ·- --------·--·-----~----------· ------

Hubungan Keria Antar Lembaga 

------·- . -~~'!~~~~==!:::It .. ------------- _,_, _______________ ,. ______ 
--· 

kung Program Peningkatan Produksi 
Beras Nasional (P2BN) 
(Apabila Sudah atau belum berikan 
alasannya) 

3. Apabila Program P2BN sudah dilak-
sanakan di kabupaten Ktw. Barat 
apakah kendlf}_ll_-:::!,endala yang di- - ·-·----·-·-·-·--· ·----- ------·-
Hadapi dalam melaksanakan program 
P2BN dilihat dari sisi : 
a.keragaman prilaku sasaran 
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan 
c.Keteoatan alokasi sumberdana 
d.Keteroliduan hieraki dalam dan 

-

diantara l~mbaga pelaksana --
e.Aoakah ada dukungan publik? 
f.Aoakah kondisi sosial ekonomi 

masvarakat dan tehnologi men-
dukung programP2BN? 
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4. Bagaimana komitmcn pejabatl 
Pemerintah terhadap Program 

-· -·-
P2BN? 

5 Bagaimanakah pandangan saudara 
terbadap Program Ketahanan 
pangan Daerah dan Program P2BN 
yang ada di Kab. Ktw. Barat? 

6. Dalam pelaksanaan program 
ketahanan pangan daerah 
apakah pemerintah daerah sudah 
cukup memadai dalam mengalokasi-

·- --
sumberdaya baik dana, personil 
maupun wak:tu? 

7. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN apakah sudah dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat, 
Propinsi, Kabupaten, kecamatan 
dan Desa? (~ila YA) berapa 
kali dalam l (satu) Tahun koordinasi 

- ··-·-·---··-·- -

dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 

,---------····· --·· ---·--
aAntara (lusat dengan (lfO(linsi ----
b.Antara pusat dg Kabupaten 
c.Antara Kabupaten dan Kec. 
d.Antara Kecamatan dan Desa 
e. Antara Desa dan masyarakat 

8. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan dan 
P2BN diantara ketiga lembaga 
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 
BPTP iiil8k3h-sudah ada keterpaduan 

--·---·-·--·-"" '""'""""--- . 

Program (apabila SUDAH) berikan 
Alasannya 

9. Apakah Tugas - tugas yang dibeban 
kan pada masing- masing instansi 

··- --········--·····-··--------------------
sudah terperinci secara tepat ? 

10. Apakah ada tuntutan dari Pusat 
······--·-·-·-------·--·-----·-

kewajiban yang harus dijalankan 
oleh daerah dalam menjaiankan 
Program? 
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11. Apakah Saudara memahami 
maksud lian tujuan dari Program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN ? 

12. Menurut Saudara arn~hh tujuan 
dan sasaran program tersebut 
jelas? 

13. Sebagai bagian dari pelaksana 
Program apakah saudara me-
ngetahui tugas - tugas saudara 
secara rinci ? 

14. Dalam menjalankan program 
sudah ada SOP?. 

15. Apakah ada manfaat dari 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manfuat 
yang didapat masyarakat dari 
Program tersebut . 

16 Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK. 
Kecamatan apakah Saudara sudah 
melaksanakan hal- hal berikut : 

--·- -- "------------------------- "" ___ 
a.Menyusun Rencana Kerja 

-- -------
Peningkatan Produksi Padi Tic 
Kecamatan (Apabila sudah) 
Sebutkan dalam bentuk apa rene 
terse but. 

b.Mendampingi dan mengawal 
Penerapan Tehnologi di lokasi -----
P2BN -

c.Menyediakan Sarana dan 

-"-
prasarat1!1: Untuk l!l_endukung "-"" _____ " ________________ 
P2BN 

d.Menindalanjuti Matrik Program 
P2BN Propinsi 

e.Aru.Jo.h Laporan P2BN sudah di 
laksanakan secara kontinyu dan 

Tep~-~~------ -- --------·----------------- --

17. Apakah saudara sudah melaksana-
kan forum penYI!fuhan tingkat desa 

___ ,. ___________________ 

dan temu lapang antara petani, 
pen) uluh dan peneliti pendamping 
r kecamatan. 

18. Arn~hh saudara sudah memfasilitasi 
Petani untuk menumbuhkembang-
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kan kclembagaan pctani dan kclem-
ekonomi pctani. 

19. Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan 
P2BN faktor- faktor apa ~a yang 
Dapat menghambat pclaksanaan 
program tersebut (Sebutkan) 

20. Dalam melaksanan program keta-

'---
hanan pangan daerah dan program 

---· 
P2BN faktor- faktor apa saja yang 
Dapat mendorong pclaksanaan 

-
program tersebut (Sebutkan) 

Pangkalan Bun, .............. 2014 

Narasumberllnforman 

( ........................................... ) 

T ugas Akhir Program Magisler (TAPM) 145 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Form. 3. Petugas Kp2KP. 

Pedoman Wawancara Penelitian 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 

PeningkatanProduksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Infonnan 

Asal Instansi 

Peneliti Suryati/NTM. 018788364 

Tanggal!Hari Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakah Kebijakan 
Ketahanan 
Pangan Daerag di Kabupaten 
Kotawaringin Barat ?. 

2. Dalam mendukun~ kebijakan 
Ketahanan Pangan Daerah apakah 

Program Peningkatan Produksi 
Beras Nassional (P2BN) di Kab. 
Kotawaringin Barat sudah 
dilaksana-
kan sesuai dengan Permentan No. 

-- e-4S~~''''~~,QI,!~()f~/~{)l!_tgl __ .. ·- ---- - ----------------------------------------------------······ -··· "" . "' ·--··" 
23 A 2011 tentang Tata 
Hubungan Keija Antar Lembag 
Teknis, Penelitian dan 
Pengembang-
an dan PenyUluhan dalam mendu -

--------------

kung Program Peningkatan 
Produksi 
Beras Nasional (P2BN) 
(Apabila Sudah atau belum berikan 
alasannya) 

3. Apabila Program P2BN sudah 
dilak-
sanakan di kabupaten Ktw. Barat 

I apakah kendala- kendala yang di-
badapi dalam melaksanakan 

I program P2BN dilihat dari sisi : 
akeragaman prilaku sasaran 
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan 
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c.kete tan alokasi sumbcrdana 
d.keterp~uan hieraki dalam dan 

diantara lembaga pelaksana 
e.AP"""'' ada dukungan publik? 
f.Apakah kondisi sosial ekonomi 

dan tehnologi men-
d program P2BN? 

4. Bagaimana komitmen pejabat/ 
P2BN? 

5 Bagaimanakah pandangan anda 
terhadap Program Ketahanan 

--
Pangan Daerah dan Program P2BN 
yang ada di Kab. Ktw. Barat? 

6. Dalam pelaksanaan program 
Ketahanan pangan daerah 
Apakah pemerintah daerah sudah 
cukup memadai dalam 

mengalo~!~-- ---
sumberdaya baik dana, personil 
maupun waktu? 

7. Dalam mt,:laksanakan program 

I - I<:~ananP8ll~l)1Jet"lthd_an_ _ ________ 
---- ........... 

Program P2BN apakah sudah 
dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat, 
Pro_j>_insi, f<:!!l>llJll!ten, ke~?_ll!_lllltarl __ ------------------ -----·······- ---------·-····--··---------------------
dan Desa ? ___ (apabila YA) berapa 

----
kali dalam 1 (satu) Tahw1 
koordinasi 
dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 
a~tarn_ll_USii!.cl<:ngan JJTOJ>insi - -----····-··-···· .. ·-·-·-····-··-·· ·-·- ·------ -----------· 
b.Antarn pusat dg Kabupaten 
c.Antarn Kabupaten dan Kec. 
d.Antarn Kecamatan dan Desa 
e. Antarn Desa dan masyarakat 

8. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan dan program 
P2BN diantara ketiga lembaga 
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 
BPTP apakah sudah ada 
keterpaduan 
Program (apabila SUDAH) berikan 
Alasannya 
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9. Apakah Tugas- tugas yang 
dibeban 

---------~--"--------------------· ·--------
kan pada malling- masing instansi 

- -
sudah t ci secara tepat ? 

10. Apakah ada tuntutan dari Pusat 
kewajiban yang harus dijalankan 
oleh daerah dalam menjalankan 
Program? 

11. Apakah Saudara memahami 
maksud dan tujuan dari Program 
ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN? (sebutkan 

--- !Il~ll_d<lalltuJI13llJ>f()grlll!l_ - ---- ----- --------------------

tersebut) 
12. Menurut Saudara anahh tujuan 

dan sasaran program tersebut 
jelas? 

13. Sebagai ~an dari pelaksana 
Program apakah saudara me-
ngetahui tugas- tugas saudara 
secara rinci ? 

14. J?ltll1f11Dit!llilllll:'llcallp_f()g_ra_fl1_ -------- - -------- --------- ·- --·' --------- -- . ---- -
apakah sudah ada SOP ?. 

15. Apakah ada manfaat dari Program 
-

Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN bagi masyarakat --------
(Apal>ila ADA) sebutkan manfaat 
yang didapat masyarakat dari 
Program tersebut . 

16 Sebagai Tim Pe1aksana P2BN TK. -----------------
Kabupaten apakah Saudara sudah 
Melaksanakan hal- hal berikut : 
a.Menyusun Rencana Kerja 

Peningk:atan Produksi Padi Tk. -----------------
Kabupaten (Apabila sudah) 
sebutkan dalam bentuk apa rene 
terse but. 

b.Mendamping:i dan mengawal --
penerepan Tehnologi di lokasi 
P2BN 

---------· 
c.Mnyediakan Sarana dan 
Prasarana 

Untuk mendukung P2BN. 

--------- d.Menin£11i!llll11lli ~~Program __ -------------

P2BN ~!"_<>pinsi -·-·-----
e.Apakah_ L!iporan P2BN sudah di 
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Laksanakan secara kontinyu dan 
Tep~waktu. 

17. Menyusun programa penyuluhan SUDAH/BELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

Kabupaten untuk mendukung 
Pencapaian target produksi pasi 

34. Menyusun materi penyuluhan dan SUDAHIBELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

Menyebarluaskan tehnologi 
Spesifik lokasi yang 
direkomendasi-
Kan oleh BPTP 

18. Menyusun penga\oka<>ian SUDAHIBELUM (coret sa\ah Satu 
penugasan yang tidak sesuai) 
PPL berdasarkan Lokasi SLPTI 
dan 
Sentra produksi padi 

19. Melakukan penyuluhan melalui SUUAH/HELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

Media cetak dan elektronik 
20. Meningkatkan kapasitas dan kineJja SUUAH/BELUM (coret salah Satu 

yang tidak sesuai) 
PPL me\alui pelatihan dalarn 

I Iran~ I I" I:~:::::~ I~:=~~ (,~.,··hSru. 
I I Berdasar usulan BPP I 
I 22. I Merencanakan dan melaksanakan I SUDAH/BELUM (coret salah Satu 

I I I yang tidak sesuai) 

Produksi padi tk kabupaten 
Dalam melaksanakan progra:n 

, ketahanan pangan daerah faktor-

harnbat elaksanaan JOgrarn ? 
(Sebulkan) 
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1 25. 1 Dalam u1elaksanakan -io~-a.n 

< <<7014 

Narasmnber/lnforma.._q 

( .. ... ··--- --) 
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Pedoman Wawancam Pcnelitian 

!mplementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 

Peningkatan 

Produksi Beras Nasiona! (P2BN) di K ~bupaten Kotaw11ringin Barat 

lnfonnan 

As<!l Inst<!n<i 

Peneliti Suryati/NIM. 018788364 

Tangga!IH!Isi Wawancara 

I Jawaban I 

j . J Pangllll.l?ll<ll"llh di Kabupaten 
Kotawaringin Barat "?. 

I i. I Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan 

I I 
2. Da!3IJli!leJ?dt!J:."1lng kebijakan 

, Ketahanan Pangan Daerah apaka.~ 
1 · ------- -·· · I 

I I Program Peningkatan Produksi 

I J 

~~~~~~:~~:;l;fe~~~L- l 
/ Teknis, Penelitian dan Pengembang- I 
I an dan Penyuluhan dalam mendu - \ 

Rt:'r~~ N:.~...:ional (P2BN) 

I <"\7f>ila ~~l!tl!U beiU1ll_l1el:i_~llll ... _, 
. ;.s]!:!SlJJlnya) . 

sanakan di kabupaten Ktw. Barat 
I Apakah kendala- kendala yang di-

1 

hadapi dalam melaksanakan prognun 
P2BN dilihat dari sisi : 

... . ·········-····---·--· ·~--
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j~: .... tl3agailll3:D:ak()!Ilitrnt:llP<:Jl!b.llt/ ____ .......... j ..................................... ····------- ... j 
) _ _ j Pemerintah terha•!ap Program +-- j 
, , P2BN? , , 
I 5 I Bagaimanakah pandangan anda I I 

16. -!Dalampelaksanaan_Program ) J 
I I ketahanan _p~gan daerah I ------------··-··---- 1

1 Apakah p<:rnenntah daerah sudah I I I I cukup memadai dalam mengalokasi-
[ I sumberdaya baik dana, p<:rsonil [ ____ . 

~2·-t~i:~~~~~:r= ~-- ---- -- ------- --- ·i 
~···· -··t ···- -······-- · ·-- I ·· · ---·-· ··--1 
1 1 Program P2BN apakah sudah_dilaku- j 1 

1- {~.l!fl~()()J<iif1asi~l!ik3:D:fl!r Pusa!._ ·I ..................................................... ___ ----~ 
) J Propmst, __ !<;ll!J.u.r.atcn, kecamatlm --+--·--·-·--· I 
, , dan Desa? (apabila YA) berapa , , 
~_j.kali_s'al_l!lll}~a.tu) Tahun koordinasL ___ J_ ................................... __ _ ____ ._J 
1 1 ?i~~~ ct"? apa hasil 1 1 

l, __ _,lf-.;:::I(::::_..J:::r::~l te~~OUL . . i i ,- a. n ____ Jl.'!:~l! __ ~ngan propms1 
1 

_________ . 

L __ l..I>·~-Uir~PI.ISa.lllgl<li_l>upatt:n___ L·--··-····-···- __ _______ _) I I c.Antara Kabupaten dan Kec. I I 
1 1 d.l\ntara Keca..'Tiatan dan Desa 1 

! J c. Antarn Dcsa dan ma.~yarakat J 

I Uaiam m~iaksanakan program 

r----t~~~~~Ji:~~i~~:;i~:~;;~:g~ii 
i I Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 

~------------ j 
I ________ j 

I , , Proh'Tarn (apabila SUD A H) berikan 
j I BPTP apakah sudah ada kei.erpatluan 

1 TXilisann~a --

L I sud~ terp<:rinclS~at'B,!ep_at? - l m- ----------- J 
LIQ,_j~p<ll;,lllJ<i<llltliiJtli!<II')<i~_]'Jlsat__ ..... ... .. . ... j ................. ·················-· -----·--- j 
~-1-"-~~-~~~E~.~-~ .... Y.~.~g.}~~·~-s dijalankan "" ·--}-" .................................. ·- ..... ,.--··-·--··-~---------------------- ---i 
, , oleh daerah da!am menjalankan , , 
~~~~_Program? J __j 
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! 11. ! Apakah Saudara n1en1ahan1i 
I I maksnci dan tninan ciari Pro~m~m 
L _ --! _____ :::. ______ : __ _:_ ___ : _____ --~---~--.:-:_ ........ :A ... :.~ .. ~.:.:-:.-:: .. __ : ___ -_ _:_-:-__ ::-__ -:______:_____y~::: _: __ " .l __ _ . - - - - - ---------- -- --- __ j 

i I Ketahanan Pangan Daerah dan 
( . iPffi!lfaffii>2BN~? ... --
, ' 

1 unJdan sas~arli11program terse~J.ut ____ _ 
1 ! ~das? 

13. 

l A 
·~. 

15. 

i ngetahui tuga~ - tuga~ saudara 
! • • -

I ~~1~~~ ~~:~;~1ankan nroQram I . . -
, apakah sudah ada SOP ? . 

I APakallli~a manfaat dari Program 
1 v .... -o- .... t.. ............... n ........ ~ ... -. n~.--... t.. _-I ....... 1 J."'>..'-'la.ua..ua..u J. a.upa.u L""a'-'1 au uau 

~ Prcgra..111 P2Bl'i bat;~ masyaral<..at 
j (Apabila ADA) sebutkan manfaat 
t ----- ----- _,_- -

i yang didapat masyarakat dari 
I ...., ~ l''rogram terseout . 
1 Sebagm Tim Pelaksana P2BN TK. 
/ Kahupaten apakah Saudarn sudah 
I melaksanakan hal- hal berikut : 

Penerapan Tehnologi~ilokasi. 
P2l3N 

i 

i 
I 

j b.Menindalanjuti Matrik Program I 
i P2BN Propinsi \ 

i 
- - -------------! 

\;.'l rnA u rcn .. ·T f Tf\,i /,.n,....,."' •.•• i .• h 
'-'~--'IJI~IHIII<IH_-'10'1 , .... .__ .......... :>UIUII 

SUDAH/BELUivt (coret salah 
Satu yang tida.l;. sesuai) 

I 
' 

j 
' 

I 
' 

I c.Apakah Laporan P2BN sudah di I ~~~~~T.~;~~~,~~~~;t salah I 
' f----i'--c-c----cc-----c---c---c------+1' - --_::_:::_~ _ __.1___::=---::CJ ----- --- -- ---~ 

I rar-~ar--~ secara kontinvu dan I 
I 

' !. 

untuk display dan uji adapta~i serta 
j merekomendasikan penggunaan 
1 bt!mh varit!las unggul spestlik 
: l.oka~1 

J I P- MPnO"~UJ~l PP-nPr~n~n TP-hnolool 
~-----·--·---·--+-·-: .. ~.:..::.:-_:.:.£?.:: .. :.: ... ::.: __ :_.::-_:.:.::-_:.::.r:..:.-c.·-· ,.·--=-·-: .. _·..:.-_·.:.-s<>c.· ___ -i-----
1 1 Spesifik lokasi dan kalender Lanam 

I • -.- ..-.-r -.-.>T'V'T" 

' ' ····---····~- ·····~~ 

1 rern~~auLaE~~£ ~~,.l~!c--,.----------~--------------------------------i 
I g. Menyebarluaskan. publikasi. 
i bahan cetakan dan elektronik 
' ! untuk: bahan Penyuiuhan. 
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l ! h.t"1enidentitikasi ntasalah dan n1en1- ; 
1-fh.-:--~--,;----;- mecahan masai-;;h··-~r-~-' , enk n _anL pe____ _ _____ ___ _ __ _ , 
i i dalam penerapan tehnologi i 

' 
------------------------] 

i 
I I !_'---!_' i.l'vfenyaJ!lp!li~~~~O::~~~I(J_t,>i tepat 

v!!nn rn~bflii RPP ..:ot-h,-:o,-,j h,-;~,,-,n 
--!------------------------------~~~~ I 

r-1-----:~;t~~c-p~~;~~!~'~~:-- --~--- ------
L 17 __ LLillltl~ 111eia~aila!<J!rl_prQgrllltl 
~~-~ct~!-~.!.~~~1¥~~ Uacrw! ~a11 
( 1 l'rogram f'"LHN tak'tor- tat:tor 

! ! apa saja yang menghambat pelaksa-
J__ +n!l!lllprogram tersebut (sebutkan) 

I , 
1 R. l Jntuk 111e!aks.._':}nakan nro2rani r----t---~ ------- --- - ------ ___ ._ - ~ 

Keta.lJ.anan ~anga..'l Di!t;!i!h ~:htn 
Program P2BN faktor- fakior apa 

, ____ - -~---------------~---~------ ___ !_-- -----
1 :"Kl.JU )'all;? Hli;HUUlUllQ :,w...;:,~;;:,uyu 

I 

i ----1--£-~-~-~~~~~: .. .P.~~-g~-~---~~-~-~but '1 

1 (sebutkan) 
~-: -~-'---- -

' ' i I 

' 1--~~----

i 
- ! 

---1--, 
i 
! 
I ,_ 
I 

' 
I 
' I 

-I 
' 

I 
' 

i 
i 
' 

' i 
I ........ - -- -------------------------.: 

! 
' i ____ l_ 

Paugkaian Buu, ..................... 2014 

Nara51llT,ber/lnforn1&n 

( .............................. . 

i 
I 

_l 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PeningkatanProduksi Bents Nasional (P2B1"-.l) di Kabupaten Kotawa.ringin Barat 

ini i.lf!Hl:Hl 

Pr:nd!li ~· ,.,.._, .... u ................. , .. 
c'}t!!)'2H!.'!"EVL 'J!~!~~.JQ"t 

T anggaliHari VvT awanc&fa 

r....T,...., ' .. ,,;, _f~~anyaan 
---

Ja;"·aban 
----

' i 
~-+~~--~~~~~~---+---------------------] 
[ R:._e,.;manak>lll_ Kehijab_n Ketahanan~ ______________ -~ 
i Pangan Da.:rah Ji Kabupalm i I 

! Kota1.varin2"in narat ?. ! 
2. """·'·------'' _,_,_ .. _,_ 

Uill.illlllllt:llUUl' ... UHg f.._t:tJllal'" .. illl 
-------------------

!---~:-=-K_e_ta_ha_n_a-=n_P:-a_n~gc_an_D_a-::e:-r_a-;h_a,.r...,a:-k_a_h_-+-----------------------1 
, \ ~rugr~:1 P~nin~_at~1 ?~(~~~~: 
! L tleras Nasstonat V' Ltl!'~} at K..aO. 
f--~ Kotawaringin Barat sudah 

dilaksana-
kan sesuai dengan Permeman No. 

_j .,. ...................... . 
I 
! 

45/Pcrmcntan.OT.l40/S/2011 tgl l 

I 

i 

! .... "1 A...-..~ ......... ~.-. .... f\11 ·-·---~ ............... i----~---- ! 
l ~~-· '"'0'-E"''-•-~ {_-•_•. \ l_L_•!!•_<:!!!Q ! <:HH I I 

i Hubungan Kerja Antar Lembaga l l 
r--- -r ~ i- ...... ; • • r: """" _.__,. i; "'"; ........ ,i ...... n ..,. ..... ,,__...,... h ...... .- ------r·- ··-----------------.. ··---------·- --·--------- ·------~ ----~---· ----~ 

~- ·-- -+ . -~ ... ~.~~~ .. ·--~-~~·~;-~~ .... -~ .. ~ .. ~-~ .. ~ .. ~--~-~.'::':.~ .. ~-- .. '::"'.'::':.~--~;- .. ' .. __ :-:-_·.~-Q~.· .. ·-~-~~~· ~-~~ l 
•
1
. l an uan t·enyu!uhan tia1am m~nt.H.! - l 

1 i kung Program Pcningkatan Produksi J 
[-··· Tliei-a:s··Na;;;;;;lal ii':lliNi--·-----······- · - i 
,------r,~,=c.~=o.~.~.c=~~~~.~.c_~_~=c.~.c---~,c-~.~.------r----------i j V'l.paoua '>UOan mau oemm oenKan 
! ! a!asannya) 

3. 
dilak-

1 ~pakah kendala - kendala yang di
-.-- -~ Hadapi da!am melaksanakan 

i progratn P2BN diliha1 dari sisi 
' . . l ~ a.kciagw.""l1fu"'1 pnlab.u sasaran ,--------t-------········ ..... ·······----· ............. --···--· ···-····-·····-· ....... , 

! ! h.Kejelasan dan konsistensi tujuan 1 

L- \ ~-~-~~~tepat~.n alokasi SlJm~rd~.na \ 
I [ d.Kelerpaduan hieraki dalam dan r i + - - -·-- --- + 

dio1ntara ft":rnhngn rli'"Ink ~an:1 : 

! 
' 

................. , ___ ... __ -·--·-·---· .. - ----·-·----.. --·-.. - .. 1 
i 
' 

1 
l 
' i 
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i ~· -"' ·~,...l~ ..... l .. l~~ ... -~;,..; _...,,.._,..; .... ~ -.l~_-_ .............. ; 
r---t-1 _'-_n.~p~_::::.~.::'.:~~:~.! .. ~v;..,~-~ \..l\.V11Vl111 

! ma~yarokat dan teh_nologi men-
1 rlnlrnno -nl'l"\ol"~-m P'JRN') . ------"=' r--o----- --- .. 

i 4. j Bagaimana komitmen pejabati 

; ; 

-t-·------·--- -·-···-··---···-···-·--··-----------1 
I I 

l ! ! Pt-nit="r·int;.-d·; if"th;-d:-Hl Prnor::n-n (----TP2BN? --=--:_=cc_:_:c__::_:_::_..,-_-_=-- ---- +- --------------- . ------j 

' I I 5 I Baoaimanakah. pandanoan anda 
1------- -~ ·····---"'-- -- ----- -- - --------- ______ ., __ -------- --
1 I , I I -.---~ -.-_.- , I 

I · tt:mauap rrugram "'-t:tananan 
' pangan Daerah dan Program P2BN 
i yang ada di Kab. Ktw. Barat? 
'6. Dalam pelaksanaan program 

ketahanan pangan daerah 
apakah pemerintah daerah sudah 
cukup memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil 
maupun wak:tu? 

7. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN apakah sudah 
dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat, 
Propinsi, Kabupaten, kecamatan 
dan Desa? (apabila YA) bempa 
kali dalam 1 (satu) Tahun 
koordinasi 
dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 

-
aAntara pusat dengan propinsi 
b.Antara pusat dg Kabupaten 
c.Antara Kabupaten dan Kec. - -
d.Antara Kecamatan dan Desa 
e. Antara Desa dan masyamkat 

8. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan dan program 
P2BN diantara ketiga lembaga 
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 
BPTP apakah sudah ada keterpaduan 
Program (apabila SUDAH) berikan 
alasannya 

9. Apakah Tugas - tugas yang dibeban 
kan pada masing- masing instansi 
sudah terperinci secara tepat ? 

10. Apakah ada tuntutan dari Pusat 
kewajiban yang harus dijalankan 
oleh daerah dalam menjalankan 
Program? 
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11. Apakah Saudara memahami 
maksud dan tujuan dari 
Ket,.hanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN ? 

12. Menurut Saudara tujuan 
dan sasaran program tersebut 
jelas? 

13. Sebagai bagian dari pelaksana 
Program a saudarame-
ngetahui tugas - tugas saudara 
secara rinci ? 

14. Dalam menialankan program 
apakah sudah ada SOP?. 

15. Apakah ada manfaat dari Program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manf'lat 
yang didapat masyarakat dari 
Program tersebut . 

16. Apakah Saudara sudah menetapkan SUDAH/BELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

sasaran arealluas tanarn 
17. Apakah saudara sudah mengkoor- SUDAH/BELUM (coret salah Satu 

yang tidak sesuai) 
Dinasikan pengawasan peredaran 
Benib, pupuk, pestisida dan 
Alsintan Tk. Kecamatan. 

18. Apakah saudara sudah menggerak- SUDAH/BELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

an penanarnan padi pada Jokasi 
sentra produksi padi Tk. Kec. 

19. Apakah saudara sudah menghitung SUDAH/BELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

Luas areal panen padi 
20. Apakah saudara melakukan pen- SUDAH/BELUM (coret salah Satu 

yang tidak sesuai) 
dampingan kepada mantri statistik 
dalam perhitungan basil perbektar. 

21. Apakah saudara merencanakan SUDAH/BELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

kegiatan pendampingan penerapan 
Tehnologi spesifik lokasi dan kalen-
dertanam 
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22. Apakah saudara menyusun progra- SUDAHIBELUM (coret salah Satu 
i yang tidak sesuai) 

rna penyuluhan kecamatan untuk 
mendukung pencapaian target 
Produksi padi 

23. Apakah saudara sudah menyebar- SUDAHIBELUM ( coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

luaskan informasi tehnologi spesifik 
Lokasi yang sudah 
direkomendasikan 
oleh peneliti pen 

24. Apakah saudara melakukan penga- SUDAHIBELUM (coret salah Satu 
yang tidak sesuai) 

wasan kepada penyuluh pendam-
ping 

25. Apakah saudara menyediakan dan 
menyebarkan luaskan informasi 
Agribisnis Tic Kecamatan 

26. Apakah saudara sudah melaksana-
kan sistem LAKU dalam rangka 

tan kapasitas uh 
danpetani. 

27. Apakah saudara sudah melaksana-
kan demplot, demarea dan SLPTI 
sebagai unit pembelajaran petani 
dalam rangka peningkatan produksi 
padi 

28. Apakah saudara sudah melaksana-
kanforum uhan tingkat desa 
dan temu lapang antara petani, 

uh dan peneliti pendamping 
rmgkat kecamatan. 

Pangkalan Bun, .............. 2014 

Narasumberllnforman 

( ................................. ) 
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Fonn.6. Kades. 

Pedoman Wawancara Penelitian 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 
Peningkatan 

Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Infonnan 

Asal Instansi 

Peneliti Suryati/NIM. 018788364 

Tanggal/Hari Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakab Kebijakan Ketabanan 
Pangan Daerah di Kabupaten 
Kotawaringin Barat ?. 

2. Dalam mendukung kebUakan 
Ketahanan Pangan Daerah 
Program Peningkatan Produksi 
Beras Nassional (P2BN) di Kab. 
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-
kan sesuai Permentan No. 
45/Permentan.OT .140/8/2011 tgl 
23A 2011 tentang Tata 
Hubungan Keija Antar Lembaga 
Teknis, Pe_!!elitian dan Pengembang- - ---· 
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi 
Beras Nasional (P2BN) 
(Apabila Sudab atau belum berikan 
alasannya) 

3. Apabila Program P2BN sudab dilak-
sanakan di kabupaten Ktw. Barat 
apakah kendala- kendala yang di-
Hadapi dalam melaksanakan 
program P2BN dilihat dari sisi : 
a.kera prilaku sasaran 
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan 
c.Ketepatan alokasi sumberdana 
d.Keterpaduan hieraki dalam dan 

diantara lembaga pelaksana 
e.Aoakah ada dukungan publik? 
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f.Apakah kondisi sosial ekonomi 
m dan tebnologi men-
d . proll,tam P2BN'? 

4. Bagaimana komitmen pejabatl 
Pemerintah terhadap Program 
P2BN? 

5 8 ananda 
terhadap Program Ketahanan 
pangan Daerah dan Program P2BN 

' yang ada di Kab. Ktw. Barat? 
6. Dalam pelaksanaan program 

ketahanan daerah 
anakah pemerintah daerah sudah 
cukup memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil 
maupun waktu? 

7. Dalam melaksanakan 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN apakah sudah 
dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat, 
Propinsi, Kabupaten, kecamatan 
dan Desa? (apabila YA) 
kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi 
dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 
aAntara Kabupaten dan Kec. 
b.Antara Kecamatan dan Desa 
c. Antara Desa dan m t 

8. Apakah ada tuntutan dari Pusat 
kewajiban yang harus dijalankan 
oleh daerah dalam menjalankan 
Program? 

9. Analmh Saudara memahami 
maksud dan tuiuan dari Program 
Ketahanan Pan~an Daerah dan 

P2BN? 
10. Menurut Saudara apakah tujuan 

dan sasaran program tersebut 
jelas? 

11. Se~ai ~an dari pelaksana 
Program apakah saudara me-
ngetahui tu~as - tugas saudara 
secara rinci ? 

12. Dalam menjalankan 
apakah sudah ada SOP ? . 
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13. A Mhl. ada manfaat dari Promun 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Prmrram P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manfaat 

· yang didapat masyarakat dari 
Promun tersebut . 

14. Apakah saudara sudah memfasilitasi 
pelaksanaan musyawarahlrembung 
Desaantara uh, . dan 

Kellll.la UPTD Pertanian kecamatan 
dalam rangka penyiapan 
CP/CL,RDK/ 
RDKK Tk. Desa!Kel 

15. ADakah saudara sudah menggerakan 
Masvarakat untuk melakukan peme-
liharaan iaringan irigasi dan penga-
turan air irigasi Tk Ds. 

16. ~~~~ Saudara sudah erakan 
Masvarakat desa dalam pengendali-
an OPT 

17. Apakah saudara sudah memfasilitasi 
' penumbuhan POs penYUJuhan 
Tiru!kai desa/kelurahan 

Pangkalan 
Bun, ................................ 2014 

Narasumberllnforman 

( .................................... ) 
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Form. 7. Penyuluh 

Pedoman Wawancara Penelitian 

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 
Peningkatan 

Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

lnforman 

Asallnstansi 

Peneliti Surya~.0\8788364 

Tanggal!Hari Wawancara 

No. Pertanvaan Jawaban 

l. Aookan saudara meneetahui 
kebiiakan ketabanan r>anllan 

----
daerah di Kabuoaten Kotawaringin 
Barat1. 
(Apabila mengetahui mohon dapat 
Di ielaskan) 

2. Apakah P2BN ada dukungan 
I ooblik? 

3. anda 
terhadan Pro= Ketabanan 

I r>anszan Daerah dan Pro= P2BN 
I Y81Il!: ada di Kab. Ktw. Barat? 

4. Dalam pC)aksanaan program 
ketabanan pangan daerah 

-~~p_e~~ri~~ E~erah sudah ___ f--·-·· ............................................ -·---------............ 
cukup memadai dalam 
menszalokasi-
sumberdaya baik dana, nersonil 
maunun waktu? 

5. Dalam melaksanakan 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN apakah sudah 
dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat, 
Proninsi, Kabupaten, kecamatan 
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dan Desa? {apabila Y A) berapa 
kali dalam l (satu) Tahun 
koordinasi 
dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 
a.Antara Kab danKec. 
b.Antara Kecamatan dan Desa 
c. Antara Desa dan masyarakat 

6. Menurut Saudara apakah tujuan 
dan sasaran tersebut 
jelas? 

7. Sebagai bagian dari nelaksana 
Program apakah saudara me-
ngetahui tugas- tugas saudara 
secara rinci ? 

8. Dalam menjalankan program 
apakah sudah ada SOP ?. 

9. Analcah ada manfaat dari Program 
Ketahanan Panl!,an Daerah dan 
Program P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manfaat 
yang didapat mas dari 
Program tersebut . 

10. Apakah saudara sudah 
mendampingi 
Petani dalam penyusuuan 
RDKIRDKK 

11. Apakah saudara sudah melakukan 
Bimbingan tehnologi 
Spesifik lokasi sesuai dengan pola 
Tanam dan pola usaha tani 

12. Apakah saudara sudah 
memfasilitasi 
Petani dalam rangka mengakses 
Sarana produksi, permodalan dan 
Informasi pasar 

14. Anakah saudara sudah melakukan 
Umpan balik penerapan tehnologi 
Spesifik lokasi yang dibutuhkan 
Petani untuk disalurkan kepada 
Peneliti 

15. Apakah saudara sudah melaksana-
kan rembung desa di posluhtan 
dalam menyelesaikan per-
masalahan yang · i nPt,.ni 

pada sentra produksi padi. 
16. Apakah saudara sudah 
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memfasilitasi 
Petani untuk menumbuhkembang-
kan kelembagaan petani dan kelem-
bagaan ekonomi 

. 

17. Dalam melaksanan program keta-
hanan daerah dan program 
P2BN faktor- faktor apa saja yang 
Dapat menghambat pelaksanaan 
program tersebut (Sebutkan) 

18. Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program 
P2BN faktor- faktor apa saja yang 
Dapat mendorong pelaksanaan 
progr.untezsebut(Sebutlcan) 

-· 

Pangkalan Bun, .............. 2014 

Narasumberllnforman 

( .................................... ) 
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Fonn.8. Petani 

Pedoman Wawancara Penelitian 

lmplementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program 
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

lnfonnan 

Asal Instansi 

Peneliti 

Tanggal/Hari Wawancara 

No. p aan Jawaban 
l. I Bagaimanakah Kebiiakan Ketahanan 

Pangan Daerah di Kabupaten 
. 

Kotawaringin Barat ?. 
2. APakah saudara sebagai petani 

Mend ketahanan 
PanJZan daerah terutama program P2BN 

3. Apakah kondisi sosial ekonomi 
masvarakat dan tehnologi men-
dukunl! program P2BN? 

4. Bal!aimana komitmen pejabat/ 
Pemerintah ter Program 
P2BN? 

s Ba l pandangan anda 
terhadap Program Ketahanan 

, pangan Daerah dan Program P2BN 
yang ada di Kab. Ktw. Barat? 

6. Dalam ..... Jaksanaan program 
ketahanan pangan daerah 
apakah pemerintah daerah sudah 
cuk:up memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil 
maupun waktu? 

7. Dalam melaksanakan program 
\-···-··············· ----

Ketahaniiil-Pangan Daerah dan 
----·-

Prol!lam P2BN apakah sudah dilaku-
kan koordinasi baik antar kabupaten, 
dan Desa? (apabila YA) berapa 
kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi 
dilaksanakan dan apa basil 
koordinasi tersebut 
.Antara Desa dan masyarakat 
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8. Dalam melaksanakan program 
Ketahanan Pangan dan 
P2BN diantara ketiga lembaga 
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan 
BPTP apakah sudah ada keterpaduan 
Program (apabila SUDAH) berikan 
Alasannya 

9. Apakah Tugas - tugas yang dibeban 
kan pada masing- masing instansi 
sudah terperinci secara tepat ? 

10. Apakah Saudara memahami 
maksud dan tuiuan dari Program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN ? 

11. Menurut Saudara apakah tujuan 
dan sasaran program tersebut 
jelas? 

12. Sebagai bagian darijlClaksana 
Pro111am saudarame-
n.getahui tllgas - tllgas saudara 
secara rinci ? 

14. Dalam menjalankan _prograiii_ 
apakah sudah ada SOP ?. 

15. Apakah ada manfaat dari Program 
Ketahanan Pangan Daerah dan 
Program P2BN bagi masyarakat 
(Apabila ADA) sebutkan manfaat 
yang didapat masyarakat dari 
Program tersebut . 
Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program 
P2BN faktor- faktor aEa saja yang 

~·-····--···· 

Dapat menghambat pelaksanaan 
program tersebut (Sebutkan) 
Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program 
P2BN faktor- faktor apa saja yang 
Dapat mendorong pelaksanaan 
program tersebut (Sebutkan) 

Pangkalan Bun, ............................... 2014 

Narasumberllnforman 

( ........................................................ ) 
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Lampiran2 

Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
L Nama : lr. H. Ahmad Yadi 
2. Pekeljaan/Jabatan : Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 
3. Instasi!Lembaga : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
4. Tanggal Wawancara: 4 Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 

l. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di 
Kabupaten Kobar ? 

Terkait dengan kebijakan ketabanan pangan daerah pada tahun 2016 nanti 
minimal 70 % dari kebutuhan daerah mampu dipenuhi dari produksi 
daerah, saat ini 45 % sudab bisa dipenubi sudab barang tentu kegiatan 
intensifikasi, ekstensifikasi perluasan areal termasuk juga kegiatan 
bagaimana mempertahankan laban laban supaya tidak alih fungsi tentu 
tetap kita lakukan. 

2. Bagaimana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten 
Kotawaringin Barat ? 

Sebagaimana yang saya sampaikan dimana pada tahun 2016 nanti 
minimal 70 % dari kebutuban beras bisa dipenubi dari produksi daerah 
sendiri pemerintah juga fokus dalam kaitan memdukung kegiatan itu 
karena itu maka semua instansi yang terkait masalab pengembangan 
pertanian tanaman pangan khususnya padi ini tentu harapan kita semua 
saling mendukung ada kebersamaan ada sinkronisasi ada harmonisasi ada 
sinergi kegiatannya kaitannya dengan itu terutama masalab penyediaan 
air dari dinas PU, Penyuluban dari KP2KP dan penelitian dengan 
lembaga BPTP. 

2 Dalam memenubi kebutuban beras daerab kebijakan apa yang telab 
dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat ?. 
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Kotawaringin 
Barat Kebijakan yang telah dilaksanakan salah satunya adalah P2BN 
dan ini sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan kerja antar 
lembaga teknis Penyuluhan dan penelitian dan pengembangan dalam 
rangka mendukung P2BN memang dalam implementasinya belurn 
optimal betul kita sadar betul dukungan penyuluhan yang sangat 
dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam 
peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan 
teknologi di tingkat lapangan. 

3 Menurut Bapak Bagaimana peran ketiga lembaga tersebut dalam program 
P2BN? 

Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara lembaga 
terkait seperti yang diatur oleh permentan perlu lebih disinkronkan 
diharmoniskan sehingga antar lembaga yang satu dengan yang lain saling 
mendukung, karena bagaimanpun dalam membangun pertanian tidak 
mungkin dinas pertanian bekeija sendiri perlu dukungan dari semua 
stakeholder mulai dari hulu sampru hilimya memang dukungan 
pemerintah daerah terkait P2BN cukup besar kita bisa lihat dari kegiatan-
kegiatan termasuk alokasi an . yang tersedia P2BN. 

4 Bagaimana menurut bapak keterpaduan antar lembaga terkait. 

Keterkaitan masalah keterpaduan antar lembaga terkait dengan masalah 
p2bn distanak punya program kemudian tehnologinya ada ternan - ternan 
dari BPTP dalam membina mengerakan petani menerapkan tehnologi 
termasuk sarana penyuluhan pendampingan /pengawalan dilaksanakan 
ternan ternan dari Kp2KP dan sudah ada SK nya. Adanya penunjukan 
terhadap penyuluh dan penyuluh yang mendampingi di tingkat lapangan 
hanya memang kita akui karena penyuluh sekarang tidak bertempat di 
desa jadi yang masih kita rasakan masih kurang/tidak efektif. 

S Bagaimana Dukungan masyarakat terhadap program P2BN ? 

Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat dari 
peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya ini 
sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperlukan. 

6. Kalau Menurut bapak bagaimana komitmen dan konsistensi program 
P2BN? 
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Dalam membangun sesuatu perlu ada kornitrnen bersama termasuk harus 
konsisten terhadap komitrnen itu tujuan itu bagaimana rneningkatkan 
produksi pertani.an khususnya diberas ini namum tidal bisa sek.al.igus 
meningkatkan pendapatan petani, ketepatan alokasi sumber dana 
keterkaitan p2bn seperti yang kita rasakan bahwa dukungan belum bisa 
optimal karena bantuan banya berupa benilt, kemudian sekolalt lapang, 
sebetulnya kita kita ingin berhasil dengan baik pada saat kondisi 
masyarakat kita yang serba terbatas kemampuannya termasuk 
permodalan dan akses untuk mendapatkan modal seyognyanya bisa 
dibantu secara penuh pada tahap awal berikutnya mungkin bisa dibantu 
seperlunya. 
Kornitmen pejabat semua pejabat di kobar mendukung program ini 
bahwa kornitrnen kita ingin bahwa sasaran yang telah kita sepakati dalam 
renstra bisa tercapai di tahun 2016 minimal 70% tadi. 

7. Bagaimana Dukungan Antar lembaga teknis dalam P2BN? 

Kebijakan P2BN semua daerah mendukung, keterkaitan dengan P2BN ini 
sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan keija antar lembaga 
telrnis Penyuluhan dan penelitian memang dalam irnplernentasinya 
belum optimal betul kita sadar betul dukungan penyuluhan yang sangat 
dibutuhkan dalam kaitan pernbangunan pertanian khususnya dalam 
peningkatan sdrn dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan 
teknologi di tingkat lapangan. 

8. Terkait dengan masalah prilaku masyarakat bagaimana kebijakan P2BN 
dilaksanakan ? 

Masalah prilaku erat kaitannya dengan masalah sdrn yang ada di lapangan 
yang menyangkut pelaku utama dalam pembangunan pertanian itu sendiri 
dalam kaitan dengan pernbinaan bimbingan, penyuluhan sangta 
diperlukan kita sadari betul bahwa masyarakat kita sifatnya tradisional 
kemudian pksnya, pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, masih sangat 
rendah termassuk masalah kelernbagaannya masih belum bisa berfungsi 
dengan baik. lni semua tentu perlu lebih kita tingkatkan lagi karena 
bagaimanapun aspek sumberdaya manusia inilah yang menentukan 
dalam melaksanakan pembangunan hampir di semua sektor termasuk 
dibidang pertanian. 

9. Lalu bagaimana pak dukungan publik temadap kebijakan ketahanan 
Pangan daerah? 

Keterkaitan dengan dukungan publik saya kira semua respon cukup 
positif cukup baik karena masyarakat sangat berharap bahwa suatu saat 
kita bisa swasembada kita ingin bahwa masyarakat yang sebagaian besar 
adalah petani dan petani miskin akan terangkat taraf kehidupannya, 
terangkatmartabatn_y_a ini y!lllg_ kita inginkan. Kemudian dukungan publik 
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baik dari media masa Ism dan lain sebagainya lebih intens dalam kaitan 
membeck up masalah ini ini termasuk menyoroti masalah p2bn ini. 

10. Menurut bapak Apakah kondisi sosial ekonomi mendukung kebijakan ? 

Komiisi oosial d:mrorni rnasyaratat dan tefuroklgi y<mg diOmr.pkart adalan 
sebenarnya adalah tehnologi yang spesifik lokasi yang cocok untuk lokasi 
itu sendiri dan ini ditemukan pada kegiatan sekolah lapang jadi tehnologi 
yang bisa ditempkan oleh petani setempat berswnber dari alam dan 
manusia setempat. 

II, Apakah ada hieraki hubungan antara pusat, propinsi sampai ke desa?. 

Terka.it denf,an ~ antar lemb~ antar kabupaten kemndian tadi 
,kapupaten dengan propinsi dengan pusat yang selama ini kadang kadang 
terjadi mis komunikasi seringkali benih datang tidak tepat waktu, 
k&daaglatla klllllitasnra belum seOagaimana ''aUg kita llacapkan, rang 
kita liat makanya terakhir ini ada mekanisme yang berubah dimana 
benih tidak diberikan secara Cuma - Cuma tetapi benih diberikan secara 
subsidi dan ini pedu proses mulai tingkat }apangan mulai penyusunan 
RUK!RDKK perlu proses lebih panjang ini kita berharap bisa diperbaiki 
kedepan sehingga kebutuhan sarana produksi khususnya benih bisa tepat 
waktu di tingkat lapangan karena kita tabu bahwa tanaman pangan 
khususnya padi bersifat musiman tidak setiap saat bisa kita tanaman 
karena memang kondisi pengairan masih sangat terbatas. 

12. Bagaimana pak peran masing - masing stakeholder ? . 

Kita harapkan kegiatan pendampingan sl /sekolah lapang laboratoriwn 
lapang yang dilakukan secara rutin di tingkat lapangan dalam jangka 
walctu tertentu mulai dari awal persiapan sampai panen bisa dilakukan 
dan didampingi sekaligus oleh ternan ternan penyuluh. 

13, Kalau pembagian tugas antara stoke holder bagaimana ? apakah sudah 
ada? 

Dalam pembagian tugas masing masing harus jelas siapa melakukan apa 
sudah ada dalam pelaksanaan nya kadang - kadang masih belum bisa 
sebagaimana yang kita harapkan. SOP dan lain sebaginya saya kira 
sudab Jengkap petunjukipedoman juknis sudab ada. 

14. Kegiatan P2BN manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat? 
Kegiatan P2BN ada manfaatnya bagi masyarakat termasuk bagi daerah 
kenapa dUkungan pemerintah pusat juga cukup besar makanya kita juga 
terbantu, kita bisa melihat bahwa dengan adanya bantuan- bantuan yang 
diberikan sebagai stimulan merangsang memotivasi masyarakat untuk 
bisa lebih bersemangat untuk melasanakan kegiatan peningkatan produksi 
khususnya padi. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 170 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

15. Faktor- Faktor kendala apa yang mempengaruhi kebijakan tersebut? 

Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani kita 
sdmnya masih lemah, kemampuan ekonominya masih lemah, 
kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan 
yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, Jokasinya 
terpencar pencar, kualitas lahan yang cukup rendah, kondisi - kondisi 
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi 
alarnnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita 
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan kegiatan 
yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan - bantuan stimulan, ada 
perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan pengawalan ada 
kegiatan penyuluhan dan ini kita lakukan ada kegiatan pengkajian 
bersama - sarna oleh BPTP dalam menemukan tehnologi yang spesifik 
lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini yang kita 
lakukan dan banyak lagi pada inti faktor yang menghambat ini kalau kita 
rnengatasi bersama sama secara perlahan akan bisa teratasi . kalau bicara 
masalah hambatan sangat kompleklah kalau dipertanian tetapi itulah 
tugas kita bersama kalau tidak ada masalah dibidang pertanian dalam 
produksi beras tidak perlu ada p2bn. 

16, Untuk faktor pendorong, faktor- faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi kebijakan tersebut ? 

Fator pendorong yang sangat utama adalah kita punya potensi 
sumberdaya alam, yang kedua beras ini makanan pokok setiap orang 
memerlukannya setiap waktu memerlukannya dan kebutuhan yang tidak 
bisa ditunda - tunda yang merupakan kebutuhan hak azasi seseorang. 
Yang kita coba lakukan hanya memang yang dirasakan oleh masyarakat 
kita bahwa bertani padi merupakan komoditas yang kurang begitu 
menguntungkan karena nilai jualnya termasuk rendah sementara nilai 
harga beras tidak terlalu signifikan naik sementara harga harga sarana 
produksi sangat melambung.sehingga cost biaya itu tidak seiring dengan 
naiknya pendapatan petani /pengahasilan kita . memang kita akui ada 
beberapa lokasi yang teljadi alih fungsi lahan kenapa karena memang ada 
persaingan antar komoditas sangat teljadi ditingkat lapangan dan 
komoditas tertentu lebih menguntungkan daripada padi. 
Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini 
yang membuat bertahan untuk menanarn padi .disamping juga fasilitasi 
yang disiapkan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka 
memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan 
/sangat diperlukanoleh masyarakat kita. 
Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini 
yang membuat bertahan untuk menanam padi .disamping juga fasilitasi 
yang disiapkan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka 
memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan 
/sangat diperlukanoleh masyarakat kita. 
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A. Identitas Responden 
l. Nama 
2. Pekeijaan/Jabatan 

Pangan 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Transkrip Wawancara 

: Ir. Abed Nego, M.Si 
: Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan 

3. Instasi!Lembaga : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 
4. Tanggal Wawancara: 7 Maret2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 

I. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di 
Kabupaten Kobar ? 

Dasar dari Kebijakan Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat adalah Kebijakan Umum Ketahanan Pangan yang menjadi acuan 
common flat form bagi para stakeholder mulai dari instansi pemerintah, 
sektor swasta, BUMN, Perguruan Tunggi, Petani, Nelayan, industri 
pengolahan, perdagangan, penyedia jasa lain dan masyarakat umum dalam 
perannya dan upayanya untuk memberikan berkontribusi yang optimal 
untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga yang kedua pemerintah 
membuat acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk membangun sinergi, integritas, dan koordinasi sehingga paling tidak 
kedua lembaga lebih saling mengiformasikan kegiatan yang dilaksanakan 
secara tranparan, akuntable efektif dalam rangka mewujudkan 
goodgovernance (pemerintahan yang baik) secara masimal dalam 
mendukung tujuan ketahanan pangan. 
Yang menjadi dasar kebijakan ada banyak landasan hukum UU. 7 diganti 
UU 18 tahun 2012, PP 68 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur 
yang isinya mencakup empat aspek ketersedian Pangan, cadangan pangan, 
penganekaraman pangan, pencegahan dan penangulangan masalah - masalah 
pangan, keempat aspek ini bagaimana memproses supaya empat aspek ya 
sebagaian yang tadi ada P2BN ada PP 22 ada perpres no 68 untuk 
percepatan penganeka ragaman pangan ada buku kebijakan umum ketahanan 
pangan, sejuta hektar. 
Renja, RPJM, Rencana Keija, Permentan 45 bagaimana kita bekeija tetapi 
menurut saya ada yang kurang pas, ada sistem ini yang kebijakan 
pemerintah ini masih belum mengena antara pelaku, yang menurut saya 
belum - belum berjalan dengan baik, karena mereka hanya menyuruh 
menerapkan kita di daerah hanya disuruh menerapkan ini lho aturannya, ini 
loh aturanya tetapi pelaku (petani) tidak kita pikirkan nasibnya pendapatan 
tidak pernah dipikirkan pendapatan dibawah UMR, menanam padi resiko 
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tinggi tapi setelah gaga! tidak diperhatikan sehingga dia bcralih, ngapain 
mungkin menanam padi hanya pilihan terakhir saja sehingga yang tua - tua 
yang mengambil fak.tanya. 

2. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam kebijakan ketahanan Pangan 
? 

Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling 
koordinasi yaitu petemakan dengan pertanian dan penyuluhan, belwn 
dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah yang 
dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh bupati 
belwn serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan, pemahkah bupati 
memimpin, pemahkah bupati mengundang dinas instasi terkait dinas 
perkebunan., dinas perdagangan dinas yang lain untuk duduk bersama dalam 
satu wadah supaya kita membangun ketahanan pangan . artinya komitmen 
dan pemahanan pemerintah daerah rendah. 

2 Menurut bapak bagaimana pecan lembaga -lembaga teknis dalam kebijakan 
ketahanan pangan di kabupaten Kotawaringin Barat ?. 

Dikebijakan ketahanan pangan, akibat kebijakan ini ada kebijakan kebijakan 
yang sudah dibuat dalam uu seperti subsidi, resi gudang tidak berjalan, 
petani hanya diperankan sebagai obyek yang diperas aja itu, tidak 
diperankan sebagai subyek setelah dia rugi, kedua komoditas yang 
serahkan/diambil oleh petani padi mempunyai nilai harapan rendah dengan 
resiko tinggi, resiko gaga! bencana alam secangan HPT, apa yang lain punya 
pecan untuk menangani itu, tidak pemah mendapat perhatian bagaimana 
yang lain ada BPTP, tidak pemah melakukan pengkajian artinya pecan 
semuanya ( ketiga lembaga), lemah, tidak ada evaluasi kebijakan/program 
secara berkelanjutan. Peran masing masing lembaga sangat lemah. 

3 Menurut Bapak bagaimana keterkaitan dengan kebijakan ketahanan. pangan 
dari sisi ketersediaan melalui Program P2BN ? 

Program P2BN kurang tepat dengan kondisi daerah karena program 
digeneralisir dari pusat. Kurangnya sinergi antar lembaga, koordinasi kurang 
antar pelaksana. Dari sisi penganekaragaman pangan masih baru slogan, 
kalau pun ada sangat kecil, baru dalam bentuk model. 

4 Bagaimana menurut bapak ketezpaduan antar lembaga terkait. 

Dari kebijakan P2BN, dinas sudah merencanakan 70 % dari kebutuhan 
tercukupi dari produksi sendiri, seharusnya masing - masing lembaga 
menerapkan tugas masing - masing, seperti BPTP bagaimana tehnologinya, 
kemudian tugas penyuluhan yang menyampaikan tehnologi akan tetapi 
walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan tersebut, 
karena nilai harapan rendah, Sasaran kurang respon karena membangun itu 
take and give dimana antara pengambil kebijakan dan pelaku sasaran tidak 
saling menguntungkan maka sasaran kurang respon. Sehingga penerapan 
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kebijakan tidak perlu dipaksakan. Karena daerah hanya menjalankan 
program dari pusat tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan kesejahteraan 
petani, seharusnya ada subsidi produksi untuk menjamin petani dapat 
sejahtera.sehingga program ini merupakan program pemiskinan.agar 
kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai protensi 
adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan , tetapi untuk ktw. 
Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya 
keterpaduan atar lembaga kurang. Karena daerah hanya menerima program 
dari pusat tetapi intinya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah 
dipikirkan. 

5 Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam program P2BN ? 

Koordinasi , integritas mulai dari pusat sampai ke daerah sangat lemah. 
Kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, budaya menanam padi 
masih ada akan tetapi apabila petani menjalankan kebijakan p2bn kebutuhan 
dasar mereka tidak tercukupi. Iklim juga bisa menghambat, daya tarik 
budidaya padi rendah karena nilai harapan rendah sehingga petani padi 
seluruh indonesia tetap miskin danjumlah petani semakin berkurang. Karena 
sarana prasarana kita yang kurang mendukung. Kebijakan ketahanan pangan 
merupakan , aturan /payung hukum lengkap tetapi pelak.<:~~naannya tidak 
mudah karena nilai harapannya rendah.faktor yang bisa mendorong adalah 
nilai harapan.Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat 
dari peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya 
ini sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperlukan. 
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Trnnskrip Wawancara 

A. Identitas Responden 

1. Nama : lr. M. Babriwan 
2. Peketjaan/Jabatan : Kepala Desa 
J. Instasi!Lembaga : Kantor Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama 

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 

1. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten 
Kobar? 

Kalau setahu saya pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk 
meningkatkan ketahanan pangan namun, disatu sisi pemerintah punya 
komitmen namun dalam peijalanannya masih belum beijalan secara optimal. 
pemerintah kurnng serius kalau memang serius kenapa tidak dimaksimalkan 
yang ada ini dulu tidak perlu membuka laban baru. 

2. Bagaimana prilaku masyarakat terhadap kebijakan ketahanan Pangan ? 

Dari segi masyarakat prilaku masyarakat di desa rungun menanggapi program 
ketahanan pangan sangat positif, artinya mereka berkeiginan bahwa 
walaupun sekarang belum bisa optimal namun kedepan suatu saat bisa 
swasembada. Dan kedepan mereka juga mememikirkan kedepan juga ada 
cadangan !alum untuk tanaman pangan mereka juga berupaya bagaimana 
menjadikan !alum sawah. 

3. Menurut Bapak bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan 
ketahanan pangan?. 

Komitmen pejabat ada tetapi tingkat keseriusannya kurnng, kalau memang 
serius tidak perlu membuka laban baru lebih baik memaksimalkan potensi -
potensi yang ada sampai dimana tingkat keberhasilannya, sehingga petani 
dapat berharap dari penghasilan budidaya padi . kalau memang pemerintah 
itu serius jangan petani disuruh memimjam uang ke bank seperti KUT, 
sebaiknya uangnya diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau 
peijanjian, jangan sampai petani dibebani dengan program ini kalau memang 
petani tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau 
banya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses permodalan di 
bank terlalu jauh dan memakan biaya ya petani tidak mampu untuk 
melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan karena resiko 
sangat besar dan sarnna yang disediakan pemerintah masih sangat minim 
hanya berupa benih dan kadang kadang hanya pupuk seadanya. 
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4. Menurut bapak bagaimana konsistensi dan keterpaduan program dari 
kebijakan ini ? 

Kosistensi dan kejelasan dari tujuan kebijakan masih diragukan disatu sisi 
pWiya komilmen cwna disisi lain sekarnng aja baru berjalan dan berjalan aja 
lambat. Dan bisa kita lihat laban - laban yang sudah dibuka belum bisa 
dimaksimalkan itulah yang menWijukan bahwa Keterpaduan antara lembaga, 
sebetulnya program ketiga lembaga sudah ada namWI dalam pelaksanaannya 
masih sulit karena yang ada baru sarana prasarana walaupWI belum sempurna 
seharusnya dari pihak penyuluban bisa memberikan pendampingan kepada 
petani bagaimana memanfaatkan laban tersebut dan dari pihak BPTP bisa 
menciptakan tehnologi bagaimana laban tersebut bisa optimal. 

5. Bagaimana menurut bapak dengan adanya program P2BN ? 

Program itu datangnya dari pusat pada awalnya serius dibicarakan tetapi 
sekarang kurang dibicarakan, apabila program tersebut terus dibicarakan 
paling tidak petani terus berupaya Wituk meningkatkan usaha dalam 
peningkatan produksi beras tersebut. Seharusnya kebijakan pemerintah tetap 
menjadi prioritas bagaimana bisa surplus beras kalau dana anggarannya tidak 
pernah dipikirkan. Kalau memang serius banyak dana dari dinas pertanian 
yang masuk ke desa untuk membangun pertanian terutama untuk 
meningkatkan produksi beras itu sendiri. Alokasi dana kurang artinya 
pemerintah pWiya komitmen tetapi hanya setengah setengah, mWigkin juga 
ada pengaruh politik kali, kalau peningkatan produksi beras surplus kan tidak 
perlu impor. 

l--::------l-c;::-;--c;-;-----:==:-:--;-:-;---,------,-----------;:-;--,-------------;------;-;------ ---
6. Di dalam P2BN ada tiga lembaga yang terkait langSWig yaitu dinas, 

penyuluhan dan penelitian bagaimana peran ketiga lembaga tersebut ? 

Tugas masing masing pelaksana memang sudah ada namun tingkat keseriusan 
pemerintah memang kurang jadi bagaimana kita bisa menjalankan tugas 
tersebut kalau pemerintah sendiri tidak serius seharusnya ada peningkatan 
jumlah anggaran yang dikucurkan agar pelaksana bisa menjalankan tugasnya. 
Apabila program pemerintah itu betul betul dijalankan dengan serius saya 
yakin manfaat besar akan dirasakan oleh masyarakat. Dimana tidak semua 
masyarakat punya kebun kalau pemerintah serius sehingga akan memberikan 
peluang bagi masayarakat Wituk berusaha dalam budidaya padi jadi 
masyarakat yang tidak punya penghasilan dari kebun akan mendapatkan 
penghasilan dari pertanian. 

7. Menurut Bapak apa kendala yang mempengaruhi kebijakan Peningkatan 
Produksi beras kurang berhasil ? . 
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Kendala utama adalah karena ketidakseriusan pemerintah dalam program ini 
karena sebenamya masyarakat sudah terbiasa dalam bertani namun kita 
kesulitan bagaimana menyadarkan masyarakat benar benar menjadi petani 
kalau dari hasil ini tidak menjanjikan. Sebagai eontoh masyarakat mempunyai 
laban segini dapat meemberikan jaminan hidup. Ditambah lagi dengan 
permodalan petani yang terbatas sehingga bertanam padi kadang dipupuk 
kadang tidak sehingga usaha tani padi hanya menjadi sampingan bukan 
sebagai mata pencaharian pokok. Petani hanya berpikir mennaman padi agar 
bagaimana memenuhi keeukupan pangan untuk keluarga dalam setahun, 
bukan untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan lainnya Sehingga 
petanipun tidak serius dalam usaha dibidang padi. 

8. Faktor- faktor apa yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan ketahanan 
pangan terutama dari sisi ketersediaan dalam program P2BN ? 

Untuk mendorong keberhasilan dalam kebijakan peningkatan produksi beras 
karena potensi di Kotawaringin Barat cukup tinggal bagaimana pemerintah 
bisa memaksimalkan program program terse but. Kalau memang bisa 
maksimal petani yang selama ini tidak tergiur dalam budidaya padi akan 
tergiur untuk berusaha tani padi. 

9. Bagaimana peran kepala desa ter tan produksi beras pak?. 

Sebetulnya dari sisi pasar masih banyak peluang. Desa tidak pemah 
memfasilitasi petani untuk rembug dan lain sebagainya akan tetapi desa hanya 
di undang pada saat petani/poktan mengadakan pertemuan dan disitulah kita 
bisa menyampaikan apa yang harus kita perbuat. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 

1. Nama : Y an Arifin 
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa 

3. Instasi!Lembaga : Kantor Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan 

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancarn 

No Pertanyaan/Jawaban 
I. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ? 

Menurut pendapat kami bahwa ketahanan pangan di kotawaringin barat ini sudah 
cukup baik tinggal bagaimana koordinasi secara keseluruhan sehingga sasaran lebih 
tepat. Dimana kendala k:ita disini adalah curah hujan kadang berlebihan. 

2. Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana penerapan Program P2BN ? 

Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan karena dilapangan yang 
dihadapi oleh petani adalah kondisi alam kondisi lahan yang marjinal sehingga perlu 
ada bimbingan yang serius dari bidang teknologi dan penyuluhan. 

3. Dalam Program P2BN ada tiga lembaga yang berperan bagaimana menurut bapak 
peran ketiga lembaga tersebut ?. 

Peran ketiga komponen ini sebenarnya sudah bagus tinggal bagimana kita mengatasi 
benturan dengan musim yang tidak menentu sehinngga sulit untuk menyesuaikan 
dengan musim. 

4. Menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat dengan kebijakan ketabanan 
pangan?. 

Sebetulnya masyarakat semangat sekali mereka berharap seperti dijawa minimal 
mereka tida perlu memebeli beras syukur - syukur mereka bisa memneri kontribusi 
kepada daerah kotawaringin barat dalam penyediaan beras. 

5. Apa kendala- kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan P2BN ? 

Prilaku masyarakat dalam menerapkan program sebenarnya tidak sulit karena rata -
rata pendukduk nata i raya berasa1 dari jawa yang sudah terbiasa bertani yang menjadi 
kendala adalah musim sedangkan irigasi kita yang kurang maksimal sehingga pada 
saat hujan kebanjiran dan pada saat kemarau kekeringan tidak bisa diatur 
pengairannya.dari tujuan sebetulnya jelas aja hanya kendala terpaku di musim aja. 
Peningkatan produksi beras ini bisa menjadi program. 
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Tmnskrip Wawancara 

A. Identitas Responden 

l. Nama : Waijoko 

2. Pekerjaan/Jabatan 

3. Instasi/Lembaga 

Pangkalan Banteng 

: Kepala Desa 

: Kantor Desa Berambai Makmur Kecamatan 

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan!Jawaban 
1. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program 

P2BN di Kabupaten Kobar ? 

Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat memang sudah dicanangkan 
dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana dari Tingkat Kabupaten sampai ke 
desa dan sudab pemab melakukan rakor P2BN pada tabap awalnya namun 
hingga saat ini tidak ada tindak lanjut pembinaan program P2BN. 

2. Apa kegiatan - kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN untuk 
mendukung Ketahanan Pangan Daerah ? . 

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yang pertama pembukaan laban itu , sarana 
dan prasarana irigasi sudah pendukungnya sudah sebetulnya pengadaan bibit 
sudah hanya kendala penyakit yang belum bisa diatasi karena pemn popt tidak 
maksimal dan tidak jalan. Sedangkan pembinaan dari penyuluh masih kumng, 
petani sangat berbarap selalu ada pembinaan terns menerus, sehingga program 
harus berkelanjutan. 

3. Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana seharusnya penerapan Program 
P2BN? 

Program P2BN seharusnya begitu dicanangkan terns dilakukan pembinaan, 
pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi dari pada dicanangkan kemudian 
ditinggalkan atau dipantau lewat HP kan sekarang modelnya begitu sehingga 
program ini tidak jalan, sebenamya komunikasi HP ini sangat menolong tetapi 
ketidakhadimn petugas membuat masyarakat lengab terhadap pelaksanaan 
program. Sedangkan kehadiran penyuluh tidak rutin setiap hari oleh karena itu 
desa sudah menyiapkan laban untuk lokasi balai penyuluhan desa sehingga 
kedepan diharapkan kehadiran penyuluh bisa rutin artinya siap untuk 
menyediakan fasilitas untuk menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh 
berada di tempat maka petani mudah untuk mengakses tehnologi tidak perlu 
harus ke kecamatan atau ke kabupaten. 
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4. Apa kendala- kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?. 

f---+-=----c-------···--.,-·-:-------;;--------;;--:-;---,·----·-; 
Untuk berambai makmur kendala utama adalah pada pasca panen yang kurang 
maksimal sehingga basil dari berambai makmur kurang diminati konswnen 
karena kualitas berasnya rendah, sehingga dalam berusaba tani padi petani 
berambai makmur hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak 
berorientasi pada skala bisnis/usaha sehingga apabila sekali tanam diperkirakan 
sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam setahun ya sudah tidak mau 
menanam lagi di musim berikutnya sehingga mereka nyantai nyatai saja rata -
rata mereka seperti itu pemikirannya, apabila hasil produksi mereka bisa masuk 
ke pasar dan petani sudah mengenyam pasar saya kira petani lebih termotivasi, 
sementara ini yang bisa membeli basil padi dari berambai makmur hanya orang
orang kecamatan. 

5. Bagaimana Mekanisme Kerja Tim Pelaksana P2BN ? 

Mekanisme keija Program P2BN yang beijenjang mulai dari Kabupaten 
kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila salah satu unsur 
tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak fokus tidak pernah memberi 
motivasi ya petani kurang semangat Dari masing masing sebetulnya sudah ada 
tugasnya masing- masing tetapi apbila ini tidakjalan ya masak kades yang harus 
hendel semua. Artinya pembagian tugas yang sudah dibuat tidak dilaksanakan 
sepenuhnya apabila hal itu dilaksanakan saya yakin tingkat keberbasilan akan 
lebih tinggi dalam mendukung ketahanan pangan, kami berharap pada tahun 
2015 12016 berambai makmur bisa meningkatkan produksi karena sudah ada 
tambahan lahan baru yang sudah dibuka oleh dinas, fasilitas sarana prasarana 
memang sudah cukup namun rnasih ada kekurangan disana sini terutama pada 
lahan sawah yang baru. 

6. Menurut Bapak apakah kondisi ekonomi masyarakat dapat mendukung Program 
P2BN? 

Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat sangat mendukung karena disamping 
berusaha tani padi rata - rata masyarakat berusaha juga di bidang perkebunan 
dan saat ini sudah mengasilkan sehingga kebutuhan - kebutuhan yang lain bisa 
tercukupi dari basil perkebunan dan kedepan masyarakat lebih fokus dalam 
berusaha tani padi. 

7. Terkait dengan pelaksanaan P2BN bapak sebagai anggota tim apakah tugas
tugas tim sudah dirinci ? 

Dengan adanya program P2bn yang sudah dirinci tugas - tugasnya yang pada 
akhimya tugas tersebut tertumpu pada petani kan muaranya tugas tersebut ada 
pada petani dan kucinya pada petani, faktor pendukung adalah petani, potensi 
maksimal. Biarpun sarana baru 50 % tersedia tinggal tingkat pemikiran petani 
untuk mensiasati alam karena rata rata sawah disini tadah hujan. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
l. Nama : Yatno 
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KlNA 
3. Instasi!Lembaga : KlNA Kecamatan Pangkalan Banteng 

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 
B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 
l. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam 

program P2BN di Kabupaten Kobar ? 

Program P2BN dikecamatan Pangkalan banteng kalau hanya dilaksanakan 
SL sebetulnya kurang masimal karena kendala yang utama adalah 
bagaimana petani mengatasi harna penyakit. Karena umur padi tidak terlalu 
panjang sehingga harus ada tindakan yang cepat untuk mengatasi hal 
tersebut, sehingga kehadiran pengamat hama sangat diperlukan untuk 
membina petani dalam mengatasi hama penyakit tersebut. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 

1. Nama : Sadilan 
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Tani 
J. lnstasi!Lcmbaga : Kelompok Tani Desa Benunbai Makmur Kec. 

Pangkalan Banteng 

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 
1. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam 

program P2BN di Kabupaten Kobar ? 

Kalau program P2BN saya tidak mengerti, tetapi kalau SLPTI saya tabu 
karena tidak pernah ada penjelasan tentang Program P2BN, hanya ada 
penjelasan bahwa kita menanam padi untuk mendukung produksi be.ras 
untuk kotawaringin barat. 

2. Apa kegiatan - kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN 
untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ? . 

Program Ketahanan pangan khususnya produksi beras ada manfaatnya 
karena manusia yang diperlukan adalah pangan hal ini sangat dirasakan oleh 
petani karena karena dengan adanya program ini petani dapat bantuan sarana 
produksi sehingga petani tidak perlu membeli beras bahkan menjual beras, 
kehadiran tehnologi sangat dirasakan oleh petani, sehingga program ini 
sangat dirasakan oleh petani. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 

I. Nama : Suprapti 

2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan 
3. Instasi!Lembaga : PPL Desa Bumiluujo Kec. Kumai 
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil W awancara 

No Pertanyaan/Jawaban 
I. Menurut ibu sebagai penyuluh apa yang ibu ketahui tentang kebijakan 

Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN d.i Kabupaten Kobar ? 

Saya tidak /kurang mengetahui masalah kebijakan ketahanan pangan daerah 
kabupaten kotawaringin barat, yang saya tahu adalah program P2BN d.imana 
program tersebut sangat mendapJ.lt dnkungan publik terutama petani 
diwilayah desa pangkalan satu . 

2. Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan 
Pangan Daerah ? . 

Menurut saya program P2BN dalam pelaksanaannya pemerintah kurang 
mengalokasikan sumberdaya baik dana maupun personil. 

3. Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah ibu tahun tugas - tugas ibu 
dan bagaimana ibu melaksanakan tugas tersebut ?. 
Dalam pelaksanaan program P2BN tugas - tugas suda terinci seperti yang 
sudah tertuang dalam SK Bupati tentang P2BN namun belum ada SOP 
sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota tim 
pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas - tugas yang diberikan baru 
sebagaian yang sudah dilal<sanal<an misal dalam hal penyusunan 
RUKIRDKK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifik lokasi, 
memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan dan 
informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum dilaksanakan. 

4. Apa kendala- kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?. 

Hal hal yang menghambat pelaksanaan program adalah bahwa dalam 
penyediaan sarana produksi tidak tepat waktu sehingga akan menghambat 
pelaksanaan program. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
l. Nama : Jumaroo, SPKP 
2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan 
J. Instasi/Lembaga : PPL Desa PangkaJan Satu Kec. Kumai 
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan!Jawaban 
l. Menurut bapak sebagai penyuluh apa yang bapak ketahui tentang 

kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ? 

Dalam Kebijakan ketahanan pangan daerah, kami sebagai penyuluh saya 
mengtahui program tersebut dengan digulirkannya beberapa program 
antara Jain SLPIT Padi, SRI, Pencetakan sawah, optimasi dan lain -lain. 

2. Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan 
Pangan Daerah ? . 

Dalam mendukung ketahanan pangan daerah bahwa program P2BN 
merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat 
Kabuppaten Kotawaringin Barat rnaupun secara nasional namun dalam 
pelaksanaan program pemda masih kurang optimal dalam alokasi dana, 
wak ytu personil. 

J. Sebagai anggota tim Pelaksa.na P2BN apakah saudara tabu tujuan dari 
Program P2BN ?. 
Sedangkan tujuan dari program tersebut sudah jelas yaitu untuk 
mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan secara nasional 
namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
1. Nama : Tulus Widodo, SPKP 

2. Pekerjaan!Jabatan : Koordinator BPP/Mantri Tani 
3. Instasi!Lembaga : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan 

Lada 
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanvaan/Jawaban 
1. Menurut bapak: sebagai penyuluh apa yang bapak: ketabui tentang 

kebijakan Ketahanan di Kabnpaten Kobar ? 

Sedangkan diantara ketiga Iembaga tersebut dalam pelaksanaan program 
dalam aplikasinya belum maksimal baik dari segi alokasi sumber dana 
waktu maupun personil. ada sinkronisasi antar lembaga terkait serta secara 
ekonomi masyarakat kurang mendukung. 

2. Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketabanan 
Pangan Daerab ?. 

3. Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakab saudara tabu tujuan dari 
Program P2BN ?. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
1. Nama : Rinda Rumpel, SPKP 

2. Pekerjaan/Jabatan : Koordinator BPP/Mantri Tani 
3. lnstasi!Lembaga : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan 

Banteng 

4. Tanggal Wawancara: 17 April 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 
1. Menurut bapak bagaimana kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar? 

Kebijakan Ketahanan Panga.n Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
dimana Pemerintah membuat kebijakan dibidang pembagunan pertanian 
untuk mendukung program P2BN, Pemerintah membuat rencana pencapaian 
produksi padi melalui penerapan tehnologi spesifik lokasi, pemerintah 
memberi peluang untuk mengembangkan program P2BN, pemerintah 
memberi arah pembangunan pertanian secara 1uas dengan mencetak sawah 
baru untuk mendukung program P2BN, Pemeintah memberikan biaya dalam 
mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah apakah program 
P2BN sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan 45 tentang tata 
hubungan kerja antar lembaga teknis dalam mendukung P2BN?. 

Pihak Dinas dengan BPTP juga bekerjasama dalam memberikan bimbingan 
kepada dinas didaerah agar usaha tani padi sawah dapat berkembang sesuai 
tehnologi sekarang. Dinas Pertanian dan Petemakan Kebaupaten 
Kotawaringin Barat juga bekerjasama dalam mendampingi Program P2BN 
melalui petugas penyuluh di lapangan untuk mensukseskan program P2BN 
secara berkesinambungan. 

3. Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat Apa 
kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program?. 

Kendala kendala yang dihadapi yaitu : (!) petani masih kurang respon 
dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya 
masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha tani 
padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan dibanding padi 
sa wah. 

4. Menurut Bapak apakah Program P2BN tujuan sudahjelas dan konsisten? 
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Kejelasan dan konsistensi tujuan petani masih kurang respon terhadap usaha 
tani padi sawah karena kelapa sawit dan karet sangat menguntungkan petani. 
Dana untuk usaha tani padi sawah sangat besar dikarenakan sarana produksi 
sangat mahal dan agak sulit diperoleh di tingkat petani. 

5. Kalau Hieraki dan keterpaduan dalam dan antar lembaga pelaksana menurut 
bapak bagaimana?. 

Keterpaduan antara lembaga pelakasana masih kurang sinkron untuk 
membangun sektor pertanian khususnya padi karena di lapangan pencetakan 
sawah baru masih jauh dari apa yang diharapkan petani untuk diolah agar 
siap tanam. 

6. Apakah ada dukungan publik terhadap program P2BN ? 

Dukungan publik masih sangat kurang karena petani sudah bisa menghitung 
untung ruginya dalam berusaha tani padi dan membandingkan dengan usaha 
yang lain. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mendukung program 
karena pendidikan petani masih rendah dan karena berusaha tani padi kurang 
menguntungkan karena masih jauh dari sasaran. daeri berusaha tani padi 
sangat rendah sedangkan tehnologi speifik lokasi masih sulit diterapakan . 

7. Menurut Bapak Apakah kondisi sosial ekonomi dan tehnologi masyarakat 
dapat mendukung program P2BN? 

Di Kecamatan Pangkalan Banteng ini karena masyarakat sudah mempunyai 
penghasilan lain terutama dari kebun maka, masyarakat mau bertanam padi 
namun kalau hanya mengandalkan tanam padi tidak dapat menjamin 
kebutuhan hidup karena bertani padi resiko tinggi dan harga di tekan oleh 
pemerintah sehingga bertani padi sangat tidak mengunnmgkan, sedangkan 
tehnologi yang dikuasai petani sangat rendah. 

8. Kalau komitmen pejabat dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan 
P2BN Bagaimana Pak ? 

Komitmen pejabat terhadap program ketahanan pangan maupun program 
P2BN masih sangat rendah dan belum dilaksanakan sampai tingkat bawah 
sehingga ketepatan alokasi waktu dana masihjauh dari sasaran. 

9. Menurut pandangan anda terhadap program ketahanan pangan daerah dan 
P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat bagaiman ? . 
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Menurut saya ketahanan pangan di kabupatcn kotawaringin barat masih jauh 
dari apa yang dibarapkan petani karena pencetakan sawah masih setcngah 
setengah, sehingga petani masih harus banyak. mengeluatkan biaya agar 
sawah yang sudah dicetak bisa ditanami secara optimal. Saluran irigasi 
yang sudah dibuat banyak yang tidak dapat dipergunakan akibat 
pembuatannya yang tidak sesuai dengan teknis pengairan seb.ingga lahan 
menjadi mengalami kekeringan. 

10. Dalam pe1aksanaan program ketabanan pangan daerah dan P2BN apakah 
pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan 
sumberdaya baik dana, personi1 maupun waktu?. 

Pemerintah daerah masih kurang mendukung dana personil dan waktu 
untuk mendukung program P2BN. Koordinasi antara lembaga sudah 
dilakukan. 

11. Apakah tujuan dan sasaran program sudah jelas ? 
Tujuan dan sasaran dari program tersebut kurang jelas dan tugas - tugas 
yang diberikan kepada kami tidak lbelum semua kami jalankan seperti 
melakukan pendampingan kepada mantri statistic 

12. Menurut anda apakah Program Ketahanan Pangan dan P2BN ada 
manfaatnya bagi masyarakat ?. 

Manfaat dari program ketahanan pangan daerah dan P2BN masih dianggap 
sangat kurang, karena berusaha tani padi kurang menguntungkan di"banding 
dengan usaha tani kebun terutama kelapa sawit sehingga sangat sedikit 
petani yang berusaha tani padi. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
J. Nama : Syabrian 

5. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan 
6. lnstasi!Lembaga : KJNA. Kabupaten Kotawaringin Barat 
7. Tanggal Wawancara: April 2014 

B. Hasil W awancara 

No Pertanyaan/Jawaban 

J. Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di 
Kabupaten Kobar ? 

Program Ketabanan Pangan Daerah walaupun pemerintab sudab 
melaksanakan nanmn tidak bisa mencapai seperti yang dibarapkan karena 
ada beberapa kendala terutarna kebiasaan masyarakat yang dimanja oleh 
alamdan masih banyak alternatif pekeijaan lain, selain itu kondisi alam 
terutama struktur tanab sangat tidak mendukung. Kalau program ketabanan 
pangan terutama P2BN memang sudab dicanangkan tinggal bagaimana 
masyarakat yang menyambutnya sebagai pelaksana di lapangan. 

2. Selain kendala alam dalam program peningkatan produksi beras kendala -
kendala apa yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Barat belum 
mampu menyediakan kebutuhan beras dari produksi sendiri terutarna dari 
sisi pelaksana program?.Bagiamana komitmen pemerintab?. 

Mungkin begini ada strategi yang belakangan ini mencuat seperti belum 
optimalnya penyediaan laban yang merupakan kawasan pengembangan padi 
sehingga tidak saling berebut antar komoditas. Selain itu strategi pemerintab 
yang banyak membuka laban namun tidak maksimal dan tidak kontinyu. 
Sebarusnya dalam meluncurkan program barus sampai jadi dan terintegrasi 
baru mengembangkan yang lain. 

3. Menurut Bapak bagaimana peran ketiga lembaga pendukung P2BN dalam 
mendukung kebijakan ketabanan pangan?. 

Peran ketiga lembaga memang sudab jalan namum belum maksimal salab 
satunya peran penyuluh walaupun tidak semuanya banyak penyuluh yang 
kapasitasuya rendab karena penyuluh tidak dibekali sarana dan prasarana, 
mereka keija seperti dukun aja. Contobnya ketika mau mengetabui PH tanah 
hanya dengan kira- kira. Jadi kemapuan penyuluh kalau untuk mencapai 
swasembada sangat berat. Oleh karena itu perlu dititik beratkan dalam 
meningkatkan kemampuan tehnologi. Apalagi peran BPTP sangat kecil 
sekali dan tidak dirasakan oleh masyarakat. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 189 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS lERBUKA 

4. Menurut bapak bagaimana prilaku sasaran masyarakat terhadap Program 
P2BN ini pak..? 

Begini bu kita membangun pertanian ini berarti tidak banya menyediak.an 
samna dan pmsamna tetapi membangun manusianya juga, dari sisi ini 
pemerintah agak. lemah keterkaitanya dengan sosialisasi, penyuluhan agak. 
kurang, sarana belajar petani sangat minim sebagai contoh kalau di pulau 
jawa ada saung tani sebagai tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau 
kita disini tidak ada. lbu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarana tersebut 
kecuali di Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana belajar para 
petani. Kalau kita banya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena 
kadang - kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa Artinya 
dalam mencapai suatu program harus secara terintegrasi baik penyediaan 
sarana prasarana maupun pembangunan manusianya. 

5. Dalam kebijakan ketabanan pangan apakah tujuan sudahjelas dan konsisten 
pak?. 
Tujuan kebijak.an belum konsisten sebagai contoh program P2BN petani 
disuruh mmanam padi tetapi ilmu pengetahuan dan tehnologinya tidak. 
dibekali, kemudian nanti begitu dapat basil banyak. kita bingung mau jual 
kemana pasar tidak tersedia ? . Yang Paling krusial menurut saya adalah 
pasar. 

6. Menurut bapak. bahwa pemerintah dalam mengalokasikan anggaran apak.ah 
sudah tepat atau bagaimana ? 
Menurut saya alokasi anggaran perlu ditingkatkan lagi karena sumber 
anggaran masih minim. 

7. Sesuai dengan program P2BN menurut Bapak. ada tidak. kesinkronan antara 
ketiga lembaga pendukung P2BN ?. 

Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu antara 
Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum ada sinkron 
sebagai contoh pengembangan tehnologi rnenjadi tugas BPTP yang 
Menyampaikan ke masyarak.at petani adalah penyuluh, kalau dari BPTP 
tidak. ada tehnologi jadi apa yang ak.an disampaikan oleh penyuluh. 

8. Kalau dukungan publik terhadap program ketahanan pangan dan P2BN 
bagaimana? 
Begini bu, kendalanya hanya satu aja yaitu masalah pasar aja, kalau pasarnya 
jelas maka dukungan masyarak.at ak.an bagus karena dengan adanya pasar 
mak.a budidaya padi ak.an menjadi matapencaharian mereka. Kalau sekarang 
dukungan masyarak.at lemah karena mereka rnasih mencari alternatif lain. 
Disamping sebagai bahan pokok masyarak.at ini ada tambahan pengbasilan 
dari berusaha tani padi karena berusaha tani padi tidak bisa menjamin 
kesejahteraan petani. 
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9. Bagaimana dengan Komitmen para pejabat p3k ?. 

Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan propinsi juga 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi kalau ada yang mengatakan 
di Kobar kurang komitmen ya semuanya kurang komitmen. Y a kalau 
memang komitmen pemerintah itu kuat ya seharusnya kebijakan tersebut 
dilaksanakan jangan banya sepotong - sepotong, jadi masyarakat yang 
berusaha tani padi bisa menganggantungkan hidupnya pada usaha tersebut. 

10. Menurut pandangan bapak kedepan seperti apa program P2BN ke depan? 

Dalam melaksanakan program seharusnya pemerintah fokus dan tuntas, 
misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pertanian 
tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul memperhatikan seperti 
bagaimana tehnologinya, penyulubannya, sarana prasarananya, kemudian 
pasar juga hams disiapkan hal ini bukan berarti menghilangkan yang lain 
tetapi perbatianperlu perbatian khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil 
orang tidak tertarik dengan budidaya padi, coba libat seperti sawit karena 
pasarnya jelas orang berbondong - bondong menanam sawit padahal barga 
Cuma seribu rupiah per kilo, apalagi padi ini barganya jauh lebih tinggi 
daripada sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat 
menguntungkan. 

11. Bagaimana alokasi sumberdaya, personil dan anggaran untuk mendukung 
Program P2BN?. 
Kalau untuk khususnya kabupaten Kobar untuk sumberdaya saya kira 
memadai saja namun untuk personil kurang, kemungkinan sumberdana juga 
kurang. 

12 Manfaat Program P2BN bagi Masyarakat Bagaimana ? 

Progrmtmya dirasakan oleh masyarakat, cuma bila bicara maslah hasil tadi, 
maka keinginan dia bertani padi baya untuk mencukupi dia makan aja, kalau 
sudah lebih dia mikir ini mau kita jual kemana jadi sejak mulai tanam 
mereka sudah mikir mau dijual kemana. 

13. Khusus untuk Petugas Penyuluh apabila didesa apakah mereka hanya 
kunjungan atau mengadakan pertemuan dengan kelompok tani. 

Paling banya kunjungan aja, untuk transfer tehnologi saya kira tidak ada 
kecuali ada program dari dinas. Itupun paling -paling Cuma satu kali. Kalau 
yang sifatnya penyuluhan dengan mengumpulkan anggota kelompok tani itu 
jarang dilakukan. Kedepan barapan kami penyuluh itu menetap di wilayah 
binaannya sehingga lebih intensif melakukan pembinaan. 

14. Faktor Kendala- kedala apa yang mengbarnbat? 
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UNIVERSITAS lERBUKA 

Faktor tenis dan non teknis seperti semangat petani untuk menanam padi 
yang rendah. Artinya program P2BN tidak tuntas dari hulu sampai bilir, 
bagaimana tehnologinya, bagaimana penyuluhannya, bagaimana pelak.u 
usahanya, pasarnya dan lain- lain. Seharusnya Program dilak.sanak.an secara 
kornprehensip dengan rnelibatkan berbagai stakeholder dan inipun sulit. 
Intiastruktur aja hanya 20 persen yang mcmadai. 
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Transkrip Wawancara 

A. Identitas Responden 
l. Nama : Kambali 
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
3. Instasi/Lembaga : KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat 

4. Tanggal Wawancara: April 2014 

B. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan/Jawaban 

1. Menurut data yang saya dapat bahwa struktur organisasi yang menangani 
Ketahanan Pangan tidak mampu menggerakkan organisasi. Bagaimana 
menurut bapak ? 

Begini antara beban tugas tidak imbang dengan institusi yang ada sehingga 
pelaksanaan program pincang, terutama SDM yang menangani kalau 
dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distanak yang menangani kan 
eselon Ill dengan tiga seksi, namun setelah berdiri sendiri dengan status 
kantor justru yang menangani malah turon ke eselon IV nab otomatis kalau 
dulu yang menangani tiga seksi sekarang hanya satu seksi, betapa beratnya. 
Dari sisi anggaran ada korelasi walaupun diberi anggaran banyak dengan 
personil yang tidak memadai maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya 
jalan agar ketahanan pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana 
dan SDM yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah. 
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Foto Dokumeatasi Wawancara 
Wawancara Dengan Bapak lr. H. Akhmad Yadi Mantan Kadistanak 
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Wawancara dengan Bapak lr. Abed Nego, M.Si Kepala KP2KP 
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Wawancara Dengan Bp. SadiJan Ketua Kefompok Tani Makmur Desa Berambai 

Makmur 
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Wawancara Dengan Bapak Sadilan Ketua Kelompok Tani Makmur Ds. Berambai 
Makmur 
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Wawancara Dengan Bapak Yatno Ketua KTNA Kecamatan Pangakalan Banteng 

Wawancara Oengan Bapak Yatno Ketua KTNA Kecamatan Pangakafan Banteng 
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Wawancara Oengan Bapak Warjoko Kepala Oesa Berambai Makmur 
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Wawancara dengan Bapak Warjoko Kepala Desa Berambai Makmur 
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Wawancara dengan Bapak Yan Arifin Kepala Desa Natai Raya 
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Wawancara Oengan bapak Van Arifin Kepala desa Natai Raya 

Wawancara dengan Bapak Jumarno PPl Desa Pangkalan Satu 
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PERATOAAN MENTER! PERTANIAN 

NOMOR: 45/Pemenbln/01'. 140/8/2011 

TENTANG 

TATA HOBUNGAN I<ERJA 

ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN l>AN 
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN 

DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS 
NASIONAL (P2BN) 

DENOAN RA}{MAT TOHAN YANG MAHA ESA 

Mll:NTERI PERTAAIAN, 

Menimbang : a. bahwa dai!Un rangka mencapai 
swasembada beras, pemerintah 
mettetapkan Program Peningkatan 
Produksi B~ras Nasional (P2BN); 

b. bahwa Program P2BN, daiam 
pelalcsanaannya melibatkan 
banyak instansifunlt kelja, balk di 
Pusat maupun di Daerah; 

c. bahwa atas dasar hal tersebut 
diatas dan untuk efc;ktivitas 
pelalcsanaan tugas masing-masing 
instansi/unit kelja dalam 
mewujudkan sasaran :l>rogram 
P2BN yang telah ditetapkan, 
dipandang perlu menetapkan tata 
hubungan kelja anblr kelembagaan 
teknis, peneiitian dan 
pengembangan, dan penyuluhan 

1 

pertanian dalam menctukung 
Program P2BJII; 

Mengingat 1. Ondang-undang Nomor 12 Tahun 1992 

2 

tenblng Sistem Budidaya Trtnaman 
(Lembaran Negata Tahun 1992 Jllomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3478); 

2. Undang-undang Jllomor 17 TahU[\ 2003 
tentang Keuangan Negata (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomc:>r 47, 
Tambahan Lembjl.l'al1 Negara Nomor 
4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbende.haraan Negara 
(Lembarart Negara Tahun 2004 Nomor 
5, Tamblllhan Lembaran Negara Nomor 
4355); 

4. Undang-undang Jllomor 25 Tahun 2004 
tentang Sisiem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomot 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

5. t.Jndang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

6. Undang-undang Nomor 16 TahU[\ 2006 
tentang Sistem Penyuiuhan Pertan1an, 
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomc:>r 92, 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4660); 

7. Peraturan Pemetintah Nomor 3!1 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupa~n/Kota 
(l..embarari Negara Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

8. Keputusan Preslden Nomor 42 Tahun 
2002 tentang i>edoman Pelaltsanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negam Tahun 2002 
Nomor 73, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Nomor 4214) jo Ke})utusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
(l..embara.rt Negara Tahun 2004 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4418); 

9. Keputusan Prtsiden Nomor 84 /P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

1 0. Peraturan Presiden Nom or 4 7 Tahun 
2009 tentang PembentukaiJ. dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

1 1 . Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 
2009 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi Kementerian Negara dan 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara; 

3 

12. lPeraturan Menteri Pertanian Nomor 
61fPermentan/OT.140/ 10/2010 
tentang Organi~asi dan Tats. Kelja 
Kementerian Pertanian; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
1279/Kpts/OT.160/3/ 2011 tentang 
Pembentukan Tim Pemantaua.n Dan 
Pembinaan, Pellilksanaan PeniiJ.gkatan 
Produksi Beras N asional; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATVRAN MENTEFU PER'rANIAN 
TENTANG TATA HUBONGAN KERJA 
ANTAR KELI!:MBAGAAN 'l'EKNIS, 
PENELITiAN DAN PENOEMBA.NOAN, 
DAN PENYULUHAN PER'rANIAN 
DALAM MENDUKUNG 
PENINOKATAN PROOUKSI BERAS 
NASIONAL (P21'3N) 

Pasal 1 

Tata hubungan kelja antar kelemba.gaan teknis, penelitian 
dan pengembangan dan pertanlan dalam mendukung 
peningkatan produksi beras nal!ional (P2BN) 11eperti 
tercantum pada La!:npiran sebagai bagian yang tidak 
terpi,ahkan dengan peraturam ini. 

Pasal2 

Tata hubungan kerja sebagaim!lna dimaksud dalam 
Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaltsanaan 
tuga' masing-ma•ing instansi/unit kelja daiam 
memlukung program Peningkatan Produksi Bems 
Nasional (P2BN). 

4 
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Pasa13 

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri 
Pertllli!ian ini diundangkan dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan dl Jakarta 

Pada tanggal 23 Aguatus 2011 

Diundangkan di Jakarta 

Padll Tanggal 

4 

MENTER! liUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

PATRIALIS AKBAR 

5 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 'rAHUN 
2011 NOMOR 
LAMI'IRAN PBRATURAN MENTERl PERTANIAN 
NOMOR : 4S/Penbeataa/OT.l40/8/2011 
TANOOAL: 2~ Alutua 2011 

TATA HUBVNGAN kERJA 
AlfTAR KELEMBAGAAN TEKNI$, PENI!:LITlAN DAN 
Pl!:NGEMBANGAif, DAN PENYUI.UHAN PBRTAiflAN 

DALAM MENDUKtmG PENJNGKATAN PRODUKSI BERAS 
NASIONAL (P211N) 

BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakaq 

6 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, seteiah 
negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan 
Jumlah penduduk yang terus meningkat dati t:ahun ke 
tahun, maka ketahanan pangan nasional merupakan 
auatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan 
atabilitas politik, ekonoml,sosial dan keamanan. 

tJntuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada 
tahun 20 11 Kementerlan Pertan!an teiah menetapkan 
target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. 
Sampai dengan tahun 2014 llertumbuhan produksi 
padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun. 

lnstrumen yang dapat digunakan untuk mencapai 
target produksi tersebut adalah 1) perluasan 
areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa 
teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan 
meialui pencetakan sawah baru, optimalisasl iahan, 
dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan 
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produktlvitas dilakukan melahli penggunaan 'varietas 
unggul, pemupukan, pengendalian organisme 
penggangu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca 
panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan 
melalui Demplot, Dem-Area dan SL-P'IT. 

Untuk meningkatkan sinergita' dan koordinasi dalam 
tangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, 
perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Puaat, Tim 
l>embina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di 
'l'ingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk 
meningkatkan efektivitas pelaksana.IUl tugas Tim 
l>engendali, Tim Pemoina dan Tim Pelaksana perlu 
dirumuskan mekanisme dan tata huhungan ketja 
antara kelembagaan teknis, kelemoagaan penelitian 
dan pengembangan, dan kelembagaa.n pen}'Uluhan 
pertanian mulai dati tingkat pusat, Provinsi, 
kabupaten/kota dan kecamatan. 

B. llabud dan TuJuan 
Mekanisme dan tata hubungan keija ini dimaksudkan 
Untuk memberikan acuan bagi kelemhagaan teknis, 
lcelembagaan penelitian dan pengembangan, serta 
lceiembagaan penyuluhan pertanian di pusat, 
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam 
mendukung program P2BN. 

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan 
lcetja ini bertujuan untuk : 

l. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program 
dan kegiatan antara DirektQrat Jenderal Tanaman 
Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat; 

7 

~.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas J)rogram 
dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang 
membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Pen}'Uiuhan 
di Tingkat Provinsi; 

~. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas J)rogram 
dan kegiatan antara Dinas Teknis Peftanian yang 
membidangi Tantnanan Pangan, Peneliti 
Pendamping dan !(elembagaan ?enyuluhan di 
Tingkat Kabupaten/1\:ota; 

'I.Meningkatkan keijasama antara Kepala UP'I'jUPTD 
Pertanian, petugas P0PT dan Penyuluh di Tingkat 
Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan 
saprotan, pengawalan teltnologi, pengendalian 
organisme penggangu tumbuhan, clan penurunan 
kehilangan h111sil panen; 

5. Meningkatkan koordinasi clan sinergitas antara 
kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan 
kelembagaan terkllit di tingkat provinsi, 
kabupaten/kota dan tingkat kecamatan. 

c. ft.uaq Llqkup 

8 

~uang llngkup mekaniame dan tata bubungan keija 
ini, meliputi: 

1. Mekanisme dan tata hubungan ker.ia antara Tim 
Pengendali dengan Tim Pembina.; 

:!!. Mekanisme dan tata hubungan ker.ja antara Tim 
Pembina dengan Tim Pelaksana kabfkota; 

3. Mekanisme dan tata hubungan ker.ja antara Tim 
Pelaksana Kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana 
Kecamatan; 
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'1. Mekanisme d'ID tata hubungan kexja antara. Kepala 
UPT fUPTD Pertanie.n, petugas POPT dan P~nyuluh 
di Tingkat Kecamatan; 

S. Mekanisme dan tata hubungan kexja antara 
kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan 
kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. 

D. PENGEaTIAN 

1. Program Peningkatan Produksi Beras Jliasional 
disingkat P2EIN adalall program pemerintah dalam 
rangka peningkatan produksi beras nasional. 

2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan 
kexja yang lbengatur terselenggaranya keljasama 
yang harmonia antar unit kerja sehingga 
terhindamya tumpang tindih atau tidak 
tertanganinya. suatu pekexjaan. 

3. Kelembagaan Teknia adalah Direktorat Jenderal 
lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang 
membidangi tanaman Pange.n. 

'1. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian adalah kelembagaan yang menangani 
fungsi penelitian dan pengembangl311 pertanian di 
lingkungan Kementerian Pertanian, baik 
kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. 

S. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah 
kelembagaan yang menangani fungsi penyU!uhan 
pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah. 

BABD 
ORGANISASI PQYELJtNGGARA PROGRAM P2BN 

9 

Program P2BN dalarn pelakaanaannya melibatkan banyak 
instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh 
karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, 
Orge.nisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi oqganisasi 
di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari : 

a. Tingkat Pusat : Tim l>engendali P2BN 
b. Tingkat Propinsi :Tim l>embinlll P2BN 
c. Tingkat K9.bupaten/Kota :Tim Pelaksana P2BN 

Tingkat Kabupaten/Kota 
d. Tingkat Kecamate.n : Tim l>elaksana P2BJii 

Tingkat Kecamate.n 

A. 'l'JM PENGENDALI P2Bl'l' 

10 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan 
~inergitas program dan kegiatan antara Ditektorat 
Jenderal Tanaman Pangan dan DireJctorat Jenderal 
'l'eknis 'ferkait, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanie.n serta J3adan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pettanian, 
Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk 
rnendukung program P2BN dengan susunan 
organisasi sebagai berikut: 

Penanggungjawab : Menter! Perta.rUan 
Ketua : Direktur Jenderal Tanaman 

Pang an 
Sekretaris : Direktur Budidaya Serealia 
Anggota 

1. Kepala Badan Penelitian dan 
Pengernbangan Pertanian 

2. Kepala Badan PenyU!uhan 
dan Pengembangan SDM 
Perte.nian 

3. Direktur Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 
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4. Direktur Jenderal P2HP 
5. Kepale. Badan Ketahanan 

Pangan 

Tim Pengendali mempttnyai tugas utalna : 

1. Mel'Umuskjlll pr()gram dan tencana ketja 
peningkatan produksi padi tingkat nasionlll; 

2. Mel'Umuskjln pr()gram dan tencana ketja 
penelitian dan pengembangan; 

3. Mel'Umuskan pr()gram dan tencana ketja 
penyuluhan pertanian; 

4. Mel'Umuskjlll pr()gram dan tencana ketja 
fasi!itasi prasarana dan sarana pertanijlll; 

5. Mel'Umuskjlll matrik pr()gram/kegiatan 
peningkatan produksi padi tingkat nasionlll. 

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya 
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali 
dibantu oleh Sekreta.Jiat, y~ betkedudukan di 
Direktorat Budidaya Serealia, Direk:torat Jenderal 
Tanaman Pangan. Susunan kean~otaan dalam 
Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dar! : 

Ketua 

Anggota 

Direktur Budidaya Serealia 

1. Kepala Pttsat Penelitian 
dan Pengembangan 
Tanaman l>angan 

2. Kepala Pu!iat Penyuluhan 
Pertanian 

3. Kepala Pusat Pelatihan 
Pertanian 

11 12 

4. Direktur Pasca Panen 

5. Direktur Pupuk: dan 
Pestisida 

6. Direktur Perluasan dan 
Pengelolaa,n Laban 

7. Ditektur f'engelolaa,n Air 
Irigasi 

8. Direktur Perlindungan 
Tanaman Pangan 

9. Direktur Perbenihan 
Tanaman Pangan 

10. Kepale. Balai Besar 
Pengkajian dan 
Pengembangan T~knologi 
Pertanian 

Sekretariat Tim Pengendali meltlpunyai tugas : 

1. Menyeleng&arakan administrasi kesekretariatan 
Tim Pengendali; 

2. Menyiapkan data indikatif dan definitit dalam 
rangka perencanaan peningkatan produksl padi; 

3. Membangun database yang terkait dengan 
peningkatan produksi pad!; 

4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim 
Pengendali Pusat; 

5. Mendokumentasibn matrik program/ltegiatan 
peningkatan produksi pad!; 

6. Mengkompliasi dan mengolah 
provinsi tentang pelaksanaan 
produksi padi; 

laporan dari 
peningkatan 
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7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi bagi Tim Pengendali F>usat; 

8. Menyiapkan laporan Tim PellgendaJl Pusat. 

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing Eselon 
I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai 
berikut: 

1. Du~ktorat Je:~:~cteral Tana~n Pangan, 
mempunyai tugas : 

a. Merumuskan, merencanakan dan 
menetapkan target produksi padi tingkat 
nasione.l; 

b. Merencanakan dan mcngusulkan kebutuhan 
sarana produksi dan prasatana pertanian 
untuk mencapai target produksi padi tingkat 
nasional; 

c. Melakukan pengawasan dan menberikan 
jaminan ketersediaan benih berbantuan 
sesuai prinsip 6 Tepat pada Sentra Produksi 
Padi 

d. Menetapkan sentra produksi padi 
berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas 
panen; 

e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk 
mendukung P2BN; 

f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada 
lokasi SL-P'IT dan Sentra Produksi Padi 

g. Merumuskan dan menetapkan caJon 
petanijcalon lokasi SL-P'IT Yang diusulkan 
daerah; 
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h. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus 
eselon I da!arn mendukung Program P:lBN. 

2. Badan PeneUtta.n dan Pengembaqan 
Pertanlan mempunyai tugas: 

a. Menyediakan rekomend~tsi teknologi spesiftk 
lokasi sesuai usulan Direktorat Jepderal 
Tanaman Pangan; 

b. Menyediakan kalender dan pola tanam 
menurut Jokasi; 

c. Menyediakan infonnasi dan teknologi 
adapta~i terhadap perubahan iklim; 

d. Menyediakan beniq dasar dan 
merekomendasikan vapetas unggul baru 
da!arn apesifik lokalita; 

e. Merumuskan dan merepcana!mn kebutuhan 
tenaga peneliti dalam lllendukung P2BN; 

f. Menyediakan publikasi dan teknolo&i tepat 
guna kepada Bad~~n PenYuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan 
materi )Jenyuluhan. 

3. Badan Penyuluhaft dan :Peqembaqa.a SDM: 
Pertanlan, mempunyai ti.J.gas: 

a. Menyusun programa penyuluhan tingkat 
nasional untuk meqdukung pencapaian 
target produksi pllldi yang ditetapkan 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 
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b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi 
teknologi tepat guna dan teknologi spesiftk 
lokasi yang direkomendasikan oleh Badan 
Penelitian dan Penge:tnbangan Pertanian; 

c. Meru:rnuskan dan melaksanakan 
penyuluhan melalui :media cetak dan media 
elektronik; 

d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui 
pendidikan, pelatihan dan permagangan 
dalam bidang teknis dan kewirausahaan 
agribisnis padi; 

e. Meru:rnuskan dan merencanakan 
kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran 
penyuluhan dalam mendukung peningkatan 
produksi padi; 

f. Memfasilitasi pemberian penghargaan 
kepada penyuluh dan petani berprestasi 
yang berhasil dalam peningkatan produksi 
padi tingkat nasional; 

g. Meru:rnuskan perencanaan penyelenggaraan 
pelatihan pernandu lapang 1 (provinsi), 
pemandu lapang 2 (kabupatenjkota), dan 
pemandu lapang di unit SL-PTT. 

4. Dtrektorat Jencleral Pl'uaraiUI. clan SaraDII. 
Pertalllall, mempunyai tugas: 

a. Menyediakan penambahan luas baku laban 
padi rnelalui cetak sawah dan 
meningkatkan optimalisasi laban; 
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b. Menyediakan data iklim tennasuk data 
banjir dan kekeringan serta informasi 
ketersediaan air; 

c. Meningkatkan indeks pertanaman (!P) padi 
melall.ii pengernbantan dan pentelolaan 
jaringan irigasi (JI'l'UT/JIDltS), tata air 
mikro (TAM), embung dan pom!)e,nisasi 
serta pembinaan perkurnpulan petani 
pemakai air (P3A); 

d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan 
ketersediaan pupuk berbantuan dan 
pestislda sesuai prin!lip 6 Tepat ijtjmlah, 
waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pads. 
Sentra Produksi Padi; 

e. Menyediakan sarana produksi pupuk 
organik untuk rehabilitasi laban sawah; 

f. Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan untuk 
usahatani padi. 

B. 'I'IM PEMBINA P2BN 

16 

Daiam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas 
antar Oinas 'l'eknis yang tnembidangi tanaman 
pangan, Sekretariat l:ladan Ko(>rdinasi 
Penyuluhanjkelembagaan yang membidangi 
penyuluhan dan Balai Pengkajian Teknologi Pettanian. 
Gubemur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk 
mendukung program P2BN' dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 

Penanggungjawab 

Ketua 

Oubernur 

Kepala Dinas Tekni11 yang 
membidangi tanaman j)angan 
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Sekretaris 

Anggotll 

Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang membidangi Produksi 
Padi 

1. j{epala Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian 

2. j{epala Sekretariat Badan 
Koordinasi 
Penyuluhan/k.elembagaan 
yang rnembidangi 
penyuluhan 

3. Kepala UPr Pelatihan 
PusatjKepala UPT Pelatihan 
Oaerah 

4. lnstansi Tetkait Lainnya 
11esuai kebu tuhan 

Tim Pembina mempunyai tugas utama : 

1. Metumuskllln program dan tencana ketja 
peningkatan produk11i padi tingkat provinsi; 

2. Metumusklllfl kegiatan pengkajian dan 
mengidentiflkasi spesiftk lokasi mendukung P2BN 
tingkat provinsi; 

3. Merumusklllfl program penyuluhan mendukung 
P2BN tingkat provin11i; 

4. Metumuskllln program prasarana dan sarana 
mendukung P2BN tingkat provinsi; 

5. Menyusun rnatrik !Jrograrn/kegiatan peningkatan 
produksi beras tingkat provinsi. 
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Dalam menye!enggarakan tugas utarnanya 
sebagairnana tetsebut di atas, Tim Pembina dibantu 
oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang 
rnenanganai tllnaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang 
yang menangani produksi p~i. Susunan anggota 
dalarn Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari : 

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang 

Anggota 

yang tnembidangi Produksi 
Padi 

1. Kepala Bidang 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan, Bakorluh/ 
Badan Ketahanan Pangan 
dan Penyuluhan (BKl>P) 

2. Kepala Bidang/Unit Ketja 
yang membidangi 
Penyelenggaraan P~latihan 
di Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pelatihan Pusat/UPT 
Pelatihan Daerah 

3. Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang menangani Sarana 
dan Prasarana Pertanlan; 

4. Kepala Seksi Ketjasama dan 
Sarana Pelayanan 
Pengltajian, Badan 
Pengltajian dan Teknologi 
Pertanian (BPTP) 

5. Unit kerja terkait lainnya 
sesuai kebutuhan. 
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Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas: 

1. Menye1enggarakan administrasi kesekrete,riatan 
Tim Pembina 

2. Mengumpu1kan data indikatif dan definitif dalam 
rangka perencanaan peningkatan produksi padi; 

3. Membangun database ¥ang terkait dengan 
peningkatan produksi padi; 

4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim 
Pembina Provinsi; 

5. Menjabarkan pelaltsanaan matrik 
program/kegiatan P2BN; 

6. MengkompUasi dan mengolah 
kabupaten/kota tentang 
peningkatan produksi padi; 

laporan dari 
pelaltsanaan 

7. Menyiapkall laporan Tim Pembina l>rovinsi 
mengenai perkembangan pelaltsanaan 
peningkatan produksi padi. 

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing lnstansi 
terkait dalam Titn Pembina Provinsi, sebagai berikut: 

1. Dina• yaq me!llbld.ancl Tanaman ~ncan, 
mempunyai tugas: 

a. Merumuskan, merencanaltan dan 
menetapkan target produksi padi tingkat 
provinsi; 

b. Mengkoordinasikan dan men¥Usun tencana 
kebutuhan sarana ptoduksi dan prasarana 
kebutuhan untuk mencapai target produksi 
padi tingkat provinsi; 
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c. Menetapkan sentra produksi padi 
berda11arkan luas ateal, luas tan!lm dan 
Juas panen tingkat provinsi; 

d. Melaksanakan pemantauan pen~awalan 
pupuk bersubsidi dan pestisida ~suai 
prinsip 6 tepat; 

e. Meng~:~sulkan kebutuhan te!Cnologi spesifik 
lokasi tingkat provinsi; 

f. Mengllsulkan kebutuhan pen¥Uluh pada 
lokasi Sentra Produk~i Padi tlngkat provinsi; 

g. Mengllsulkan dan menetapkan caJon 
petanij calon lokasi SL-PTT yang diusu1kan 
kabupatenjkota; 

h. Meningl<atkan indekll pertanaman (IP) padi 
melalui pengemban~an dan pen~elolaan 
jaringan irigalli (JI1'UT/JIDES), tata air 
mikro (TAM), embung dan pompe,nisasi 
serta pembinaan terhadap perkumpulan 
petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi; 

i. Mengllsulkan kebutuhan anggaran khusus 
Dinas; Instansi yang me11angani 
peningkatan produksl padi tingkat ptovinsi. 

2. Balal PenckaJiall Tebologl Pertt.Dlan, 
mempunyai tugas : 

a. Menyediakan rekomelldasi teknologi spesifik 
lokasi sesuai usulall Dinaa Teknis yang 
membidangi tanaman pangan; 

b. Menyediakan kalender dan pola tanam 
menurut lokasi sentra produksi padi; 
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c. Menyediakan informasi dan teknologi 
adaptasi terhadap perubahan iklim; 

d. Merancang dan menyediakan benih untuk 
display dan uji adaptasi varietas serta 
merekomendasikan penggunaan varietas 
unggul spesiftl< lokasi; 

e. Menempatkan peneliti di paling lambat 
kabupaten/kota untuk mengawal 
penerapan teknologi rekomendasi spesifik 
lokasi; 

f. Menyediakan publikasi dan menyampaikan 
teknologi tepat guna kepada Sekretariat 
Bakorluh/Bapeluh sebagai bahan materi 
penyuluhan; 

3. Seluetariat Badan KoordiDUI Penyuluhau, 
mempunyal tugas: 

a. Menyusun ptograma penyuluhan provinsi 
untuk mendukung pencapaian target 
produksi padi, yang telah <iitetapkan oleh 
Dinas yang membidangi tanaman pangan; 

b. Merumuskan kebutuhan meteri penyuluhan 
dan menyebarluaskan informasi teknologi 
tepat guna yang direkomendasikan oleh 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; 

c. Melaksanakan penyuluhan melalui media 
cetak dan media elektronik; 

d. Merumuskan dan merencanakan 
kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, 
pemandu lapang (PL 2), dan pemandu 
lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan 
dalam mendukung peningkatan produksi 
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padi berdasarkan ust~lan Dinas Teknia yang 
membidangi Tanaman Pangan; 

e. Melakukan seleksi calon penerima 
penghargaan bagi penyuluh dan petani 
berprestasi yang berhasil dalam 
penintkatan produksl padi tingkat na&ional; 

4. UPT Pelatihau Puaat/ l1PT Pelatiban b•erah, 
mempunyai tugas: 

a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan 
pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, 
pengawas mutu benih, petugas pE!rtanian 
lainnya dan petani dalam mendukung 
penintkatan produltsi padi di tingkat 
provinsi; 

b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, 
petugas POPT, pengawas mutu benih, 
petugas pertanian lainnya dan petani 
melalt~i pendidikan, pelatihan dan 
pennagangan dalam bidang teknis dan 
kewirausahaan agribisnis padi; 

c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang 
(PL 1 dan PL 2) s~>sual kebutuhan yang 
diusulkan oleh dinas teknis yang 
membidangi tanaman pangan; 

d. Meningkatkan kompetensi teknis dan 
profesionalisme widyaiswara dalam rangka 
penintkatan kapasitalll penyuluh, petugas 
POPT, pengawas nmtu benih, petugas 
pertanian laitmya dan petani untuk 
Program P2BN. 
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C. 1'111 PELAKBAl'fA P2BN TINGKAT 
lCABUPATBN/KOTA 
Dalam rangka meningka.tkan koordinasi dan sinergitas 
antar Dinas 'l'eknis yang tnernbidangi tanaman 
pangan, Badan Pelaksana PenYl.lluhan/ Keletnbagaan 
yang membidangi penyuh.than dan Peneliti 
Pendamping pada Balai Pengkajian nknologi 
Pertanian. Bupati/ Walikota membentult Tim 
Pelaksana Kabupaten/ Kota untulc mendukung 
program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut: 

Penanggungjawab 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Bupati/Walikota 

Kepala Dinas Teknis yang 
rnembidangi tanaman pangan 

Kepala Sub Oinas yang 
membidangi Produksi l>adi 

1, Kepala Badan Pell\ksana 
Penyuluhan 

2. Kepala Sub Pinas/ Bidang 
yang tnenangani sarana dan 
prasarana 

3, Peneliti Pendamping pada 
BPTP 

4, lnstansi Terkait Lainnya 
sesuai kebutuhan 
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Tim Pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas 
Utarna: 

1. Menyusun rencana ketja peninglclltan produksi 
padi tingka.t Kabupaten/ Kota; 

2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekotnendasi 
teknologi spesiflk lokasi di lokasi P2BN tingkat 
kabupaten/kota; 

3. Menyusun progratna penyuluhan mendukung 
P2BN tingkat kabupaten/kota; 

4. Menyediaklln kebutuhan prasarana dan sarana 
mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota; 

5. MenindaklaJ\iuti matrik ptogramfkegiatatl P28N 
yang telah disusun oleh tim provinsi. 

Dalam menyelenggarakan tugas utatnanya 
sebagaimana tetsebut di atas, Tim Pelaksana P28N 
Tingkat KabupatenfKota dibantu oleh Sektetariat, 
yang berkedudukan di Dinas yang mernbidangi 
tanaman pangan cq. Sub Pinas/Bidang yang 
lllembidangi produksi padi. Susunan keangotaan 
dalam Sekretariat Tim Pelaltsana P2BN Tingkat 
KabupatenfKota, terdiri dari : 

Ketua Kepala Sub Dinas yang 
membidangi Produksi l>adi 

Anggota 

1. Kepala Bidang 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan, Bapelluh 

2. Kepala Sub Dinas/Bidang 
Perlindungan Tanaman 
Pangan 
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3, Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang Menangani Pasca Panen 
Tanaman Pangan 

4, Unit Keija terkait lainnya 
aesuai kebutuhan 

Sekretarlat Tim PelaksatJ.a, mempunyai tugas: 

1. Mel.ak~~anakan adrnjnistrasi kesekretariatan tim 
pelak~~ana; 

2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam 
rangka perencanaan peningkatan !Jroduksi padi; 

3. Mernbangun database yang terkait dengan 
peningkatan produksi padi; 

4. Mernfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim 
Pelakllana Kabupaten/Kota; 

5. Mel.ak~~anakan progmm/kegiatan berdasarkan 
matrtk programfkegiatan; 

6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan 
peningkatan produksi padi; 

7. Met).YUsun laporan Tim Pelak~~ana 
Kabupaten{Kota. 

Sedangkan rindan tugas dari rnasing-masinj! pihak 
terkait da1am Tim Pelaltsana P2BN Kabupaten/ Kota, 
sebagai berikut: 

1. Dloaa TeJada yaq Ulambtda.._Jl TanamaD 
Paqa.._ mempunye,i tugas: 

a. Merencanakan dan menetapkan target 
produksi padi tingkat Kabupaten/Kota; 
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b. Menetapkan kebutuhan sarana Produksi 
untuk mencapai target produksi padi 
tingka.t Kabupaten/Kota; 

c. Mengindetiflkasi dan menetapkan aentm 
produksi padi berdaaarkan tuas area), luas 
tanam. dan lulU! panen; 

d. Menerapkan rekomendassi tekpologo 
spesifik lokasi 

e. Meningkatkan opti~isasi lahan dan 
melaksanakan pencetakan sawah; 

f. Membangun dan memelihara ja;ingan 
irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan 
pompanisasi serta meningkatkan !)eranan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 
untuk meningkatkan indeks pertanaman 
(IP) pa.di; 

g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk 
organik dan anorgapik bersubsidi serta 
pestislda sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, 
tempa.t, jumlah, dosis, harga, kualitas); 

h. Merencanakan penglllokasian penempatan 
petuga11 POP'!' dan pengawas mutu benih 
pada lokasi sentra produksi padi; 

i. Fasilitaai aksesbilitaa sumber permodalan 
dalam rangka mendukung peningkatkan 
produkai padi; 

j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk 
mendukung peningka.tan produksi piiiCii. 

2. PeneHti ... ndampiq dart BPTP mempunyai 
tugas: 
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a. Merancang dan menyediakan benih untuk 
display dan uji adaptasi varietas serta 
merekomendasikan penggunaan varietas 
unggul spesiflk lokasi 

b. Mengawal Penerapan teknologi spesiflk 
lokasi dan penerapan kalender pola tanam; 

c. Menjadi narMumbet pelatihan pemandu 
lapangan SL-PTI'; 

d. Menyebarkan publikasi, bahan cetaltan dan 
elektronik untuk bahan penyuluhan; 

e. Mengidentiflkasi masalah dan memberikan 
saran pemecahan masalah dalam 
penerapan teknologi; 

f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui 
Badan Pelaksana Penyuluhan/ 
Kelembagaan yang membidangi PenyUiuhan 
di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi 
penyuluhan pertaniab. 

3. Badan Pelabana Pell.yuluhan mempunyai 
tugas: 

a. Menyusun progtama penyUluhan 
KabupatenjKota untuk mendukung 
pencapaian target pl'()duksi padi yabg telah 
ditetapkan oleh binas Teknis yang 
membidangi Tanamab Pangan; 

b. Menyusun materi penyuluhan dan 
menyebarluaskan teknologi spesiflk lokasi 
yang direkomendasikan oleh Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian; 
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c. Menyusun pengalokasian penugasan 
penyuluh pertanian berdasarkan Ioltasi SL
PTT dan sentra produksi pad!; 

d. Melaksanakan penyuluhan melalui media 
cetak dan media elektronik; 

e. Meningjcatkan kapasitas dan ll:inelja 
penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam 
rangka peningkatan produksi padi; 

f. Menetapkan Jokasi Demplot, Denfram, dan 
Dematea serta SLPTT berdasarkan usulan 
dari BPP/BP3K 

g. Merencanakan dan melaksanakan 
rembugjforum pertemuan petani, temu 
teknis dan temu tugas 

h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon 
penerima pengharga.an bagi penyuluh dan 
petani berprestasi yang berhasil dalam 
peningkatan produksi padi tingkat 
kabupatenjkota. 

D. 'l'IM PELAKSANA P2Bl'f TINGKAT KECAMA'l'AN 
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan 
keterpaduan Pelaksanaan program/kegiatan di 
wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota 
nu:mbentuk Tim Pelaksana P213N tingkat KeclUllatan, 
dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

28 

Penanggungjawab : Camat 

Ketua : Kepala UPT / UPTD Pertanian 

Sekretaris Kepala Balai Pen;yuluhan 
Kecamatan 
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Anggota. 
1. Kepala Seksi yang 

membidangi pertanian di 
kantor kecamatan 

2. Koordinator 
Pertanian 
Kecamatan 

3. Petuga~ 
Organisme 
Tumbuhan 

di 
P~nyuluh 

tingkat 

Pen11endali 
Pengganggu 

4. Kepala DesajKeh.1rahan 
sentra proc!uksi padi 

5. Penyuluh Pertanian di desa 
sentra produksi padi. 

6. Petuga& Pertanian lainnya 
yang terkait. 

Tim Pelaksana !':IBN Tingkat l<ecamatan meillpunyai 
tugas utJtma: 

I. Melaksanakan peningkatan produksi pad! 
tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan 
rencana kelja yang ditetapkan; 

2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesiflk 
lokaSi; 

3. Meia.ksanakan programa penyuluhan tingkat 
Kecamatan; 

4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan 
sartllla yang ada secara efektif dan efisien tingkat 
Kecamatan. 

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya 
sebagaimana tetsebut di atas, Tim Pelaksana P2BN 
Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang 
berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi 
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penyuluhan pettanian. Susunan keangotaan dalam 
Sekretariat Tim Pela.ksana P2BN Tingkat Kecamatan, 
terdiri dari : 

Secara rinci tugas masing-masing unit kelja dalam 
'l'im Peia.ksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai 
berikut: 

1. Kepala 1JPTD/ UPT Pertaulan, mempunyai 
tugas: 

a. Menetapkan sasaran arealluas tanarn; 

b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari 
kelompoktani; 

c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran 
benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di 
tingkat kecamatan; 

d. Menggera.kkan kegia.tan penanama.n padi 
pada lokasi sentra ptoduksi padi di tingkat 
kecama.tan; 

e. Menghitung luas area.! panen padi; 

f. Mendampingi Mantri Statistik dalam 
perhitungan nasi! perhektar. 

2. Balai Penyuluban/KoorcUnatot Penyulub 
Tiqkat Kecamatan, mempunyai tugas: 

a. Merencana.kan kegiatan pendalllpingan 
penerapan teknologi spesiflk loka.si dan 
penerspan kalender pola tanam; 

b. Menyurmn progtama penyU!uhan 
Kecalllatan untuk mendukung pencapaian 
target produksi padi yang telah ditetapkan 
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oleh Dinas Teknis yane; membidangi 
Tanaman Pangan; 

c. Menyebarluaskan informasi teknologi 
spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh 
peneliti pendamping kepada petani pada 
sentra produksi padi; 

d. Mengawasi }lenyuluh pendamping pada 
sentra produksi padi; 

e. Menyediakan dan menyebarluaskan 
informasi agribisnis di tingkat kecamatan; 

f. Melaksanakan sistem latihan dan 
kunjungan (LAKU) dalam rangka 
peningkatan kapasitas penyuluh dan 
petani; 

g. Melaksanakan Oemplot, Demarea dan SL
PTT sebagai unit pembelajaran petani 
dalam rangka peningkatan ptoduksi padi; 

h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat 
desa dan temu lapang antara petani, 
penyuluh, dan peneliti pendamping di 
tingkat kecamatan. 

3. Petucas pOPT, mempunyai tugal! : 

a. Merencanakan, menyiapkan, 
melaksanakan, mengembangkan, 
mengevaluasi, membimbing, melaporkan, 
mengamati, menganalisis, meramalkan dan 
mengendalikan organisme penggangu 
tumbuhan serta melakukan pengawasan 
peredaran dan penggunaan pupuk serta 
pestisida; 
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b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan 
pengamatan serangan organisme penggangu 
tumbuhan dan dampak perubahan ilciim; 

c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan 
pengendalian/ penanggulangan ore;anisme 
penggangu tumbuhan dan dampak 
perubahan iklim; 

d. Analisis dan evaluasi perkembangan 
serangan organisme penggangu tu!hbuhan 
dan dampak perubahan iklim; 

e. Bimbingan dan pendampingan dalam 
pengendalian/ penanggulangan ore;anisme 
penggangu tumbuhan dan dampak 
perubahan iklim; 

f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di 
tingkat kelompok tani (khususnya yang 
berhubungan dengan organisme penggangu 
tumbuhan dan dampak perubahan ilciim); 

g. Pengawasan rekomendasi penggunaan 
pupuk dan pestisida di tingkat petani; 

h. Pelaporan hasil pengamatan s~rangan 
organisme penggangu tumbuhalJ. dan 
dampak perubahan iklim dan hasil 
monitoring peredaran dan penggunaan 
pupuk dan pestisida. 

4. Kepala O.aa/Kelutahaa, mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi pelaksanaan 
musyawarahjrembug desa antara 
penyuluh, petani, kepala UP!' /UP'l'D 
Pertanian kecamatan, dalam rangka 
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penyiapan CP/CL, penyusunan RllK dan 
RDKK di tingkat desafkelurahan, 

b. Menggerakkan masyarakat untuk 
melakukan pemeliharaan jaringan irigasi 
desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani 
(JITU't') serta pengatl.!ran jadwal pembagian 
dan pergiliran penggunaan air irigasi di 
tingkat desafkelurahan; 

c. Menggerakkan masyarakat desa dalam 
pengendalian organisme pengganggu 
tumbuhan; 

d. Memfasilitasi penumbuhan pos pen:yuluhan 
desa/kelurahan. 

5. Penyuluh PertaDiaD dl tlqkat deaa, 
mempunyai tugas : 

a. Mendampingi petanl dalatn penyusunan 
RDK clan RDKK; 

b. Membimbing penerapan teknologi spesiflk 
lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola 
usahatani; 

c. Memfasilitasi petani dalam mengakses 
sarana produksi, permodalan, dan informasi 
pasar; 

d. Memberi umpan balik penerapan teknologi 
spesiflk lokasi yang dibutuhkan petani 
untuk disalurkan kepada peneliti 
pendamping; 

e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes 
dalam rangka menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi petani pada lokasi sentra 
produksi padi; 
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f. Memfasilitasi para petani untuk 
menumbuhkembangk:an kelembagaan 
petani dan kelembagaan ekonomi petani; 

BABm 

IBKANISME DU TATA HUBVNGAN l(]tRJA 'l'lM 
PENGitNDALI, 

TIM PEMIIINA DAN TIM l'BLAKSANA 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, 
diper!ukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara 
Tim l>engendali, Tim Pembina, dan 'rim Pelaksana, sebagai 
berikut: 

A. MEKANISME KERJA 
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1. Tim PeqendaU 

a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan 
oleh tim pengendali pusat melalul rapat 
koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina 
dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali 
dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut 
dihadiri oleh Pena.nggungjawab, Ketua 
Harlan, dan Anggota Tim Pengendali., Tim 
Pembina, dan Tim Pelaksana. 

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan: 

1) perumusan kebijakan dan strategi 
Peningkatan Produksi Beras Nasional; 

2) perumusan program dan rencana kerja 
Peningkatan Produksi Beras Nasiona.l; 
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3) perumusan kegiatan dan anggaran 
Peningkatan Produksi Beras Nasional; 

4) penyusunan matrik program peningkatan 
produksi padi, penelitian dan 
pengembangan, penyuluhan, serta 
sarana dan prasarana pertanian tingkat 
nasional. 

c. Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis 
Tim Pengendali paling kurang sekali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinasi antara Tim Pengendali denga.n Tim 
Pembina dan Tim Pelaksana. 

d. Sebagal tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim 
Pengendali melaksanakan rapat teknia paling 
kurang dua kali dalam setahun untuk 
menyusun matrik program sesuai dengan 
bidang tugas masing-rnasing, yang 
mencakUp: 

1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 
menyusun program dan rencana kelja 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasional; 

2) Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian tnenyusun program dukungan 
penelitian dan pengembangan terhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasional; 
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3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
SDM: Pertanian menyusun program 
dukungan Pengawalan dan 
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produk~i padi; 

4) Direktorat jenderal Prasare.na dan Sarana 
Pertanian menyusun program dUkungan 
prasarana dan sarana t~rhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasional; 

e. Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat Tim 
melakukan pemantauan t~rhadap 
pelaksanaan peningkatan produksi beras 
tingkat nasional, yang meliputi realisasi: 

1) program peningkatan produksi padi 
tingkat nasional; 

2) penyediaan dan penyaluran sarana 
produksi padi tingkat nasional; 

3) penerapan rekomendasi teknologi spesiftk 
lokasi tingkat nasional; 

4) pelaksanaan pengawalan dan 
pendampinga.n penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produk11i padi; 

f. Sebagal tindak lanjut dari hasll pemantauan, 
Tim Pengendall melak$anakan rapat evaluasi 
paling kurang dua ka1i dalam setahun untuk: 

1) Membahas pencapaian target dan realiasi 
produksi beras tingkat nasional; 

2) Mengidentiftkasi permasalahan dalam 
pencapaian target peningkatan produksi 
beras tingkat nasional; 
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3) Men.tmuskan rencana tindak lanjut 
penyelesaian masalah 'esuai dengan 
matrik program instansi terkait; 

4) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkatan produksi beras nasional 
kepada Menteri Pertanian. 

2. Tba PemblDa 

a. Mekanisme kelja pembinaan dilakukan oleh 
Tim Pembina melalui rapat teknis Tim 
Pembina paling kurang satu kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinasi dengan Tim Pengendali. 

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan 
Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan 
rapat teknis paling kurang cl.ua kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim 
Pelaksana pada tingkat provinsi. 

c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua 
Harian Tim Pembina melaksi;Ulakan rapat 
teknis paling kurang dua ka1i dalam setahun 
untuk menyusun matrik program tingkat 
provinsi sesuai dengan bidang tugas masing
masing, yang mencakup: 

1) Dinas Teknis yang membid.angi tanaman 
pangan menyusun program dan rencana 
ketja peningkatan prodttksi padi dan 
dukUngan prasarana dan sarana 
pertanian tingkat provinsi; 
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2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
menyusun program dukungan penelitian 
dan ptngembangan terhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
provinsi; 

3) Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan/Kelembagaan yang 
membidangi penyuluhan menyusun 
program dukungan Pengawalan dan 
Pendampinga.n Penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produk11i padi tingkat prqvinsi. 

d. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim 
melakukan pemantauan t~rhadap 
pelaksanaan ptningkatan produksi beras 
tingkat provinsi, yang meliputi realisa~i: 

1) Progr01m peningkatan produksi padi 
tingkat provinsi; 

2) Penyediaan dan penyalUran sarana 
produksi padi tingkat provinsi; 

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesiftk 
lokasl tingkat provinsi; 

4) Pelaksanaan pengawa1an dan 
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produksi padi tingkat provinsi. 

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, 
Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi 
paling lrurang dua kali dalam setahun untuk: 

1) Mern bahas pencapaian target dan r~:aliasi 
produksi beras tingkat provinsi; 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



2) MenQidentif1\{asi pennasalahan dalam 
pencapaian target peningkatan produksi 
berae tingkat provinsi; 

3) Merumuskan rencana tindak lanjut 
penyelesaian masalah ~esuai dengan 
matrik protram iMtansi terkait; 

4) Melaporkan perkembangaq pencapaian 
peningkatan produksi \)eras nasional 
kepada Gubemur. 

3. Tinl Pelabaua Kab1Jpate~~o/Kota 

a. Mekanisme ke1ja pelaJ(sanaan Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kot:e, dilakukan melalui Rapat 
Teknis Tim Pelaksana paling lcurang (lua kali 
clalam setahun untuk menyiapkan bahan 
rapat l<:oordinasi dengM Tim PengendElli dan 
bahan rapat koordinasi deng!Ul Tim Pembina. 

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
clengan Tim PengendE!li di l'l.isat datl Tim 
Pembina di provinsi, Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kot:e, melaksanakan rapat teknis 
Tim Pelaksana pE!ling kUrang dua kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinasi 8,Iltara Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana 
Kecamatan. 

c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
Tim Pelaksana !(abupaten/KOtJil dengan Tim 
Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kot:e, melaksanakan rapat teknis 
paling kuran.g dua kali dalam setahun untuk 
menyusun matrik program tingkat 
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kabupa.ten/kota sesuai dengiUl bidang tugas 
masing-masing, yang mencakup: 

1) Dinas Teknis yang membidangi T<m,rrnan 
Pangan menyusun program dan t·encana 
kerJa peningkatan produl<:si Padi clan 
dulttJngan prasarana dan s11Tane 
pertanian tingkat kabupaten/kota: 

2) Penejiti Penda.mping menyusun 
rekomendasi teknologi ~pesifik lokasi 
terhadap peningltatan produksi padi 
tinQkat kabupaten/kota; 

3) Bact an Pe la~:sana 
Penyuluhan/Kelembagaan yan@ 
membidansf penyuluhan menyusun 
progran;t dukungan Pengawala.n lian 
Pendampingan Penyuluh di lokast SLP'n 
dan sentra produksi padi tingka1 
kabupatenfkota. 

d. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibarttu oleh 
Sekretartat Tim melakukan pem!lntauan 
terhadap pelaksanaan peninglcatan prodllksi 
beras tlngkat t.abupaten/kota, yang ln.eliputi 
realisa~i: 

1) Progran;t peningkatan produk!:j padi 
tingkat kabupaten/kota; 

2) Penyediaan dan penyaluran saraiUI 
prod\lksi padi tinglmt kabupaten; '<:ota; 

3) Penerapan rekome~dasi teknologi speaiJill 
loka~i tingkat kabupaten/J(ota; 

4) Pelak:sanaan pengawalan dan 
pendampingan penyuluh di lokasl SLPTI' 
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dan sentra produksi padi tingkat 
kabupaten/kota. 

e. Sebagai tindak )anjut dari hasil pemantauan, 
Tim Pelaksana ltabupaten/kota 
melaksanakan rapat evaluasi paling kurang 
ctua kall dalam E!etahun untuk: 

1) Membahas pencapaian target dan realiasi 
produksi b~ras tingkat kabupatenjkota; 

2) Mengidentifll<:asi permasalahan dalam 
peucapaian target peningkatan produksi 
beras tingkat kabupaten/kota; 

3) MerUmuskan rettcana tjndak lanjut 
penyelesaian ma5alah ~esuai dengan 
matrik pro~tram iMtansi terlmit; 

4) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkatan proclUksi beras nasional 
kepada Bupati/Walikota. 

4. Tilll Pelaballll Ke-mataJI. 

a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pelaksan!l Kabupaten/Kata, Tim 
Pelaksana Kec:amatan melaksanakrul rapat 
teknis paling kuranj! empat kali dalam 
setahun untulc menyuaun matrik H:egiatan 
tlngkat Kecamatan, yang menc:akup: 

1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan 
menyusun rencana kegiatan peningkatan 
produksi padi dan pengawasan peredaran 
dan mutu sarana produksi tingkat 
kecamatan; 
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2) Dulcungan peneliti pendamping dalam 
penerapan rekomebdasi teknologi spesiftk 
lokaE!i tingkat kecamatan; 

3) Dulcungan 
Pengganggu 
pengenda.\Uln 
penyakit; 

Pengamat 
Tanamart 

Or~tanisme 
dalam 

dan eltsplosi hama 

4) Dukungan Balai l>enyuluhan di tingkat 
Kecamatan dalarn Pengawalan dan 
Pendampingan Penyuluh di lokas! ~LPTT 
dan sentra produksi padi tlngkat 
kecamatan. 

b. Tim l>elaksana Kecamatan melajcukan 
pemantauan ctan tindak lanjut pelaksanaan 
peningkatan produksi beras tlngkat 
kecamatan, yang meliputi realisasi: 

1) Kegiatan peningkatan produkSi padi 
tingkat Kecamatan, yang meliputi areal 
lua~ tanam dan Iuas panert, ; 

2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan 
sarana produksi (pupuk, benih, dan 
pesti11ida) padi tingkat KeciiUtlatan; 

3) Penerapan rekome!ldasi teknologi spesiftk 
lokat~i tingkat Kecamatan; 

4) Serangan hama dan penyakit tingkat 
kecamatan; 

5) Pel~sanaan pengawalan dan 
pendampingan penyuluh di lokas! 11entra 
produksi p~~tdi tingkat Kecamatan; 
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6) Identiftkasi pennal!alahan yang dihadapi 
dalam penc:apaian target peningkatar1 
produksi beras tingkat kecamatan; 

7) Pelllksanaan tindak lanjut penyelesaian 
ma~alah sesuai dengan bidang tugasnya 
ma~ing-masing; 

8) Melaporkan perketnbangan pencapaian 
peningkatan prodtiksi 1:.Jeras nasional 
kepada Ca:rnat. 

c. ~usus untuk pennasalahan yang dihadapi 
oleh 'l'i.tn Pelaksana Kecarr:t&tan di luar 
kewenangannya, Tim Pelaksana Keca:rnatan 
melakukan rapat teknis untuk: 

1) Mengidentiflkasi pennasalahan yang 
berkaitan dengan ketersediaan sarana 
prodUksi, jaringan irigasi dan bencana 
alam; 

2) Menyusun '(lsulan pemecahan masalah 
untLlk disampaikan kepada 
instansi/lembaga terkait. 

B. 1'ATA RtJ'BUNGAN KElW'A 

1. Ti~ Pengelldali de~~.PD Tim Pem.biaa 

a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim 
Pembinlll ada!ah hubungan koordinasi 
pengendalian P28N dalam rangka perLJmusan 
dan sinkronisasi progtatn dan rencwlB ketja 
penelitiart dan penge1nbangan, penyuluhan, 
prasarana dan ~e.rana mendukung P28N; 

b. balam penyelenggaraan hubungan koordinasi 
pengendalian P2BN, Tim Pengendali 
melaksanakan koordinasi de.n komunikasi 
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dua arah dengan Tim Pembina, qengan 
tujuan: 

1) Memantau pelaksanaan pencapaian 
tartet produksi beras pada tingkat 
provinsi; 

2) Memantau penyaluran s11.rana produksi 
pacta tingkat provir:t~i; 

3) Memantau pen~rapan rekomendasi 
teknologi spesifik lokasi; 

4) Memantau pelak~~anaan pendampingan 
penyuluh dalam J)enerapiUl tekno)ogi di 
tin!tkat petiUli. 

c. Dalam keadaan khusus, 'l'i.tn Pengendali 
bersama Tim Pembina dape.t melak~~anakan 
koordina:Ji dan komunikasi dua arah qengan 
Tim Pel!lksana, dengan tujuan untuk: 

1) Memantau tetjadinya eksplosi orgEillisme 
pengganggLI tanaman yang berp~ngaruh 
terhadap penurunan produksi secara 
nye.ta; 

2) Memantau tetjaclinya bencana alam 
(banjir, kekeringatl, gempa bumi) yang 
menyebabkan tetje.dinya puso; 

:;11. Tilll Pemblaa de..,an T~ Pelabaaa 

a. Hubungan 'l'i.tn Pembina denga.n Tim 
Pelakse.na adalah hubungan kot~rdinasi 
pembinaan P213N dalam rangka perumusan 
program dan rencana kelja penelitian dan 
pengembangan, penyuluhan, prasarana dan 
sarana mendukUng P213N; 
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b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi 
pembinaan P2BN, Tim Pembina 
melaksanakan koordinasi dan komunikasi 
dua arah dengan Tirn Pelaksana 
l{abupa.ten/Kota, dengan tujuan: 

1) Memantau pe!E\)csanaa.n pencapaian 
target produksi beras pa.da tingka.t 
ka.IJu paten/ kota; 

2) Memantau penyalutan sarana produksi 
pada tingkat kabupatenjk.ota; 

3) Memantau penerapan 
teknologi $pesif!k lokasi 
kaiJupaten/kota; 

rekomendasi 
pada tingkat 

4) Memantau pelaksanaan pendatllpingan 
penyuluh dalam penerapan teknologi di 
tingkat petani pada tingkat 
kaiJupaten/kota. 

c. Dalam keadaa.n khusus, Tim pembina 
bersama Tim Pelaksana Kabupatcrt/Kota 
dapat melaksanakan koordinasi dan 
komun!kasi dua arah dengan Tiro Pelaksana 
1\ecamatan, dengan t\ljUan unmk: 

1) Memantau te!jadinya eksplosi organisme 
peugganggu tanaman yang berpengaruh 
terhadap penu~nan produksi secara 
nyata pada tingkat kecam11.tan; 

2) Memantau te!jadinya bencana alam 
(b11.njir, kekeringan, gempa bumi) yang 
menyebabkan terjadinya puso pada 
tingkat kecamatan. 
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3. TiDJ Pela._ua kllbupat~n/Kota denp.~ Tlm 
Pe..,lalaua leecaDUitan 

a. Hubung&n Tim Pelaksana kabupaten/kota 
dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah 
hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN 
dalam rangka pelaksanaa.n rencana ke!ja 
peningkatan produksi, pelaksanaa.n 
prograllla penyuluhan, pelaksanaan 
penyediaan prasarana dan sarana 11esuai 
kebutuhan mendukung P2BN; 

b. Dalam pelaksartaan Peningkatan Produksi 
Beras Nasional, Tim Pelaksana 
KabupatenjKota melldi:sanakan ko(lrdinasi 
dan komunikalli dua arah denga.n Tim 
Pelaksa.na Kecamatan, dengan tujuan: 

1) Mernantau pelaltsanaan pencapaian 
target produksi beras pada tingkat 
kecamatan; 

2) Mernantau penyaluran sarana produksi 
pada tingkat kecanui\tan; 

3) Mernantau pen~rapan 
teknologi spesiflk lokasi 
kecamatan; 

rekor.nendasi 
pada tingkat 

4) Mernantau pelaksanaan pendampingan 
penyuluh dalam penerap311 teknologi di 
tingkat pet11111i pad!!. tingkat kecamatan; 

5) Mernantau te!jadinya eksplosi organisme 
pengganggt.l tanaman pada tingkat 
kecamatan; 
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6) Memantau teljadinya bencana 
(banjir, kekeringan, gem!>!\ bumi) 
menye babkan ter,jlidinya puso 
tingkat kec~atan. 

alam 
yang 
pada 

4. InterDal Tim Pell&eDdaU, Tlm Pembll.a, daD 
Tllll Pelaballll 

a. Hubungan Kerja antara instansi Elselon I 
lingkup pertal\ian dalam 'l'im Pengendali 
adalah hubungan J<:oordin~a&i futJ.!Isional 
sesuai dengan tugas funf(llinya masing 
masing da!arn pelaksa!la.art pr~sram P.2aN; 

b. Hubungan Ker;ja antar iru;tansi teknis 
pertanian linglrup Pemerintah. Provitlsi dan 
UPT Teknis lil!gkup J(ement11:rlan P~rtanian 
dalam Tim Pembina ~dalah llubunge.n kelja 
koordinatif funssional sesuai dengall tugae1 
fungstnya masing masing dalam pelaksanaan 
program P2BN; 

c. Hubungan Keija antar in!ltansi teknis 
pertanian lingklip Penterintah 
Kabupa.ten/kota dan un&ur peneliti 
pendarnping dart BPTP dalam Tim Pelaksana 
Kabupa.ten/Kota adalah hubungan kelja 
koordinatif fungsional sesuai dengati tugas 
f\lngstnya masing masing dalam pelaksanaan 
program P2BN; 
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11\GA.N TATA HUIUNGA~ KI~A ANTMA 
TIMPENOI,.!)AU, TIMI'IMIINADANTI~"'~ 

I MINTP.I 
I . PIRT~IWi 

I T 

v 
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KE:TERANGAN: 

1. Alur Komando 

~. ____ Alur Pengendali.an 

~·-. __ . _ Alur Pembinaan 

4. _ .. ~ .. _ Alur Pelltksanaan 

~. ---------·------· Alur Koordinasi t'Uhgslorta:~ 

15. ..................... Alur Koordinasi Operasional 
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BABIV 
P~LAPORAl\T 

A. Tlqkat Keca~Q~ataJI. 

so 

1. Kepala UP'l'/UPTD Perta~n 

a. Kepala UPTjUPTD Pertanlan rnembuat: 
J.aporan bu!ahan berdasarkan hasil 
pemantauan perkerrtb!Ulgan pelaksanaan 
P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk !9,poran 
bulanan Kepala UP'I'/UPTD seperti pada 
Lamplrap. 1a, 1•.1, 1.-.:;a, dan 1b; 

b. Bahan la.poran btll.anan meliputi: lobsi, luas 
areal tanam, Iuas l'>anen, produksi dan 
produkti.!itas, dan kebutuhan sarana 
produksi berdasarkan !WK/RDKK; 

c. Laporan bulanan di!~ampa1kah ke Camat 
selaku penanggujawa)l program P2f!N 
Kecam&qm paling larnbat tanggal 3, bulan 
berikutnya dengan tetnbusan kepada dinas 
teknis kabupl!ltenjkota yang membidangi 
tanaman pangan . 

2. Petugu POPT 

a. Petugas POPT membuat Iapomn 1:n,Jianan 
hasil J>engamlltan tentang perkembangan 
organisme pengganggU tumbuhan (0\>T) dan 
bencana alam pada lokasi sentra produksi 
padi. Bentuk lllporan bl.ll.anan Petugas POPT 
seperti pada ].amplnlu. 2a, 2a1, 2-.:;a dan 
2.a3; 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



b. Bahan lapotE\11 bulananan roeliputi: 
intensitas dan h,Jas serangan OPT, kebanjiran 
dan kekeringEUl serta hasil analisis 
perkembangan OPT dan DPI; 

c. I.,aporan bulanan disampaikan ke Camat 
paling lambat tanggal 3, bulEUl betikutnya 
dengan tembus~tn dinas teknis kabupaten 
kota yang membidangi tanama.n pangart. 

3. Pellyuluh Pertaniall dl Deo/Kehuahan 

a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang 
pendampingan dan pengawal.ar:) pelaksanaan 
penyuluhan di DesajKeluraha.n lokasi sentra 
produksi pad!. Bentuk laporan t>ulanan 
Penyuluh Pertanian di DesajKeltirahan 
seperti pada LII.Q~.plran 3a dan 3b; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi 
penyusunan RDK/RDKK, pe!lerapan 
teknologi spesilik lokasi, kelembagaan petani, 
kelembagaan ekonomi petani t1EU1 petani yang 
mengakses sarana produksi permodalan dan 
informasi pasar, permasalahan yang dihadapi 
dan u pay a pemecahan masalah di v.ilayah 
keljanya; 

c. I.,aporan bulanan disampaikan ke Balai 
Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan 
paling tambat tanggal I, bulan berikutnya. 

4. Balai Penyuluhan Kecam•tan 

a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat 
laporan bulanan perkembangan pelaksanaan 
penyuluhan berdasarkan laporan pertyuluh 
pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk 
laporan bulanan Balai Penytiluhan 
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Kecamatan seperti pada Lll.mplran 4&, ~.1 
dan 4b; 

b. Bahan laporan bulanart tnellputi: 
pelaksanaan programa penYl.lluharl 
pertanian, pengawalan dan pendeunpingarl 
teknologi, penyebaran infonnasi telq10!ogi, 
pengawasan penyuluh pendamping, 
pelaksanaan LAKU, pelaksnnaan rembug, 
forum, temu teknis, temu lapang, demplot 
dan demarea pada sent:ra produksi pa.di ; 

c. Laporan bulanan di~paikan ke Camat 
paling lambnt tanggal 3, bulan be~tnye1 
dengan tembusan lte Badan Pelaksanel 
Penyuluhan/Kelembagaan yang membldangi 
penyuluhan. 

5. PeDilD&IUilaJawab Pro&t'am P2BN 'l'~qkat 
Keoamata:ll 

a. Laporan bulanan Camat ~elaku 
penanggungjawab program P2BN Kecamatan 
dirumuskan dart disusun oleh 1'im Pe!aksana 
Kecamatan. Bentuk la1>oran bulanan l>rogram 
P2BN Kecamatan sepettl pada l.amp~n 5; 

b. Bahan lapornn bu!IIU'lan 'J'im Pelaksana 
Kecamatan, meliputi: 

I) lokasi dan luas areal, lullS tanam, luas 
panen dan kebutuhan sararta produksi; 

2) int~nsitas dan luas serangan hama, 
kebanjiran dan kekeringan, potensi 
serangan hama penyakit; 
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3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
pengawalan dan pendampingan teknologi 
serta realisasi penerapan tekno!ogl pada 
lokasi sentta produksi padi. 

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan 
disampaikan kepada Bupati/Walikota !lelaku 
penanggungjawab program P2BN 
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5, 
bulan berikutnya dengan telllbusan Dinas 
Teknis yang membidangi tanaman pangan 
dan Badan Pelaksana 
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi 
penyuluhan. 

B. Tlnglrat Kabupaten/Kota 

1. Dlllaa TeJalla yang membldangl Tallaman 
Pan1an 

a. Oinas Teknis yang membidangi Tanaman 
Pangan membuat !aporan bl.ilanan tentang 
perkembangan pelaksanQ$Il P2BN 
kabupatenfkota berdasarkan laporan kepala 
UPT/UPTD dan Camat. Bentuk laporan 
bulanan Dinas Teknis yang membidangi 
Tanaman Pangan seperti pada J,amp:lran 6a, 
6a.l, 6a.2 dan 6b; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas 
areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan 
sarana produk;si, iMtensitas dan luas 
serangan hama dan penyakit serta potensi 
gangguan bencana a1am lainnya; 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
BupatifWalikota selaku penanggungjawab 
P2BN Kabupaten/Kota paling lambat Umggal 
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7 bulan berikutrtya dengan tembusan kepada 
dinas teknis provin$i yang membidangi 
tanaman pangan. 

2. Peuelltl Pendamplnc 

a. Peneliti Pendarnping membUat J.a,poran 
bulanan tentang dukungan penelitian dalam 
pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota. 
berdasarkan laporan dari tingkat kec~atan. 
Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping 
seperti pa,da Lamplran 7a; 

b. E!ahan !a,poran bulanan meliputi : penerapan 
teknologi spesifik lokasl, kalender pola tanatn, 
nasi! uji adapta.si (display) varieta.s, 
penggunaan vari.etas unggul, penyebaran 
bahan publikasi dan umpan balik 
rekomendasi penerapan teknologi, 
permasalahan dan upaya, pemecahannya pada 
lokasi sentta ptoduksi padi di 
k;abupaten/kota (Lamptran 7b dan 7cJ, 

c. Laporan bulanan d!sampaikan k;epada 
13upati/Walikotil se!aku penanggungjawab 
P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 
7, bulan berikUtnya dengan tembusan ke 
13a!ai Pengkajian Teknologi Pertanian. 

3. Balian Pembana Penyuluhan 

a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat 
1aporan bulanan perk<lmbangan pelaksanaan 
penyul"uhan di kabupaten/kota berda11arkan 
1aporan Balai Penyulul\an tinglcat kec~atan. 
Bentuk laporan bulanan Badan Pelaksana 
Penyul"uhan seperti pada Lamptran Sa, Sa.l 
dan8b; 
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b. Bahan laporan bulanan meliputi: 
pelaksanaan programa penyu)uhan, 
pendistribusian materi dati informasi 
penyulll.han, pelak•anaan pen}'llluhan 
melalui media cetak dan elektronik, 
pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, 
realisasi pelatihan pemandu lapangan, 
pengawalan, pendamp!ngan dan realisasi 
penerapan tekrtologi, kelembagaan petani, 
pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, 
dan temu tugas; 

c. Laporan bulanan disamplllikan kepada 
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab 
P2BN I<abupatenfKota. paling lambat tanggal 
7 bulan berikUtnya dengan tembusan ke 
Sekreta.rjat Badan Koordinasi 
PenyuluhanfKelembagaan yang membidangi 
penyuluhan di provinsl. 

4. PeuanacWIIJawab 
Kab'ltpateii/Kota 

Procralll P2BN 

a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku 
penanggung jawab program P2BN 
Kabupaten/Kota dirumuskan, disusun, dan 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim 
Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program 
P2BN Kabupaten/Kota aeperti pada 
lampln.n 9; 

b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana 
kabupa.ten/kota meliputi: 

I) loka11i, luas areal, luas tanam, luas panen 
dan kebutuhan sarana produksi, 
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instensitas dan luas serangan hama dan 
penyakit serta pottnsi gangguan bencana 
alam lainnya; 

2) perkembangan penerapan rekornendasi 
teknologi, Umpan balik, permasalahan 
dan upaya pemetEjhannya pada lokasi 
sentra produksi padi di Kabupaten/Kota; 

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
pengawalan dan pendampingan teknologi 
serta. realisasi penerapan teknologi pada 
lokasi sentra prodll.ksi pad!, 

c. Laporan bulanan Tim Pe]aksana 
Kabupaten/Kota disampaikan kepada 
Oubemur selaku penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan 
berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis 
yang membidangi tanaman pangan di tingkat 
provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh. 

c. Tiqkat Provlllai 
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1. Diuaa Tebla yaq membidal!.li Ttnaman 
PaDJ&II 

a. Dinas Teknis yang membidang:i Tanaman 
Pangan membuat laporan bulanan tentang 
perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi 
berrdasarkan laporan Dinas Teknis yang 
membidangi tanaman pangan dan 
Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan 
Dinas Teknis yang tnembidangi T~maman 
Pangan seperti pada tampiran lOa, lOa.l, 
10a.2 clan lOb; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lua.s areal, 
luas tanam, luas panen, produksi dan 
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produktifitas, kebutuhan sat"ana produksi, 
dukungan pennodalan, intensitas dart luas 
serangan hama dan penyakit serta potensi 
gangguan bencana alanl lainnya; 

c. Laporan bulanan disampai.j{an kepada 
Gubemur selaku penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling l.an1bat tangga111 bulan 
berikutn:Ya dengan tembusan kepada 
Direktorat Jenderal Tanru:nan Pangan, 
Kementerian Pertanian. 

2. Balal PeDCkaJian 'l'elmolo&i Perta.nian 

a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
membuat laporan bulanan tentang dukungan 
penelitian dalam pelaksanaan P2BN provinsi 
berdasarkan laporan peneliti pendll!llping. 
Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian seperti pada Lamplran 
Ua; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi 
rekomendasi teknologi, speciflk lokasi, 
kalender dan pola tanam, penggunaan 
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap 
perubahan iklim, umpan batik dan 
permasalahan dan upaya pemecahannya 
pada lokasi sentra produksi Padi di provinsi 
(Lamplsan Ub clan llc); 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Gubemur selalru penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan 
berikutnya dengan tembusan ke Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Kementerian Pertanian. 
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3. Selaetariat Badll.n 
Peuyuluhan/Kelembalaall yaJll 
peuyuluhan 

Koorclinasi 
membidll.qi 

a. Sekretariat Bad!ill Koordinasi 
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi 
penyuluhan membuat laporan bulanan 
perkembangan pelaksanaan penyuluhan 
berdasarkan Iaporan Bapeluh/kelembagaan 
yang membidangi penyuluhan di 
kabupaten{kota. Bentuk laporan bulanan 
Sekretariat Bad11n Koordinasi 
PenyuluhanjKelembagaan yang membidangi 
penyuluhan seperti p11da Lampiran 12a, 
12a.lclan 12b; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran 
programa penyuluhan, penyebaran materi 
dan informasi penyuluhan, pelaksanaan 
penyuluhan melalui medill cetak dan 
elektronik, pengalokasi11n tenaga penyuluh, 
rea!isa'i pelatihan pemandu lapangan, 
pengaWalan, pendampingan dan tealisasi 
penerapan teknologi ; 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Gubernur selaku penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tan~al 11 
bulan berikutnya dengan tembu'la,n ke 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian, Kementerian Pertanian. 
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4. Peuaq&UJlljawab Prolra:Qa P2BN :Provill4l 
a. Laporan bulanan Gubemur selaku 

penanggung jawab program P2BN Provinsi 
dirumus\<an, disusun, dan dil<oordinasikan 
oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk 
laporan bulanan, per\<embangan F>rogram 
P2BN Provinsi seperti pa,da Lasnplran 13; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: 

1) 1okasi, luas areal, luas tanatn, luas panen 
dan kebutuhan sarana ptoduksi, 
instensitas dan luu serangan harna dan 
penyakit serta potensi gangguan llencana 
alam lainnya; 

2) perkembangan penerapan rekomendasi 
tekno!ogi, Umpan balik, permasalahan 
dan upaya pemecahannya pada. lokasi 
sentra produksi pad! ; 

3) pelaksanaan penyuluhan pettanian, 
pengawalan dan pendampingan te~ologi 
rekomendasi pada l9kasi sentra produksi 
padi. 

c. Laporan bulanan Gubemur selaku 
penanggung jawab program P2BN Provinsi 
disampaikan kepada Menteri Pettanian paling 
lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan 
tembusan Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan, Badan Litbang, dan )3adan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian. 
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b. Bahan laporan bulanan melipUti 
rekomendasi teknologi, speciflk lokasi, 
kalender dan pola tanam, penggunaan 
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap 
perubahan iklim, unpan balik dan 
permasalahan terkait pelaksanaan penelitian 
dalam mendukung P2BN( Lamplra.D 15b); 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Menteri Pertanian selaku penanggung jawab 
program P2BN tingkat nasional paling J.ambat 
tanggal15 bulan berikUtnya. 

3. BadaD PeDyuluhaD daD Peugean)augall SDM 
PertauiaD 

a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian membuat laporan btilanan 
perkembangan penyelenggaraan penyuluhan 
dalam mendukung P2BN berdasarkan 
laporan dar! Bakorluh/Kelernbagaafl yang 
menangani penyuluhan. Bentuk laporan 
bulanan Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian seperti pada 
Lampirall 16a, 16a.l claD 16b; 

b. Bahan laporan bulanan melipUti 
pelaksanaan programa penyllluhan, 
penyebarluasan materi teknologi penyll!Uhan, 
peningkatan kompentensi penyuluh, 
pengalokasian tenaga penyuluh, 
kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif 
dan penghargaan kepada penyuluh serta 
perkembangan realisasi anggaran dalam 
mendukUng P2BN ; 
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c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Menter! Pertanian selaku penanggung jawab 
program P2BN tingkat nasional paling lambat 
tanggallS bulan berikutnya. 

4. Pelll~raD PJ:ogralll P2B:N ~uloual 

a. Laporan bulanan Menteri Pertanian 11elaku 
penanggung jawab program P2BN tingkat 
nasional dirumuskan, disusun, dan 
dikoorclinasikan o!eh Se)tretarlat Tim 
Pengendali Pusat Bentuk laporan bulanan 
Sadan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian seperti pada J,.ampiraD 17; 

b. Berdasarkan laporan Tim Pengendall Pusat, 
Menter! Pertanian menyampaikan laporan 
bulanan perkembangan pelaksanaan P2BN 
kepada Presiden; 

c. Bahan laporan bulanan meliputi 
perkembangan pelaksanaan P2BN secara 
nasional; 

d. Laporan bulanan Menter! Pertanian 
disampalkan kepada l'residen paling lambat 
tanggal 17 bulan beriktltnya qengan 
tembusan Wakil Pre~iden Rl dan Menteri 
Koordinator Perekonomian. 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



!AlAN AWl HW,_AN 

.. -·- - ------·--··· 

[;[) • 
+ -----------· - -------------- --------------···r--···--

--------------

t =~~. r ........ ~ '""'" 1 

PUSAT 
TIM PENGENDALI 

PROVINSI 
nMPEMBINA 

WUPATEN/IIOTA 
TIM PlLAKSANA 

KECAMATAN 
TIM PELAKSANA 

D ESA/KEtURAHAN 

63 

BABV 
PEIWTUP 

Mekanisme dan Tata Hubungan i(elja ini dibuat untuk 
menjadi acuan dan dilaksanaka!l oleh kelembagaan 
teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta 
kelembagaan penYl.lluhan pertanian di pUsat, prpvinsi, 
kabupatenfkota, dan kecatnatan yang terkait dalam 
menc:lukung program P2BN. 

Dengan terbitnya acuan ini, dih~pkan terwujudnya 
mekanisme dan tata hubungan 11:elja yang harmonis 
mela!ui koordinasi pengendalian, pembinaa!l, dan 
pelaksanaan antar kelembagaan teknis, keleml:)agaan 
penelitian dan kelembagaan penyuluhan serta 
kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan 
Program P2BN. 

Agar Mekanisme dan Tata Hubungan J{erja ini dapat 
dilaksanakan sesual denga.n kondisi masing,masing 
wilayah pad8llokasi sentra produksl padi petlu dijlll.barkan 
dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaa.n oleh Gubernur dan 
Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota 

Mentcri Pertanian, 

SUSWONO 
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OU'I'LIMB 

LAPORAl! TIM PBLAXSANA KEC.\MATAN 

RINGKASAN LAPORAN 
1. PltNDAHULUHAN 
II. PltRKEMBANGAN PELAKSANAAf'f P2BN 

IB.11i pi ran S 

1. LUAS TANAM/l>ANEN (RENCANA DAN REALI~ASI) 
2. PRODUKSI (RENCANA DAN AAALISASI) 
3. PENGGUNAAN SARANA PRO!>UKSI (RENCANA DAN 

REALISASI) 
4. KONDISI OPT IJAN DPI 
5. PENERAPAN REKOMIJ:NDASI TEKNOLOOI ('rANAM, 

PEMELIHARAAN, PAN!I.:N DAN PASCA PANEN) 
- KALENDER TAN AM 
- VARIIJ:TAS 
- PEMUPUKAN 
- PANEN DAN l>ASCA PANEN 

6. PENYUSUNAN RDI</RDKK (RENCANA DAN 
REALISASI) 

7. PELAK$ANAAN PENYULUHAN 
-PROGAAMA 
-PENDAMPINOAN DAN PENGAWALAN 
-BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 
-FASILITASI KEL!i:MBAGAAN TAN! DAN 
KELEMBAGAAN EKONOMI P!ITANI 

- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU 
Ill. PltRMASALAHAN 
IV. Kil:SIMPU!.-AN 

LAMPIRAN (REKAPITULASI LAP<:>RAN TlM PELAKSANA 
D~SA/KELURAHAN) 
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LAMPlRAN 7a 

OUTl.INE 
LAPQRAN PBNELI'I'I PENDAMPINC! TINGICAT 

KABpfATEM 
BUI.All: .................. ~ ............ . 

I. PENDAHULUAN 
II. PELAJ(SANAAN TUGAS PENDAMPINGAN 

1. PENERAPAN TE!OlOLOGI SPESIFIK LOKASI, 
2. KALENDE~ POLA TANAM 
3. DISPLAY VARIETAS, 
4. DEMFARM, 
5. DISTRIBUSI PUBLIKASI 
6. NARASUMBER 
7. KUNJUNGAN LAPANGAN 

Ill. MASALAH DAN MEM13ERIKAN SARAN PEMECAHAN 
MASALAH ADO PSI TE:KNOLOGJ 

IV. UMPAN BALI]( PENEAAPAN 1'EKNOL0Gl 
V. PENUTUP 

lOS 

IElll! pi ran 9 

OUTLINE 

LAPORAM TIM PELAJ[SAN{\ KABUUTU/KOTA 

RINQKASAN LAPORAN 
I. PitNDAHULUHAN 
II. PltRKEMBANGAN PELAKSANAAI'i !"2BN 

1. LUAS TANAM/l>ANEN (RENCANA DAN REALIE!ASI) 
2. PRODUKSI (RENCANA DAN RtALISASI) 
3. PENGGUNAAN SARANA PROI)l,JKSI (RENCM~A DAN 

REALISASI) 
4. KONDISI OPT t:>AN DPl 
5. PENERAPAN i{EKOMS:NDASI TEKNOLOGI ('rANAM, 

PEMELIHARAAN, PANtN DAN PASCA PANEN) 
- KALENDER TANAM 
- VARIETAS 
- PEMUPUKAN 
- PANEN DAN f>ASCA PANEN 

6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN 
REALISASI) 

7. PELAKSANAAN PENYULUHAN 
-PROGAAMA 
-PENDAMPINOAN DAN PENGAWALAN 
-BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 
-FASILrrASI KELEMBAGAAN TAN! DAN 

KELEMBAGMN EKONOMI PIJ;fANI 
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU 

Ill. PltRMASALAHAN 
IV. KESIMPULAN 

LAMPIR.A.N (REKAPITULASI LAPORAN TlM PELAKSANA 
KECAMATAN) 
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Lampiran lla 

OU'l'LJNE 

LAPoRAN BALAI PENOKAeJIAN TUNOLOGI 
PERlAI!IAN TI!fGKA.T PROYINSI 

BULAN: ............................. ·······•••••h•••····· 

I. PENDAHULUAN 
II. PELAI{SANAAN TUGAS PENDAMPINOAN 

1. NARASUMBER (PtLATIHAN), 
2. PENERAPAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOK!\.Si, 
3. KALENDER POLA TAN AM 
4. DISPLAY VARIETAS, 
5. DEMFARM, 
6. DISTRIBUSI PUBLIKASI, 
7. PENDAMPINGAN OLEH PENELITI (KUNJlJNGAN 

LAPANGM) 
III. MASALAH DAN MEMJ3ERIKAN SARAN PEMECAHAN 

MASALAH ADO PSI TE:KNOLOGI 
IV. UMPAN BALI!( PENERAPAN 1'EKNOLOGI 
V. PENUTUP 

107 

lamt:~iran 12 

OUTLINE 

LAPORAN BYL.ANAII TIM PltMBJNA PROVJNSI 

RJNQKASAN LAPOftAN 
I. Pll:JIIDJ\HULUHAN 
II. Pll:RKEMBANGAN PELAKSANAAJii p2BN 

1. LUAS TANAM/l>ANEN (~ENCANA DAN REALIMSI) 
2. PRODUKSI (RENCANA DAN IU:ALISASl) 
3. PENGGUNAAN SARANA PROI)UKSI (RENCA~A DAN 

REALISASI) 
4. KONDISI OPT !)AN DPI 
5. PENERAPAN REKOM]J:NDASI TEKNOLOGI ('rANAM, 

PEMELIHARAAN, PANtN DAN PASCA PANEN) 
- KALENDER TAN AM 
- VARIETAS 
- PEMUPUKAN 
- PANEN DAN l>ASCA PANEN 

6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN 
REALISASI) 

7. PELAKSANAAN PENYULUHAN 
-PROGRAMA 
- PENDAMPINCAN DAN PENGA.WALAN 
- BIMBINGAN bAN PENERAPAN TEKNOLOGI 
- FASILITASI KELtMBAGMN TAN! DAN 

KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU 

Ill. Pll:RMASALAHAN 
IV. Kll:SIMPUJ.AN 

LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN BtJLANAN 
PROGRAM P2BN KABUPATEN/KOTA) 
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Lampiran 15 a 

OUTLINE 
LAPQRAN BAPAN PBNBLITIAN DA!! PBNGBMBAJ!GAN 

PBRl'ANlAN TINGICAT PUSAT 
BUI.4lf: ......................................... ~ .............. . 

I. PENDAHULUA.N 
II. PELAJ{SANAAN TUGAS PENDAMP!NOAN 

1. N.t\RASUMBER (PELATIHAN TOT), 
2. PENYALUAAN BENIH, 
3. PENERAPA.N TEKNOLOGI SPESIFIK LOKA.SI, 
4. KA.LENDER POLA TANAM 
5. DISPLAY VARIETAS, 
6. DEMFARM, 
7. DISTRIBUSI PUBL!KA.Sl, 
8. PENDAMP!NGAN OLEH Pl<;NELITI (KUNJ"(JNGAN 

LAPANGAN) 
Ill. MASALAH DAN MEMl3ERIKAN SARAN PEMECAHAN 

MASALAH ADO PSI TE:KNOLOG! 
IV. UMPAN BALI!( PENERAPAN 'l'EKNOLOGI 
V. PENUTUP 
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lampiran 17 

OUTl.INB 

LAPQRAN PBRI(EMBA!(OA!! PROGRAM P2BN 
NASIONAL 

RINQKASAN LAPOJUN 
I. PENDAHULUHAN 
II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN 

1. LUAS TANAM/l>ANEN (RENCANA DAN REAW~ASI) 
2. PRODUKSI (RENCANA DAN R~LISASI) 
3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI (RENCAJIIA DAN 

REALISASI) 
4. KONDISI OPT DAN DPI 
5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOOI ('I'ANAM, 

PEMELIHARAAN, PANE:N DAN PASCA PANEN) 
- KA.LENDER TAN AM 
- VARIETAS 
- PEMUPUKA.N 
- PANEN DAN PA,SCA PANEN 

6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN 
REALISASI) 

7. PELAKSANAAN PENYULUHAN 
-PROGRAMA 
- PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN 
- BIMBINGAN DAN PEl'IERAPAN TEKNOLOGI 
- FASILITASI KELP:MBAGAAN TANI DAN 

KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU 

Ill. PERMASALAHAN 
IV. KESIMPULAN 

LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN BULANAN 
PROGRAM P2BN PROVINSI) 

110 

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BUPATI KOTAWARINGJN BARAT 

KEPUTliSAH BUPATI KOTAWARINGJN BARAT 

Ncmor: DKP/228.1 Nfl.O"!O 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DEWAN KFTAHANAN PANGAN 

BUPATt KOTAWARlNGtN BARAT 

a. bahwa dalain rang;a. m•lijudkan Ketahanan Pangan di daarab dan 
upaya menciptakai• kondisi daeJah terpenuhinya penoan ya11g cukup, baik 
dalam jumlah maupoo rnu'm"f8, aman rne!ll(a dan terjangt;a; oleh 
masyarakat periu dBakukan upaya-upaya koorcfmatif YM£ terpadu antsr ' 
inSi&nsi lei kait, 

b. bahwa unluk melalalanakan !ultenluan Bab Ill Penllular. Pte si!Xfl Hornor 
63 Tahun 2006 tentang Dewan Ketehanan Panga:1, per1u memhentuk 
Dewan Ketaltanan Paiga'l I<Bhupaten, 

c. bahwa, unluk mdaksanakan upaya-upaya kot:lrdinatif yang tarpadu anlar 
i11Stansl terkait maka per1u diperbaharul Keputusan Bupati Kutawatingln 
Barat homo! : SK KPPKPI151'111Vl006 ~ 27 Aguslus 2008. 

d. bahwa, befdas3fbo pertimbangan sebagaimar>a dimalall.td dal&m huruf a. 
b dan c pet1u ditetapkal1 Keputusan Bupeti Kotawari~ Barat ter.tang 
Pembentukan Oewwi Ketahanan Pansan Kabupaten. 

1. Undang-undang Nona 27 T!lhun 1959 tentang f'e:nbenttJkan Oaenlh 
Tingkat II di Ka6mantan (lembaran Negara Rl Tailun 1959 Nomor 4, 
Tambahan Lembaian Negala RJ Nomor 1820); 

2. Undang-undaog Nomor 7 Tahun 1900 tentang Pdfl!J81l (lembaran Nftgara 
R1 Tallm 1966 Nomor99 Tambahan l.snbaran Negara Rl Nomor 3656) . 

3. Undang- undang Nomor 22 Tshun 2004 ten!Bng Pemerlntahan Daerah 
(Lambaran Nagai a Talut 2004 Nomor 125. Tam."lahan L.embaran Negala 
Nomor 4437); 

4. Undang-undaf111 N001or 33 Tahun 2004 tentang Perfmbangan KBl'8flQ&n 
antara Pemeriulah f'usat dan Daerah (tembaran Negara Rl Tahur> 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438}; 

5. Peraturan Pemerin!ah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 

6. Peraturan Pemerintah NOI'l\ll" 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Penlngkat daerah; 

7. Peraturan Presiden Nomor H3 Tahun 2006 ttmtang Dewan Ketahanan 
Pangan; 

8. Penta Daotah Nonv.Jr 18 Tahun 2008 tenlal.g Olgarisas! dan Tata Kelja 
Dinas; 

9. Peratunm Daerah Hui1101 1S Tahun 2008 temang Of9at:isasi dan Tala 
IC.erja lnspekt'Jr.lt, Badal! Perencanaan P9l1lbangunan Dael"ah dan 
Lembaga Tsknis Dasrah Kabupaten Kotawaringin Baret; 
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KC:SATU 

<:::DUA 

KETIGA 

.:EEMPAT 

KEENAM 

KETUJUH 

MEMUTUSKAN 

Membentufr Cewan Ketahamm Par>gan KaboJpaten dengan susunan 
kearlggotaan sebatJaOrnana terc3l1l\m dalam lampiran Kepttlwan ini. 

Cewan Ket&hanan Pangan KabupMen mempunyal tugas membanlu Bup.1tl 
datam : 

a. Merumuskan kebi;akan dab!m rang!<& mewujlldkan ketahanan pangan 
Kabupaten ~ Banrt den:Jan mempemat.lkan kebljalarl yang 
ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan 
Pangan PRMnsl Kalimantan Tengah. 

b. Mcrumuskar> ket>ijakan dalam rangka lllei'Kioron:;J ket1wlsertaan 
masyarakat datam perrjelenggaraan ketahanan pangan. 

c. Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Kafxlralen 
Kcta111'81"a"1gin Barat yang moliputi aspek ketersediaan, distrit:usi, Kon&uT.si, 
mutu, gizi, keamanan dan ke\wspadaan pangan. 

d. Melaksanakan RIOIIilui Big, evaluasi dan p.mgendalian pelakSCit"881 r 
P61Jlanlapan ketahsnan palg8n KaOupalen Kotavlaringin B&lll 

e. Melakukan rapat ~urang-kurangn)la 2 (dua) ka!i dalam setahun atau 
sewaktu waktu sesuai keperii..'Bn. 

t. MaiBJlOikan hi1Sil r I I •• an tugas kepada Bupali setiap satu oolan 
sekall atau sewaktu-waktu ae.wai keperluan 

Untuk kelancaran pctl3ksanaen tugaanya Ketua [),wan Ketahanan Pamgan 
Kabupaten dapat rnengundang unsur-unsur yang telt.alt unluk hadlr dalam 
rapat atau pertemuM Dewan Ketahanan Psngan K&bupaten dan 
mengi\utsertakannya dalam upaya permmtapan kel-cthanan . PBIIgSn 
kabupaten. 

Dalam melalrswmkan IUgasny8 Oewan Ketahm1an P&f17<11" Kaburaten 
dibantu oleh Selaela:iat yang diplmpin oleh Sekre!arls Dewan Ketuhan 
Pangan dan diltquk okth Kelua Dewan K*hanan Pal !gaiL 

Deugan ditelapkaiutya kepulusan lni maka Keputi~&an B&.:patl Kotanar'•lgin 
Barat Nomor : SK KPPK.0 /15MUI2008 tanggat 27 Agu8rus 2008 dii1yat'1karl 
tidak :.la!w. 

Segala b!aya yang dilimbulkan akibat Keputusan lnl dibebankan pada APBD 
Kabupaten Kota a iltgi1 Bini 

Keputusan ini mulai beilaku sejak tanggal ditetapkan dengan kalentuan 
apabila dikemudlan 1-.ari terdapat kekcliruan akan diadakan l*balkan 
seobagaimana mestinya 

Diletapkan di 
Pada tanggal 

Pangkalan Bun 
t Mei 2010 

• 
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·-··o:;J:a- ···-· _ ....... 
Jabatan±lam 'No. Jaba:an Pckok Dewan 

1. BupaU Kotawaringin Barat Kelua 

l.. WakJl Bupatl Kotawaringln Barat Wakill<.ean 

3. Aslsten !3erekor.omian dan Pembangunan Setda Kab.Kobar Ketuoi Harlan I 

4. Kepaia Dinas Pertanian dan Petemakan Kab Kob&r Ketua I !arian II 

5. Kepala Kantor Penyuluhan Perta!Ji3n .:ian Kelahanan Pangan Kab.Kobar Sekretaris 

s. Kepala Dinas Perikanan dar. Kalautar. Kab. Kobar Anggota 

7. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kcbar , Anggota 

8. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kobar Anagota 

9. Kepata iJinas Pet1rubungan Kab. Kober Anggota 
·~ 

10. Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan KaO. Kotai"Jaringln B!lnlt Anggota 
, 

11. Kepala Dinas Kopetasl, UKM dan Pasar Kab. Kobar Anggoia 

12. Kepala Oinas Keeehatan Kab. ~ Angguta 

13. Ketua Tm Penggerak PKK Y.ab. Kobar Anggota 

14. Kepala Oinas Pekerjaan Umum Kab. Kobar Allggd.a 

15. Kepala BAPPEOA !<ab. Kobar Ang£a'.a 

16. Kapala Badan Pusat Statlstik Kab. Kober Anggotn 

17. Kepala Badan Pemberdayaan Mnsyarakat d9n Desa K.Db. Kober AngpGia 

18. Kepala &log Sub. Oevi'Ji Reg. 11! Pangkalan &n Anggota 

19. Kepala Adminstratur Petabuhan Pangkalan Bun A'lggOta 

20. Perwira Seksi Teritori'ill (Paslter) Kodif!11014 Pangkalan Bun Anggota 

i 21. 
I 

Kepafa Bagian Admini~;trasi (Kabagmin) Polres Kobar Anggota 

i 22. Kepala Bagian Perakonomian dan Sum!M!r Days Alam Setda K~b. 
Koiawaringin Barat Anggola 

l.3. Katua I<'TNA Kabupaten Kolawaringin Barat Ailgg(ltll 

~ Kepala Adpel Kumai AnggcAa 

25. Kapala Dlnas Soaial Kabupaten Kotawaringin Barat Anggo\a 

126. Kepala Dinas ?endidbn Pemuda dan Olah Raga Kllb. i<tw. Barat. AnggcAa 

I 27. Kepala Badan llataro!og! dan Geaiisika Pangkalan Bun. Anggt1ta 

: 28. Oekan Fakultas Pe1tantan Untama Pangkai'Jii Bun. Angguta 

I 29. Kepala Badan Pembetda)CiaO Perelnpl8l dan Kaluarga Berencana 
I Kabupaten Kotawaringin Barat . Angpota 

. ·--~-------------

-· 
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Menimbang 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

KEPUTUSAN DUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

Nomor: SEK. DKP/154/11112012 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN 
DBNANKETAHANANPANGAN 

BUF'Ail KOTAWARINGIN BARAT 

a. b2hwa untuk menunjang kelancatan pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan 
Ketahanan Pangan membentuk Ke!ompolt Kerja (POKJA) yang t>erfungst 
sebagai simput koonli• •asi yan;J terpadu antar instansi terKait; 

b. bahwa KelompoK Ke!;a (P0KJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabtopalen terdiri 
dati pejabat dari inst311'31 teknis tefkail membelltuk Pokja sesuai bidang tugas 
instar.si masing-masi:lg; 

c. bat.wa untuk upayn-upaya koord!n&si yang terpacu antar instansi terkail mal-a 
pertu diperbah3rui Keputusan Bupati Koll!Wl'ringin Bar-at Nc. SEK.OKP/ 
228.2N/2010 tanggal 01 Mei 2010; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal'.sud dabm twruf a, b 
dan c perlu dite'..apk&n Keputusan Supai! Kotawaringin Barat tentang 
Pembelltukan Keklmpok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Y.ahupaten; 

1. Undang-undang Nwlor 27 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tmg!~ 
II eli Kalimantan (Lernbar:ln Negara Rl Tahl'll 1959 Norr.or 4, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nornor 1820); 

2. Und~ Non>or 7 Tahun 1996 tentang Par.gan (Len>baran Negara Rl 
T ahun 1966 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara RII\Jonwr 3656); 

3. Undang- ~nd<mg Nomor 32 Tahun 2004 tenta119 P~morintahan Oaer:lh 
(Lembaran Negara Tahun 20a4 Hornor 125, Tatr.bahan Lerolbaran Negara 
Nomor 4437); 

4. Undang-unda119 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimoangan Keuangan 
antara Pemerint.ah Pusat dan Oaerah (Lembaran Ne!Jara Rl Tahun 2004 
No:nor 126 TamtJahan Lembaran Negara R1 No.nor 4431!); 

5. Peraturan Per.1e!infah Nomor 68 tahun 2002 tenlan!: Katal.anan Pangan; 

6. P~ Pemefint.ah Nomor 41 T ahun 2007 tentan;J Organisasi Pe·angkat 
daeral>; 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 TallUn 2000 ~ Dew:Jn Ketahanan 
Pangan; 

8. Perda Oaerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Otganisasi daol Tata Kerja 
Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat; 

9. Peraturan Oaerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Clfganisasi dan Tala Kerja 
lm;pektoral, B2dan Perencana:m PembangunM Daerah dan Lemba!;!a Teknis 
Daerah Kab'Jpaten Kotawmingin Baral 
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' 

Mer.etapkan 

KESATIJ 

KEDUA 

KEnGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

KEENAM 

~ Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 
dengan susunan keanggotaa11 sebagaimana tercantum dclam lampiran Keputusan 
ini. 

Para p&jabal yang tercantum aalam l2mpiran keputusan ini dipandang mampu dan 
cakap untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 
Dewan Kelalaal Pangan Kabupaten. 

Tugas dan fungsi Kelomp.>k Kerja (POI<JA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 
adalah: 

a. f.4etaksanakar. koordinasi, sinkromsasi ~ d'lll pelaksanaan 
kegiatan ~ sektor datam mendukung Prcgrar11 Ketahanan Pangan. 

b. Melaksarn;kan identifikasi da:1 pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
Jl!OQiaJn k~an pr.ngan. 

c. Meru•nuskan Program Kelahanan P~an di witayah Kabupaten. 

d. Melaksanakan rapat sekt;rang-kurangn;ta 2 (~a) kali dalam setahun atau 
sewaktu-waktu sesuai keperf:Jall. 

e. Melapoikon dan menghimpun hasiJ lugas Kelompok Kerj3 (POKJA) masing
masing dari in&lal'lsi kepada Bupati metalui Sekretaris Dawan K etahauau 
Pangan Kabuparen_ 

Dengan di!etapkannya Jceputusan i.11 maka l'.epo.Jtusan 8upati Kotawaringin Barat 
No. SEK.DKPi 226..2f\//2010 tanggal 01 Mei 2010 dinyatakan tiddk bertaku l:lgi. 

Segala biaya y2ng ditimbulkan akibat dikeluarkannya Kept;tusan ini 
dibebankan pada DPA S1<PD Kantor Penyuluhan Pe:tanian dan Kelahandn 
Pangan Kabupaten Kotawaringi., Baral lohun An(Jgaran 2012 
No 910134NIOPAJDKPD/2C121anggal 25 Januari 2012. 

Keputusan Mi mulai berlaku sejak tanggal di!etapkan dengan ketentuan apabila 
di kemudian hari terdapa< Jrekeliruan dalam penel2pan keputusan ini adan 
diadakan pe;baikan sebagaimana mestinyz. 

Ditetapitan di 
Pada tanggal 

Pangkalan Bun 
06 Maret 2012 

Tembusan disampaikan ilepada Ylh : 
1. Badan K.elahanan Pangan Provinsi Kalimanlan T engah di P&langka Raya 
2. Kepala Dinas P.ngelola Keuangan Daerah di Pangkalan Bun 
3. Kelua o-Ketz-. p.._Kabupa!en l"'.oia - .,..Bar.lldi Pa ~·Bun 
4. Yang bersanglrutan untul< dif<e!ahui. 
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l.ampiran Keputusan Bupati Ko1awvaringiD E!a.""lll 

Tentang 

Nomor 
Tanggal 

Pembentuk:m Kelompok Kerja (POI<.L'\) Trngkat Kabupaten 
Program Dewan Ketahanan ?ar.gan Tahun Anggar:m 2012 
SEK. DKP/1.5'; m112012 

06 Maret 2012 

. 

' j No Jallatan Pokok Kedutlukan Dalam Pokja 
-I 1 2 3 

1. Asis1en Perekonomia.~ dan Pemllangumm Seluetariat Koonlina!or Kelompok 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kerja DKP 

2. Kepata Kantor Penyulilt>an Pe•lauian dan Ketahanan Kelua 

Pangan 1\ab. Kotawaringin !korat 

3. Kepala Bagian PerekollOIT'.ian dan Sumber Daya Alam Sekretaris 

Sekretariat Daerah Kab. Kotawarin:Jjn Barnt 

4. Kepata Seksi Ketatrnnan Pangar. KP2KP Kabupaten ' An9gola 

Kotawaringin Bar-dt 

5. Kepala Sub Bagian Tata Usa'la KP2KP Kab. Kobar l'.nggota 

6. Kepala Distanak Y.ab. Kollar Koordilialoc Pokja Ketersediaan 

?angan 

7. Kabid Pengembangan Produl<si TPH, Dist<>nak Kab. Kollar Ar>Q!;ola 

8. Kabid F'er.gembangan Produksi Petemakan Distanak A.~ota 

Kat:. Kollar 

9. Kabid Peri!<ana<l Budldaya Dinas Ke'3' rtan dan Perikanan ~ 

Kab. Kllbar 

10. Kahid Perikanar. Ta• Jgkap Oi:las Ketautan dan Peril;anan A.'1Q9ola 

Kab.Kobar 

111. Kabid B!wlitaya Perkebunan Oisbun Kab. Kellar An:Jgola 

12. Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Kab. i<oba Anggota 

13. Kepala Badan IV!eteorologi Geofisika f'ar.gkalan Bun Anggota 

14. Ketua KTNA Kabupaten Ko~ngin Barat Anggota 

~5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koo;dinalor Pokja Distribul.i. 

I Cadangan Pangan t1an Stabifisasi 

I 
Harga 

16. K;;t;id Usaha Pet:Jag•mgan OispeMdag Kab. Kellar Anggota 

1/. Kabid UAl Dishub Kom dan lnfonnatika Kab. Kollar Anggota 

Its. Kabid Kope1asi Oinas Kope1asi lJKM dan Pasar. .-.nggo~a 

19. Kspala Bulog Sub. Civisi Regional m Pangkalan Bun. Angg.Jta 

20. Per\.;lira Se:a;i Tentoria! (Pasitef") K!Miim 101-4 P. Bun. An;Jgol.a 

21. Kepala Jl.dminitr3Si Pelabuhan Kumai Anggola 

.. 
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I 

~---·~------------- -----~---- --·- ,-------- -------, 
2 

22. Kepala Adsminitrasi Pelabuhan P. Bun 

I 

23.1 Kepala Dim>s Keseha1an Kab. KOtawaringin 8aral 

3 

Ang~:~ota 

l<oordinator Pokja 

Peuganekaragaman Panga., dan 

I 24. Kabid Pela}anoo Kesehat3n Oinkes Kab. Kcbar 

Mutu F'angan 

Anggota 

Anggeta 

A'lQgola 

25. Pokja !II PKK Kabupaten Kotawaringin 8arat 

26. Kasubid Pembinaan Katahanar. dan Kualitas Keluarga, 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kobar 

27. Kepala Bagiar". Reskt ittt Potres Xobar Anggota 

28. Kasi Pertanian BPS Kab. Kobar Ar.Q!jot3 

29. Kasi Pengawasan Barang Bereear Disperindag Kab. Kobar Anggota 

30. Kasi Regristasi dan Akredilasi Dinkes Kab. Kobar A'lgg:>ta 

~ Ka!lid Peudidikan OasarOisdikpora Kab. Kobar --~--L-----Anggota--~---~-' 
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BUPATI K)TAWi\JUNGIN BARAT 

K~:l'lJ'ft:SA;' lllii'A"fl l..:tllAW.>IU'GI!'> aARAT 
NO,, tOH : !'PI'.OlOIII.a f I i 71113 

T E 1': T A i~ G 
TIM PELAK;;AN,- T:N• :K/'.T K,•.!iU'ATI::", Tl:-iGKAT KECMviATA:" 

DA"' TIW;I\AT !ll·~'iA J', .I>A I'OS :a.V.I'lll. k:OOIWIN,\Sltl'OSKO) l'::w: 

Me:.irnbang 

M :ngiogat 

KAiltiPATEN I- GTAW.\IU:'o(;!N J;A~_\T TAHlJN 21113 

a. bahwa kr~nilana·l :'angan mcmp.1k1m >.·b·nuhail da~:ar mn:m~i:t dar. J...._·tah:..~.nan 

pang.;m tllCtlt•pa ~~m CJlSUf f't":·nting ~f<.tii1rn u;1ay;~ fllt..~p31 kcH~ano;ri<ttl pangan. 
b. hahwa bcras m ·rupakan komditas s'rah.:!·:~ bagi bangsJ ln-lonc"i:.: ::hinL'1~:1 

pt'f!u tli!:tkukan opaya pcr:tiJ,~h.aialt pl•·d:·L .i -;c,·:•·~~ b~~rkclan_;Ut~Ul. 

C. l1<!.i1wa datallJ n .. lgk.P lllCi)~;ukscskaa t.p.l~ ;, r•cni:lgka!Hil prod,oksi ;··:; ·: ,_:,,:.::·._ 
negcrl dip<.·rJuk ~n koordii·~·si. pcmt,ir.Tt:L p~1aan1auan ddl.J.•n p.·,:·~:-:..:1.-:.:,:t: 

l'eningkat:m Pr.:: iuks; il•:ns :-.·a~;hnal t I' ~~i \(..; \ tahun aa~f.aG1'1 ::!0 13: 
J. hal.l\\-a bcrJa.."\ar an hal h.·r~t.·hut di ;~~a~-- .:1:.\.:! _lip~tnd:m1_. ~·r!u dit"·t~!"':~u~ Tin~ 

Pclaksana Ting. Jt K.ahuf..<tkc Jan ·1 i :-;:: P~ L:K~<tna Ti_a~·-at f,;_c~:.un.:~l.r r.:1i::.:!. 
anggaran :.nl3 {·~ Kahupat~n Kc~JW<tr:r.~:in dar:t; yang ditetapkan "kc:~an ~::r;,~ 
\:cputlls:IIL 

I. u.ld:u;g Un .ane Nntn,,r I~ ! ,;, .. "(til. h"t1tl1Tlt! Ko.:t1:1n~!:li~ >.~r:·r:' 

fi.CnJ!Yir:lll 1\;q !r;:l Tah111: ~ro:; >~\ •; ;··p; r-: l'amhah:Jil (_.._t:·har:l:' y.._.f·!r:t 

:·:{tr.;nr ~12i\())_ 
, l ~n~Lng-t rH.:bP; ;,·~l: •. ~:· p,_ ;·~\.:-:'t•.!ah::"::::: :..::,. 

; ;.· !!~; h.au L.:mh..,ran :-:.:-~!~:r:! :-.:~.::1 ·:· 

3. L'nd~Plg~ l 1 ndm~: ~~1n;or ; 5 !'.:1h•!n "!i,t-l L'!i!:1n!~ 1-'c-mcrik::"lar. P( :-.~~c~~,la::n da11 

Pcrumggungja\\ lbm: 1\.cu.;.:n~an \"e-;_~~.r: i: .l..'ll!il..V~tll S.:g.ara r~:1un 2t.l 0 
Nomor : ~fi. T<•l -h-ahan l.cn~!-,;.mm :\\·J~<.Lt ~\'1~>·'r ·POO): 

4. Lnt.lang- I;ndar ! :\t)tuc.\r ! H T~lhHn ~·; 1· · I~:,~;·ng :\ng,;ar..m Pc~p ... tan t.ia:n 
Bchnj~ S'l!gilf,1 r~lhiln :\n~·~·;n·:ln :'!:0~! •'!111-.Will !\cgara Tahun ~010 '"t'nl''f 
Non'k.'f' 1-:-!fl. Ta: .~,h.-m L~•nharan · . .,:~:;::--.! ~\or;ur 5t67)~ 

' t.in\1:Jil1!- l'nda:~! ~'omnr 1{) Tahtm -~'111·· •cn1,1ng_ Hadan l;saha ~~lli~~ .,c-g<1ra 
, Lt~m;-,;,r;-t•l Nt"l tra Tal.u·. ~~oo_-; ~ ... ~ "''" ,~! 1·-:mlh:than Lc-mhar.m ~c-2a:-.1 
:\up:nr -1.H 17 ): 

.J. 1\:r::td{:lll Pt'lliC iutah N•Hllill _";9 !:Ill"!. .'i!'lfl {t'I1Iar:.g rat~· ~~~rr: 1'\'il;..:l."nJ.ali:m 
,I.!': 1: \":•!tt.tsi I'· lak:->tu!Oi-;.lll R-·tv_;:u:a i\·,;· l •:t:\~"man t L~~:nh:mm ~cga··a Tahtlli 
2_{)0() ~OI)i,)f 9(~. ramhahan ! _t'tHh;,(iiil ~, .. ~';lf;i "iotnUf 4()1\_1 ): 

7. 1\·:-.tli~r:m p\.~ln'-· in~ah NPn:••r X T~'hun .'1'(}(, h."ntang Pd~~flt>ntn !.:'.~t:ang3.11 dan 
Kiu.:r-ja l!t...t.an~ Pt.·mcrin:ah (l.cnh.:.nn '<-·g~·r..t "lah~m 2006 :'\:J'!llOf 25. 

'J :unhahan !.cmt amn Neg;.·r~: ~unn01 -i!': --i !: 
M. P~r.ttHr.tn Pt..~ltlt ·iut:tlt ~:~mwr ; ·:·:::HI;'; _ltr)S h:ntang lkknnsentr~ ... i rug-as 

llcnd:'ilntu:.m (l.o. .n\l;.'_ran Nc~~-~lro ·~ Ul\Jil ... , .t~h ~\.:unor 20. ·~ a.tnhah?n i .t:n'lbarm: 

;..;q•m.l Nomnr .. -R16): 
'l. }·:t..·putHs:m Pre-.... itkn- ~Ofllof.; 4:_ T:1h-L,• ·t:d:2 t·.?nlo:u:g l't.·~kmtan Pdaks..1:n:t~·n 

1\ll:.!.t!~lr:m Pend patan dar fklanja ···t'_.!.·r;; ( Lcinf'aran 'C!:!ar~ fu'•un .)10~ 
No~~~-,r 7."!... T:1-11hnimn t .l.lil~ i"'-t.~:!ar;.! -i21 ~} jnncto f\..eputu~:m Prc-sid...-<~ 
~ ;<.\Jlhlr T~ Tuh· ·t ·~u04 (I ,·mklr:;:~ ~~e~·.tr, l alum :00-1 '!\Hl'Pr 9~. ·! .unbahan 

l.~'l~'h;WIIl N\·P:I· I ~~·\OlHI .1-J IF}: 
.. 
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~1)_ t-:qmtu .. om rrl·:..iliL'n ;~uuH}r 84/P Tal~ltn OO'J t~ntang Pt..mbt..~lu\an Kabinet 
litdlltll.'-"'ia 1k·r~HU JJ Pcritldc "2{)()t,_~!}l·': 

i 1. 1\.mtur~.n Pn.~sid~.·tt 'omo; 54 ·! ahun :_?( :f) tentang P·!llgadaan Hara;Jg/Jasa 
l,·~:n~rintah: 

1.::!. I'L' 1·aturaJl 1-'n:sitk'ti ~'""'.,r ~q Tahun 20ft h:r.wng. Rt.:nc~ml:l Kcrj~1 l'emerint~l": 
lahu.l:'OII: 

13. l'l~trJksi Prc~idcn Rc1mh~ik htdoncsiu 
Pt.~gamandn b··;dul:___-o;i lleras \!.tstot~a1 

t:~:-;,riPt: 

Nomor 5 Tahun 
b!am Mcnghadapi 

20i I te.Jl:lllg 
Koildis: Iklim 

H. l'cr.uur..Jl ~km ... ·ri Keuar,g:m i'-<mw: I -i!I'MK.00/2C0.) tuJI:in:; J'cdoma•J 
l'c:nh:.ly<lran dalam Pdaks'111Jan An1;gw;.m ,chda;h'llan da:t Be-:l:anja ~~g&.ra~'· 

! 5. Pcratnr.m :\1L'111t·ri Kc.ttm~;·n Nomor nj; 'IVLG2!2009 tanggal 4 Maret 2009 
tclll<ll'~ Standar Biaya Unuun Tahu;1 f\nrg ·mn 2010; 

I o. P~'r.l;uran ~ fcntcri Kcuan>Jll• ~oonor I· t./PMK.0712001! t.:ntang ?cdOJ•.'an 
l'cngclolaan Dckonsentrasi dau T~a:; !'m1 >antwm; 

i 7. Pcratur.m Mcnt~ri Pcnanian !\.onwr 6f/h:mtcntan/OT.l401! 2/20 IU. ten tang 
l'cJoman Pc'llgclolaa;J Dana llantuan Sost tl untuk Pcrt~nia:> Tah•m An!!g<rran 
2001l: 

18. Pc-ratum;. Mcntni l'crtani.m Nul"'" 70fl cm!entan/OT.l40/l2/2010, tcntang 
Pcnug;;uar. kepad~1 (juhemur dalam Pcn~~L'' .1Jaan Kegintar, d?Jl Tang.gung_jaw3h 
Dana Tu,g~s Pcrban1u.."llli'Tuv,nsi ·;·ahth1 t\t ::gm<m 201 I; 

;<;_ Pcraturan ~fentcri 1'c.1anHI1' :-\omor '"; 1;: crmcntan/OT.I40/J212Gl0. te~1tant! 
Pdimr...1h;x1 h·tltl<la Gu!)CT71nT d.;;1la: !l jlc~1g.dolaan h..egi~li·m da~ 
i"angguntJil\\'i.lh Dana Dc.:koJtSCJtlras.~ Pr9\·i·1si T<li1Un Anggaran 2lll J. 

2C.I'crmcman 45/Pcrrm.'!ltarJOT.I40/8/20• Ll·t.tang ·1~11a Hubuugan Kf'lja Antac 
Kclcmlnr.aan Tcknis. Pcnclilian dan l'cr:; cmbangan dan l'~nyulub P~rtanian 
da!am \1endC>kung l'cningkatan PrO...:ulsi !·em' :-.'asional (P2BN). 

Merr rerftalikan : Kcputtt>al' Gul>enolir Ka!it.1antan ·1 c:1g~ . No•nor 181>.44/246/20 I ! tcr.tang 
P~mbcntukan Ti:n l'cngawalan dan p,,,"o:Cman Pcrang!:at Pdaksdlla pada Pos 
Simpul Kuor<linasi (I'O~Kf)) P?OX I'• :winsi kali,nan!.tr. Tcngah Tahun 
. \nggamn :.n J I 

I>.I'SATI: 

KEDUA 

KHJGA 

:-,.h;mlll'nu.J.~ f1tt1 J\:I:u~.sa~~.a I mt;k;n ~.t!"-:t: 1tHt'll d;;1n Tim Pclaksana Tingkat 
Kc~am•lan Pdaks:n""'" 1'2BN hlmn An~! !far. ~0 l3 y:1ng sdanjutnya dio;ebut 
1 ~m .. Jcngan su"un:m ~cb<lgai:lla!l<! trrc:~r·t1-m p:.u.la lOJmpirllil yang n~rupakan 
f':'_t!~.an y.:m~..:: iit:ktk h~rpisahkan htr; h·pti~tl:'.·---ar ini. 

Tim Pd~k5:ma Tin~·LH Kahu;r.:tt."1l n~L--npun_, j 1Uf.a.S . 
l. \h.,nyusun rcn1.:ana J...crj<l pcningkatan ;)r, !uk:;.l padi ting!iat kabupalcn. 

'vkmbmpingi.r;nt·ngaw:d pcncrapaJt lch• •logi s;>esilik lok:.si di bkru;i P2BN 
lin~;knt kahupJ~cn. 

·'· ~h..~y,1-sun prog::mw pt..nyl'luhan mend.u.i mg. P2BN tinJkat kabupaTen. 
4 Yk.nyuliakan kchuwh:m :wa,sar.ma dan ~~~m•a n::endulam!;_ P2RN ting:kat 

KalJIIJla~ ... ·iL 

fi111 Pda~;~an;t Tit!~!blt Kccarr.atan mt:mf•un_ :1i tug~ts: 
.\JcniuglalJ:~:·t f"k:llint_!lwtan pmt::nJ;~; f:t i ~;n~kat k"'"Camatar. S'!~Uai deJ"Ifan 
target da:1 rt:qr:m~' kcrja ~>lilt! ditciapk~u. 

"' ~-.1-.:nl·r;,tr'-~.m ,,._··~~~m..:ntta~t td~nt'h~T ~x~ :k iur.:asi. 
~ ~1c~ak.s·mak~u: pwgr~'llli.• ;Jcnyl.1llhmltiJ~~ ~n: kl.'camman_ 
~- l\·ieng.k(--,rdit,a~)k-;1;;11 pem:utfa.:dan pra!' ran~"! dan sarana yang aJa secara 

cfcktif .lan cfc:.ic,tlingKm kcr;m4J!ail. 
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KEEMPAT 

FE:..IMA 

KE!o~AM 

KETllJUH 

Tim f'cfak"rum Ti-1gka! Vest:. mclilfRIO)ai wga~: 

I Mcmfi!Sili!a!:i me.ulan:;>iagi, 1Ilt·laksi10akan musyawarnh! r~mhug des:: 
anl.lfa pcnyulth, pel.•••i ~ep.•la I ':'T: lli'TD t•~na~ian kc~amnt.,n oabm 
tan:;ka pcnyi: !lalt CP/CI.. j1<.nyustll<cu. llPK tktn KDKK di <in"'-at J,·,;c' 
!\durnh:1n. , :\:knggcrakka n-ws~~ral...;u unu..k m~bk~Jbm f"\!11anamah pudi. r:.:nerapan 
t\..i\.ttofogi spi ;ifi~ Jokasi Jan JXmdiilarann jarin~alt iri~a.'\i. pcngat.Ufl'n 
jat'wal pcmh .gian d<'!l perr,i!ir&n pcnggunaan air, =ta pc:ngendali?n 
organisme pe. ggunggu tumb•J;lan ui n~a~iug- masing wilnyabtya. 

3. Mem!asifitnsi par.~ petani untuk ul• n"mb<Jhkcmb:mgkan kelemoar:tan pet ani 
dan kdcmh~1 ~allli ckftl mni scrta penumbuhan pos pcn~-uluh·~n dc~a-' 
kel;rralmn. 

4. ~·tcmf:lsi!itnsi j'ctani ,:a:3ln :ncn!:-:1~ . ....._." s.tr:tn:t produ~si. f'C"llO<b~ar: .~:-Jn 

infimnu.."i pas:.r_ 
) i'vlcnvclcsaik:I = pcmla'i:~l·.h:m ymag. tlh,;;.,bpl petani t.bn nl1!t•l'1crih~:n ~lll!l)~m 

halik P'-'lk-~mr Ill tcknoh•gi src:;;ifiK h·j~<Jsi :•ang dihull•bk.tn Ix;t:.ni unt<.a~ 
di!::durk~m k .. ·i 1~.:1 pt.~ldi•: pcnJampinl! 

Dalam nJCiaks;t 1a1<an 

rn .. nymnpaikan · aporan 
Kotawar'n!!in B01 a 

~b~a"STl)'<l, ·:·iJJJ 
~~cara l"'-C• t'-·:lJ:lfl!; 

hcnangguugjawah d:m 
dan b··rkala h•p:K! , 

wajib 

Bur:•ti 

Seg:tla biay<.1 )'il ·f. ditimbdKan akih•1 ,::kt_·ln;:trkannya :-lura! Kcru~:1sa~1 mi 
dibcbank::n kcp;' l;t Anggarnn ;•,-11J: ;,;:L>,, J;t.I Bdanh Dac-r.1!. i;:thupat;·n 
i\.(ll:J\\·iu:ngiu Bat~~ lahun ,\nggar~m. ·:= ~t:hii~:\im;~n;i 1~.cantum ~J:,J;tm Dl'.-\
~KPD yang te!ah li~:yal:.ka.u. 

:.:.c:lutusan ini bt.·• ;:·1u Sl"jo•k tanggai i _(.j~:l:l:i ~fil3 dan bL'u.:kh1r 3 I Ik~m::,c;-
2013. dc:t~nn kch ntuan ap<.1f'i~a terJap:n ·-~! Lb·wm ak.an dJp::rbai.ki \•:~ .. gcimam. 
rt~c~inya. 

: Pau!,!kalan Hm 

-··- ··-----, 
./ 

---

Tembusan KeputUS<~n ini d"an•pai}: 1 kq>ada Yth. : 
1. Ment.:ri Pen:.:tiau R~1>uhli~ lnJ., '""i" di J:.bna 
2. Gubomll!' Ka!i"tanlafl T<·n~·;~h Ji ':~l:tn!!l:;J F.aya_ _ . . __ , . _ ... 
3. !{epalaDinas Pcrtanian • .t~m Petc .• 4'1:kaJll,rn.\'lll~l k~tlun;u:i:~~~ 1~..·:~·~·--h <.11 I afall!'LI U.~1~. 
4. Kepala Bapp~tW J(.ahupah:n Kot: 4'o:tringin J\,tr.H dr P:.!~!'\;t!.nl tlun. 
5. Kepa):t In~pcktofa! K.ahU!\,;tiCn to. ·.liawarW!,_!.•Il Baral di i .. ::r~d_.,i:<l1 !\t::<. 

6. Masing-masing yan!; hcrsangkut. n. 

7. Anil'-

16/41781.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



L\MPlRA."'l SlWAT K[I'UTI lSA'I Ill iPA! 1 1\.0T·\ \\'MH' :m~; BAR,'.l 
NOMOR : l'i'l'.(l~(,; ll.a 1 I /:!Oil 
TANGG,\L: 7 J:'.:\1 '.\RI :o;; 
12NTANG · Tl\1 PEI .. AKS:\71/..\ 1'1:\1!\CiKA"!·A~; PR'lllli!· ·;I B!:RAS N.\SIO:\AL! P !Bll:) 

TiNCiKAT K:\H! !PAT!'>..: (POSUl !If) KAii:J Ali:~ KOTAW:,RINtitN 
1::\R.\T T:,!IF\ :!0': 

!. T(;,J i'EL\;;S,\:\:\ l'~;l!-; 1 i't '.'-'KO llli TINCKAT J(/ II KO fAWARINGIN lhRA T 

t'•·nanggun~ .~a wah 
Koord1na!nr 

·'· 

"· 

... 

!llJj~tti f :ota\varir.!':n Bar dl 

1\·..;i!->l:.i Pcr,~r.. .. .,aomti.l!l ( m P·cml1angunan. Sctda K.3..bupah:.1 
K,Jt.l\V;uitt~in llaraf 
K .:pal.t Din;1~ P.;nanian u n l'~leniakan Kabu~tt.:n l~otawarin.gin 

Bar; It 
Kt·pak B;:id.•n Pcn.:m:.:tli.i tn Pcmhangunan Dat~rah f(ab!"pate•l 
K tlla,o,·:wingt"l Ritrnt 
Kqt:lla iJi!l~L" Pcrkdu:n:u~ h 10U!)itten I('Jtaw~lringin llarat 
Kq1ala Dinas l'cKcrj.utn !J,r ''" Kabuplllen K<'lnwaringm Barat 
K··p.Jia Di11a.:-. P.c.!riJklt:.st;i:-JJl 1:10 l,crdagangmt Kabupaten 
f..::,ll<.:\\aringin harat 
Kq>Aa Bulot' Sur. De,;,;·.- 11 kq!ional Kahllfh'llen <:,,~1";tringin 
rt,r;:!• 
J..:,_'p~,lOJ. 1-.::m~t'' p~,. .... nyu{u0n:l' .m 1\.ctthamm hmgan K~.hi.Ip:ltcr 
h· 1[a•\.1ringin lt-.r:il 
~~·-·L::t I n~TI l ... anu~'la~oi.'O ~:4~ !W·tringin Bnntt 

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSAl':A L'Jo:-i (I'OSK0 If l n~:GKATK;\llCPA'fi;l~ 
KOTAWARit..;<;JN ht\RXI' 

Kooreinator 

AnggOI.t 

f* if ¢-

Sckr~_·t;:!.ris Din;t-. Pcrtani;:n c 111 Pl"1~1n..1:kan Kal.:.upatcn I~otawarir.gin 
ll;>r.o!llortikultura 

I. Kcp:tl;; 'lidan;; Pcng.··· ·llitn<•an Pnl<lt.ksi l'ertan~-.n n;.,L, 
Pc11mti;lll ll<tn Pete!ll~,f m K.ah. Kt w. Barat 
K~rala !liitc1g p._~n~.:t"! 1ho.u1gan s.1ra1ta da~ pn-.sarana D1siaJ1ak 
K.ah. 1\.1 ~'·· I ~arat 
:'-~f~tl..t flitlang PcdiJk' mratf T~mnr. dan Keschatar. Hewan 
lli~1anak K:rh. Kr"· IJa .o! 

-I. Kcp"~' Hidan•~ Sumhc Da"' f.ir Diu3s l'ckerjaan umwn 
K ahurat.:n l--.olm\;u i'l1 in B;!raL 

' K<i'"ln Sebi l'e•lgewl mgan SDM Kekm!>agadn .inn Tata 
l'euyult>l"'" l'erlani~tll. l'c'1cnwl:nn da.l Pecil:anan ~ P2KP 
Kahupiii<'IO Klw. llar.!l 

·) 1\.t."fJtl;a St.~~i flt.,:.gem1 m~an l,ruduksi 1 an.::.m-:m frTtgan dmt 
: lnrli.ldtur.: i >isl;.tnak ~a h. 1\ ,,, .. B;:1ra1 

Kq>;;]a Sebi l';:rlx-11ih ·n diin Pcmih'ta•l·:-anawan Pangan dm 
llnni~u~Htr;~. DistJmtk 1\..ab. Ktw Barnl 

J\ K c:>;•l;• Scb1 •;"'""'"" '""" <bn \!.<aha Tar.i. llislanak Kab. Ktw 
14-antt 

9. K~...·paf;~ S,th tb,..i4tn t•t~ =nt.llllann. t~cr•ger.dalian Program Dinas 
Perwni•11! tlan Pl·tcrnal 111 h.Jhupa~en Kotawaring!n Barat. 
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LAMPJRA..'III SI.JRAT KEPUn SAN ll\JP:\T! KOI"AW,\k!NGIN BI\.R,\T 
NOMOi{ : PPP.020/ll.a II f! ll 3 
TANGGAi..: 7 JANtiARJ 20IJ 
TENTA~·/G :TIM PELAKSANA PENlh'GKATA>: I'Rtlll; :KSI :lER ·\S ;>.;ASIO\, ·\I P:''l'> 

T;NI ;K,\T KE('A~ /,T!\!\ t~'OSKu l\ 1 L\Jl; ·p,.\ IF' KOT,.\ \I ;\l<~j:·.• ·r.\ IL\J{ \ l 
T.\ll!JN 20 I J 

TIM l'FL\K~:,.\N.\ TINC;KAI KEC.\,\1:\T.\N 
I. Kcc.·umuan Arui. Sclatan 

Penartll!!UI'!' 
Jawab (' m~t Ar.ll Sdata:t 
.t(ewa 

Sd:n:tari-. 
Anggota :L 

~i 1-ttri Taui I Koon.ICl.lt.,J-r !\PP K\_"-·a-m:uan AnJt ~d~tan 
I< f T~un~~n Pan~;~n l~c~._·~m~·,:an :\nil ScL~t.m 
K ;Jala Seksi yang nn."nlt:i-domgf P'"~rtan1;m K cctiii~Hafl :\f11I Sdata..~ 

:>, t11gas Pcugend;lli t 'q•·:~~i..:!,h .. ' P•'n~gangg>.J Tumhui':Ui ;,:t--camatrm 
.•\ '"' Sct.:r~~n 

IL K~-c~;:Lllan A:·ut l·lara 
Pc1aanggt11lg 
'1\•.-ab 

.a 
~ ·taris 
Arrgo1a 

C. mat /\rat \Jtara 
f\i 'ntri Tani / i<.uordimttor HPP K.:c::w1atct'l A,·ut Ltar'j 
K, F Tan.aman P;m~nn t:(··c.t!11a~<m .\n~t Ut:-utJ 

I. K pala Sck.;i y:mg mc~lll\:~t.::igi prrtaui<ln Kec~unat:.u1 .:\rut l'tara 
11 ~ •.ugas Jlc,l~cndafl Or~·-~lll";ll( !'cnggan,ggu Tumh•d12~1 Kecanrutan 

2. A lolllll:ra 

III. Kc~'lmUI:U! Kn :arint•in I. ma 
feJI<IngfliHg 
Jawab 
Keu:.a 

~ekrctans 

A!lggo!a 

IV. K=a:~., Kum.ri 
Penru:ggung 
.!awab 
Kell!a 
Sekretaris 
i.nggota 

(; mat Ko•awa:iugin Lun~. 
M Ultri Tani I Koordinbo,tnr BJlP Kccnmatau Kotnv.,·arinrin Lama 
K F Tanat~1-:tn PaHgan i ~cc.amatan '-otawaring;n i...am~ 
K· pa!a Sck~i ynng mci~ll-.i~1angi perwnian KccamataP Kotawariugin 

:I. L.ma 
i\ ~ugas P~n~·cntlt!li l)l!-!aPisml.' Pengganggu ·1 umbuhan Kt.--camalan 

('. mal ~u1;1:ri 
\:i m:tri Tani! l~t){}nlir.ai.t'l Bi'l' K1..~1.:mrnt.an t.=.un:.ai 
K.'F Tanam:'u Pang;m t.~,~·am.uan ~Zumai 
K·tJalc.Scl-:~i yang nlt.·n~hid·tn~!i pcrtan!an Kt.."Camatan Kllll13i 
P1lugas l"engendali Otg~Llist'rfC' 11cngganggu Tumbi.lh:m Kccuma!an 
K·•mai 

V. Kecamatan l'angkalan La<ln 
PenaJ~ggung 

Jawat 
Ketu~ 

Sekretaris 
Auggota 

c lllUl P<mgkruan u~cla 
M.ull'"l T&ni I KodrdimHt.rl J!PP Kt."Caatllilall Pangkaian L:u.ia 
K. F 'llltlall1all !'angan K,·GOmalan l'angkal."n LaJa 

: l. K. pala &...fc.si yang n-.e!~•hi'-iangi pcrtailian Kecantt'll:m P.:ngk~,hm 

I : J:~ 
2. P~ ~U£US f'l···ng.cndnli Orr;lfli5111C p,~n:;gnnggu Tumhilh:~n r..:.rcamatan 

p, ,,)!i<alan I .art:• 
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VL K.u.amalM Pangkalan l!;uu. ng 
Penanggung 
Jawab 
Kctua 
Selaeraris 
Anggeta 

2. 

M ttttrl Tani / K,lnrdi·t~k·r 1'P~l t-~~~c-am::lttH1 Pan12k.ai~:n H.::Hc:n:_· 
~.- F Tan~ma.1 Pcmgar. Ktx,;mat.l l P:-tngkalan il;u~tt.:ng 
K. pala 3d~; yall!!; n.,.·err:hi.~;·Hri .., .... :na~tian Tingkat K.c..:~ •. , .awn 
Pt· tll:WS Pcr:l!c:ldali ()r~·:.uismt.: Pcnggangg•J ·;-umkti)at. kc~am~uan 
I';• >gkola'l fbnlc!l~ 
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LAMPmAN III SURAT KEPU fUS \N !ll'l'A ;] KOTA\\'.\lUx< ;1\ 'JARAT 
NO\IDR : PPP.O:!{)I I I .a! l '201. 
T:\~GGAL: 7 J..\'\L·\.Rl ~01} 
TENTA~~G : --;-: :\f fEL-\KS:\~A P _...:e'C:~~\ f:\~ ! .. i;;,r !: . ·..:. : ;~;--./.-·-.~ ~- _:,~ :r., · ._ -. '- ;· _ :~ ·. 

T::-<c;I0\T :JESA tP• lSKO V 1 KAlil':• •\ i 1.:< ; (' 1.-\\\. ·\Rh(i!'.; iL\ it.'. 
TAm;,\ 2013 

L 
L 

Kecama~<•• /\rut Sclat;.n 
Oe:;a .Kwr.p.~• llalu Ams 

Desa Sulur:g 

3. Kcluralmn ~.kndawal 

4. Desa Kump.ti 13~tullaw·.th 

5. ::>esa Natai l3 om 

7. Desa Tanjung Terant~!lj;. 

8. Keiurahan \>!cn,tmvai 
3eberang 

9. Kelurahan Baru 

IL Kecama'.an Arut Utar.1 

L Desa Pandau 

Kcpa.lc-a lA~• Ktmlp::: ~~.11'; .\!as (K'-·tua m~:mngkap :\nrt;o-1.11 

i'I'L Dc,.I !( um;>:~i Jl"p' .. \!"' : s,l;rctaris llll'<.mgk:tr .\ng);ota I 
l~ctua. C.tp~]k:tan Dt.:SCl "llHip;· i aatu i\las (A nggnr:l j 

Kt•;'lllia lksa SuJung \kt:!ua mcrangkap Angg,ol<el 
I'PL IA."SJ Sulung (~•cta·is n>cr:~ilgltao Angg<'l<H 
Kt.~lua (i:ap·_lklan Suhw:· ( ·\ng!!ota) 

f.ur:L; 1\-!,:JJda,,;li (K..:t;.;:l .1.~r:m~~kap .-\ng~ula) 

JlPl. 1\.dw·.ah .. ,n \h."n, i. .,_-,, i i :--=clnT·lris lhCW.Hgkap :\.1~gf..ll3 ', 

.1\:~tua (inr:ol\tan K.l·h1 ii· .;u ~-L'lRiaw.:::.i tAng:_gnt~u 

Kcpala l.:'esa 1\.wllpai lt~u il1\\~i {KCiua mcran~!J At~gob) 
PPL D~ Kmupai l.!atu B~.-..··.th; \ckrc1aris mer-otngkap Anggota) 

K·:lua Gapokmn Dcyr !,nmpai IJallJ !law.!h (!\r.gg01:.1 

Kcpala D~sa Nat:u lhru tKctua mr:rangkap Ar.!'!'oto) 
I' Pl. l:lcSl• ,\/:iwi Harn r'\-:k;·ctaris mcrangkap Angcot>,) 
1-.:ctua <ian,>klar. !k<a '-.;;fai B""' ( t\ng)!Ota) 

Kcj.al;, 1),."' Taai""!.' hmi l Kctua mcrangke.p .-\ngr<•ll) 
t)PL Dc~;l ·r ~mjl~ng l'11:ri · Sckrctaris mcra~:~giwp Ang~d-lil} 
Kctua (;~poktm. lk~ 1 <'ii_jt~IIg l'utri {Ang~ma) 

Kcpala Dcsa Taujung •c:u•tang IKetua mer~ngk?p A.1ggota) 
I'I'L l:les;t Tanjthl!' T~'""""'!'(Sd:retan• fll"r.mgl"f' Anggot;o) 
Kewa CJar:o~tan J ~l'~t '. ;1niw1g Teramanr {J\nggotr.l 

PI)L Kdttr;~han Mcnd:1\\:1i Schcran!._!. (Sckrctar;s mcrangknp 

Atl!ll,'Otll 
Ketua Gt:poklan Kclurah·u, \lcnd,wai ScbcnU1p, (r\n~golh) 

Lurah Bar>J[I\.ctua nu·•llngkap :\nggVla) 
PPL Kch.r;iliru; Baru •"eior,,u.ri; mcr31lf~ap An!'gota · 
Kctua Ga;w~lan Kelurt!>:m l':u" (Anggot.al 

Kcpala Pt·:,;.i t>-anJat: -\K,·tu::t m'-·:-~.ngkap J\1lt!~otaa 
Pl)l ~ ()csa :•r.nda1.1 (~;c-\;.r,:-,;li"iS m:..·rnngkap Anggtllit) 

K.:lua (i.Jr<>~<t;m lk!<a P:.•rdau (..\nggot:>) 

K;:pah r...,... Sungai i rw (.,; <1H;t mernng~<'l' ,\nggot:" 
f)i>L 0\!!'a Sun~.1i D~·u t ...,:,_•i:r!..'Iar:s merangk~t'• A.n:J.g('; ~I 

K~um (fapuktan fJ\..'4.;:• S·l.-I)!Ji D:m fA~_ggPta) 

Kt·pafa f)c-.-:1 (jawJis (L :: -~~' jJI~o..n:mgJ...ar Ankgt.lli.t) 
PPl I k....::• c · !lf-\ii--· (Scl.r,-· ,:-i-... ;lo ·r~m~k;lJ' :\n~~~.l't,~1 
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4. 

='· 

De"'1 Kembu 

9. rn,. ... Panalun 

Ill {etaJnat:m htliOt\';annl~ir-; .am~~ 
1. IY?sa Kini:l 

3. Des3 Teulpayung. 

5. Kl;;lurah.m Klw. Hili• 

6. .i{elurahan Kt .1·. Hulu 

7. Desa Sak.abulin 

~~..·p.al:.t Dt.sa Sukarant• :t L"tUil nn-mn~knp Anggot;:l) 
J>!1l. l.k~~ Sui.;;tr~onli t ·~~~ L~tari'" mcr;tngk:tp An~ot~) 
L .. ·nb.l f :a!,.,k:a11 Dcs·1 St1 a.<nni f 1\nggf'ta~ 

k~·p.1l.1 l.k:.tt P~...·a~·om~\.!~1 {;,· d:ta ntcrnngkhp Anggota) 
f•{'L Dcsu Pt:UY1'ml,a·tn ~ · d ... ,·e:taris. ntcran£.kap Angg4..·t<'~ 
!~\..·tlJa (;a1l',k1an !.ks·t 1\: :'omhaan (Ang!;Ota) 

:~-:.Tala D~...sa ,.-~;,:ra!Ht ( K.:· w mc.:r..rngkap t\nggot.t) 
?P! ;Jc~~ '-l!r2hu (~~1..!\" tri~ ,,~ernn!!k;tp .·\nggota) 
J....._·;u~ {io.:p:.Jktan Dl'::.a Kl .Jh~1 (Anggota) 

1 urah P.ln.!:'-klH (l~c:tla lllt ·~m_gkap Anggota) 
p;): r .:hlf,IH.ill. Pangl U( ~ ~ ... ·Ln.·tari«.; tw~nl!tgkap Ang~ot~) 
;~. Hla ( i~: .. :;kt:m Kdurah «t ~)angknt (ARg:f:,l'llta) 

K~J~&.!hl lksa R !mn 'Kctu ,l<.7angk.at' Anggott:l) 
P\'1. Dcsa Kiam (S...-1::-Lta• ,, m~rnngkap AnggolliJ 
kdua (io:poictaP lks.~ h_;, m ( \"bb'<llll) 

::.·p;t!z lh."'i.; Panahaf' K tua mcran!,Ckap Anggu!a) 
:lf•t Dcsn PaP:\h<tn (S~kr taris mcrangkap Allggota) 
f.: ··'ua { f~poktar; fk~ l'tt· a han ( Ang!-!o:a) 

l<q~•la Pc.<a Kinjil ;1\xl:, •nwmngka;~ t\Jtggota; 
i'Pl. De><• K1.u1i tS<'i<n-ta is merangkap Anggotd) 
K~lu...tti;.m.oktac DL~ Ki .;11 U•:.nggota) 

Kcpala i~e>'t tbh"'tl H.:t> .,; (Kclna nleT:lngkap Ang.,"'la) 
1'1'1. lksa Bab:miB~bvt• Sokrctans mer:mgkap Anggota) 
Kc'l<Ja Gt.f'<>i.um D1.'Sd Iko oua: Baboti {Angg~a) 

Kcpaia [J<...-.;a l';·,~.apnr (Kettn men1:'gk...'P Anggota) 
1':'1. Dl'sa Tcmp .. ytmg (S ·kreiaris mcran;;kap l'.ng6r:a) 
K"tua Ga;mk:an Dcs;J Te npayuug (Anggota) 

Kcpala Dcsa L:tiang (Ket m mer.mgkap -\nggota) 
Pl'L lai:lnj; (Sductari_,. =gbp il.ngp>la} 
Kcllla Ga;x.~tan Des:t l>a an~-o (Anggota) 

Li!rnh Ktw. Hilir tKctua !·lcranllkap Anggot;•) 
I'I'L Kclura:mn Ktw. I !iii · {Sekretario m=gkap Anrguta) 
Kchm r.nr.oktan Kc!11wh n Ktw. Hilir (An~gota) 

l.11nth Kt'>. I h~u (Kcl•~• n.:mngbp Angg<'!a) 
!'!'!. Kdur;•han Ktw. lwl1 (Sekrctaris meran'lkap .'\nggotaJ 
Kc<ua :illjX:klan Kclurnl1 I! Kt\\.llulu (~.nggota) 

"-<"!""" !.1csa Sakabill.in ~; .~"lua ""'r"'Jgk:lp t\ngg.Jta} 
l'!'l. (),.,._, S..kahuli.J (St"' n-lari: mcr.mgkap An~;gota) 
J.:o:tua <iapi>i<lim l>csrt S.1 abu 1 i:~ (Angt,")!a; 

J;.q>ala lksa Pa!ih r:,..., 1 ~ctua 'llernngl<"P Anrrota) 
1'1'1. n~sa l'alih llnru IS,· .rctnris ll'Ciangkap Allj;gob) 
~~~-',lrJ G~trok~m~ :!csa Po:-:h J'aw (1\nggi.'!~J) 
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9. Des.llpuh Bangun Jaya 

I 0. Desa Swnrer ~1ukti 

I L Drsa: Sag•• Su~., Muly;. 

12 Desa Rll!lgun 

IV Kec.amatm Kt.~n~ti 
L Dcsa Sci ~abu 

2. Desa Pangk~lan Satu 

3. Des~ Bumi llario 

4. Kelurabaa l(umai Hili· 

S. D.:sa Tdul: P.dai 

6. Desa Sebuai 

7. Desa Se; Calll'ng 

8. Dcsa Sei Kanilan 

9. Ke'urahaal< 111nai J:ulu 

J('. Desa Kul;.u 

Kepala Desa ljltlh Ban;wl' hya (Ketua mtrangkap Anggota) 
PPL ~a :pub Sar.f."" !aya (Sclaelaris fi1CI"al1l!Lar, Anggota~ 
Ketua GaJ-oktu~ De .• ~ Jnuh Bat!!!Ufl Jaya (Anggo:a) 

Kcpala Dc,;a Sutn!lcr Mukti fKctua mcrru>gkap Angpta1 
PPL T>e!m Sumbcr ~~<l'<ti (Sekretaris Iilcra'lglcap Anggota) 
i<ctua Ga!J•>klan Dcsa Sumbcr Mukli (Anj<guta) 

Kcpala Dc">a Sagu Stika Mul~-a (K elua me:-angkap Anggutc) 
P!'L Des·• Sagu Suk·· Hulya (;)el;rctaris merangkap :'\ng~:ota) 
Kdua Ga;IOktau Des: ~gu Suka Millya {Anggota) 

Kepala IJ..:sa Rtmgw• (Ketua merangkoo Angg:>ta) 
PPL Des:l ~:mg•m (Sckrctaris mer:mgkap A~grota) 
Kctua <lap<.ktan J1es:, Rtmg'J•l ( Anggota) 

Kcp;tla ~ ~wak (Kctua r.1crnngk"p Anggota) 
PPL Desa l)aw;~k (Sd:rctari~ mcrangkap Anggota) 
Kctm Gdp'Jkton Des;; :Jawak (Anggota) 

KcpaJa IJcsa Sci n~~"" (Kctuu mcrangkap Anggotal 
PPL Desa Sci Bllk.~tt (Sekretaris merangkap Ang!,'tlla) 
Kctua Ga,JOklan lha Sci B11kau (Anggota) 

Kcpala Dcsa Pnngkal•n g,,tu (Kctua m.:nmgkap /\nggota) 
I'PL 0=; l';.mgk;olan SattJ {Se!cretaris Rr.Ptngkep Anggc.ta} 
Ketua Gapokt'lll Desa Pru•gkaJan Satu (Anggota) 

Kcpala Cesa 3umi Hcrjn ( Kctua mer~ug~.ap Aoggota) 
PPL De,;a 'lu.ni H'll:jc {Sel.:retaris mcrangkap Angg'>ta; 
Kctua Gap:.k•an De:-.a llwni HaJjo (Anggota) 

I urah Kwnai llilir (Kctua m-..ratt".,k.lp Anwta) 
I'PL Kelurahan Kuma; Hilir (Selrretaris merangkap A!!:;gota) 
Ketua Gap-.:ktan Kd!lraban Kumai Hilir ~Anggotu) 

Kepala Dc.>a Tduk Pulai {Kettla merangka;J Anggma) 
PPL Desa 7eluk Pula\ (Sekretaris merangka;l An6gol.l) 
l~etua G~lctan Dest: !eluk Pulai (Anbgo~) 

Kepala D.!>a Sebuai (Kdca merangkap Anggcta) 
PPL Des.. Scbuai {SWetaris ~'-'P Angg.>lal 
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